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KATA PENGANTAR

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen kebijakan dalam
penyelenggaraan negara untuk mendukung tercapainya tujuan berbangsa dan
bernegara. Peraturan perundang-undangan isinya mengikat umum. Pembentukan
peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian
hukum

Namun di dalam kenyataannya, dari berbagai kajian yang dilakukan oleh banyak pihak,
masih ditemukan banyak peraturan perundang-undangan baik di pusat maupun daerah
yang isinya tidak konsisten/saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga
menimbulkan kebingungan bagi pemangku kepentingan, saling tumpang tindih,
dianggap melanggar hak-hak konstitusional warga negara sehingga dimohonkan
judicial review kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, tidak selalu sesuai
dengan bentuk peraturan perundang-undangannya, memberikan beban ekonomi
tambahan kepada masyarakat, dan kurang sesuai dengan kebutuhan.

Di tingkat kabupaten/kota, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, sampai tahun 2004, diperkirakan 12.000 Peraturan
Daerah ditetapkan. Jumlah ini sangat besar, jauh melampaui angka rata-rata sebelum
era otonomi Daerah yang hanya berjumlah sekitar 1.000/tahun.

Peraturan Daerah yang tidak berpihak pada pertumbuhan ekonomi daerah dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat, dianggap telah menyebabkan terjadinya
pelambatan bahkan kemerosotan ekonomi daerah.

Karena itu, dengan latar belakang di atas, sudah saatnya dipikirkan penerapan metode
Regulatory Impact Assessment (RIA) atau Analisis Dampak Peraturan Perundang-undangan
sebagai salah satu metode untuk menganalisis peraturan perundang-undangan sehingga
dapat dihasilkan peraturan perundang-undangan yang lebih baik. Metode RIA membantu
pembuat peraturan perundang-undangan menentukan apakah peraturan perundang-
undangan yang dibentuknya menimbulkan dampak negatif atau tidak. Metode RIA
memungkinkan pembuat peraturan menemukan alternatif/solusi lain selain membentuk
peraturan perundang-undangan.

Metode RIA memungkinkan sebuah proses pembuatan peraturan perundang-undangan
yang transparan dan lebih partisipatif, sehingga berbagai pemangku kepentingan, bisa
terlibat aktif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Metode ini juga
secara mendasar menjaga proses perumusan peraturan perundang-undangan untuk
lebih obyektif, rasional dan lebih mengedepankan kepentingan yang lebih luas dan
berdimensi jangka panjang.




Karena manfaatnya yang sangat penting dalam menghasilkan peraturan perundang-
undangan yang lebih baik, maka dipandang perlu untuk memperkenalkan RIA secara
lebih luas terutama kepada para pembuat peraturan perundang-undangan serta pihak-
pihak lain yang potensial terkena dampak dari peraturan. Publikasi Manual RIA ini
dimaksudkan untuk memberikan sumbangan dalam rangka memperluas penggunaan
RIA baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

Seperti kata pepatah, Tidak Ada Gading Yang Tidak Retak, maka penyusun Manual
menyadari adanya kekurangan di dalam Manual ini. Kami sangat terbuka untuk menerima
kritik dan masukan yang membangun dalam rangka memperbaiki dan menyempurnakan
Manual ini.

Kami ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan
dan penyebarluasan Manual ini, terutama dari The Asia Foundation, Akademika, semua
staf Biro Hukum Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan para tenaga ahli.

Akhir kata, kami sangat berharap bahwa Manual yang disusun ini dapat memberi
manfaat dalam memperbaiki kualitas peraturan perundang-undangan di tanah air yang
kita cintai ini. Amin.

Jakarta, Oktober 2009

Kementerian Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
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I. PENDAHULUAN

Buku ini merupakan suplemen dari 3 (tiga) buku Manual RIA yang berisi contoh-contoh
dokumen terkait penerapan metode RIA. Buku suplemen ini memuat contoh-contoh
(i) Laporan RIA, (ii) Legal Drafting Peraturan Daerah (Perda), (iii) Regulasi pembentukan
Tim RIA, (iv) Regulasi untuk pelembagaan metode RIA, dan (v) Advokasi RIA melalui
media. Dengan buku ini diharapkan pembaca dapat lebih mudah memahami RIA dan
mendapatkan gambaran mengenai dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam
penerapan metode RIA serta pelembagaan RIA.

II. CONTOH LAPORAN RIA

Laporan RIA atau biasa disebut RIAS (Regulatory Impact Assessment Statement) adalah
uraian mengenai hasil penelaahan dampak regulasi dari usulan peraturan yang tengah
diajukan. Sebagaimana sudah dijelaskan secara mendalam pada buku dua bab mengenai
penulisan RIAS, laporan RIA ini merupakan ringkasan dari serangkaian tahapan penerapan
metode RIA mulai dari perumusan masalah sampai strategi implementasi. Pada bab ini
akan disajikan contoh-contoh laporan RIA baik hasil penerapan metode RIA di
kabupaten/kota, nasional maupun internasional.

A. Laporan RIA di Tingkat Kabupaten / Kota

1. Laporan RIA Kota Parepare

LAPORAN
TELAAH DAMPAK REGULASI
(Regulatory Impact Assesment-RIA)
PERATURAN DAERAH (PERDA) PENGELOLAAN WILAYAH PASAR
DI KOTA PAREPARE

A. LATAR BELAKANG

Pasar merupakan salah satu sarana perekonomian strategis di daerah dalam mendukung
pelaksanaan otonomi daerah baik dalam upaya peningkatan pelayanan kepada
masyarakat maupun sebagai sumber pendapatan asli daerah. Untuk itu dipandang
perlu diadakan pengaturan kembali terhadap pasar dan wilayah keramaian pasar yang
saat ini telah mengalami perkembangan pesat dan kompleks.

Peraturan Daerah Kota Parepare No. 7 Tahun 2001 tentang pengelolaan pasar dan
wilayah keramaian pasar, kurang sesuai lagi dengan perkembangan dan permasalahan
pasar yang ada. Berdasarkan hal tersebut di atas pemerintah Kota Parepare menganggap




perlu merevisi perda tersebut untuk mewujudkan peningkatan pelayanan dan
pendapatan daerah. Revisi peraturan daerah tersebut, harus berdasarkan pada
permasalahan yang berkembang terkait pengelolaan pasar dan wilayah keramaian
pasar. Untuk menghasilkan perda yang dapat mendukung pemerintahan yang baik,
pemerintah Kota Parepare menerapkan metode Regulatory Impact Assessment (RIA)
sebagai bentuk partisipasi dan komitmen semua pihak.

Laporan ini dibuat untuk menggambarkan hasil penerapan proses RIA terhadap perda
Pengelolaan Pasar dan Wilayah Keramaian Pasar di Kota Parepare. Tahapan yang telah
dilalui adalah perumusan masalah dan tujuan, mengidentifikasi opsi tindakan yang
tersedia untuk mencapai tujuan regulasi, dan melihat manfaat, biaya serta dampak dari
regulasi dan opsi lainnya, kemudian diverifikasi melalui konsultasi publik dengan
stakeholders. Proses tersebut dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Pemkot Parepare
yang anggotanya terdiri dari staf pemda dan unsur LSM.

B. PERMASALAHAN
Permasalahan pengelolaan pasar dan wilayah keramaian pasar di Kota Parepare adalah:

1. Perizinan pedagang tidak tertib

1.1. Banyak penjual tidak terdaftar secara resmi sebagai pedagang di dalam pasar
dan di wilayah keramaian pasar

1.2. Banyak izin berjualan tidak sesuai klasifikasi‘lods’ yang sudah ditentukan

1.3. Penjual mengalihkan hak pemanfaatan ‘lods’ke pihak ketiga tanpa sepengetahuan
pengelola pasar

1.4. Pedagang pasar keliling tidak memiliki izin

1.5. Ada oknum yang menyewakan izin tempat berjualan di dalam pasar dan di
wilayah keramaian pasar secara tidak resmi

1.6. Tata tertib perizinan tidak tegas dan kurang disosialisasikan

2. Penggunaan sarana dan prasarana pasar tidak tertib

2.1. Penjual menggunakan gang jalan untuk berjualan

2.2. Pedagang menjual komoditi tidak sesuai klasifikasi ‘lods’

2.3. Penjual mengubah atau menambah bangunan yang sudah ada sehingga sirkulasi
udara dalam pasar terganggu

2.4, Pelataran digunakan untuk berjualan dan penyimpanan barang

2.5. Pedagang menggunakan air dan aliran listrik secara sembarangan

2.6. Penjual dan pembeli membuang sampah sembarangan

2.7. Banyak penjual bermalam di dalam pasar

2.8. Fasilitas MCK, dan tempat sampah tidak terawat

2.9. Tata tertib pemanfaatan sarana dan prasarana tidak tegas dan kurang
disosialisasikan




3. Wilayah keramaian pasar semrawut
3.1. Pedagang di Wilayah keramaian pasar tidak teratur
3.2. Parkir kendaraan tidak teratur
3.3. Pemilik toko melarang depan tokonya dijadikan tempat parkir
3.4. Tata tertib wilayah keramaian pasar kurang disosialisasikan

4. Kelembagaan pengelola pasar kurang berfungsi
4.1. Assosiasi pedagang (KKP) tidak dapat mengatur pedagang di pasar dan di wilayah
keramaian pasar
4.2. Petugas pengelola pasar tidak dapat menjalankan fungsi ketertiban dan
kebersihan secara baik

C. TUJUAN

Tujuan utama adalah terwujudnya pengelolaan pasar dan wilayah keramaian pasar
yang tertib. Tujuan khusus adalah: (a) tertibnya perizinan pedagang, (b) tertibnya
penggunaan sarana dan prasarana, (c) tertatanya wilayah keramaian pasar, dan (d)
berfungsinya kelembagaan pengelola pasar.

D. ALTERNATIF TINDAKAN (OPSI)

Untuk mencapai tujuan di atas, beberapa alternatif tindakan (opsi) yang dapat dilakukan
pemerintah daerah adalah sebagai berikut.

Contoh Pengisian Form Konsultasi Stakeholders

1) Perpajakan - Memberi insentif bagi pedagang resmi (memiliki isin) yang
menggunakan sarana dan prasarana secara tertib
2) Pengeluaran - Subsidi langsung (mis. subsidi bunga kredit) dari pemerintah
pemerintah kepada pedagang untuk perbaikan bangunan pasar (Lods)
- Biaya untuk tambahan tenaga pengelola pasar
3) Pinjaman dan Tidak relevan
penjamin pinjaman
4) Retribusi (user - Mengenakan tarif retribusi yang lebih tinggi kepada pedagang
charger) yang menggunakan fasilitas pasar untuk berjualan yang tidak
sesuai peruntukkannya (pelataran pasar dan wilayah
keramaian pasar)
5) Kepemilikan publik | - Membatasi monopoli swasta
- Mengatur tata cara pemanfaatan prasarana dan sarana pasar
- Mengatur hak dan kewajiban pengguna pasar




6) Persuasi - Mendorong dan memperkuat organisasi/ Kelompok
Pengguna Pasar
- Sosialisasi dan kampanye, keamanan dan kebersihan dan
ketertiban pasar

7) Asuransi - Penjual mengasuransikan usahanya.

- Pemerintah mengasuransikan bangunan pasar
Alternatif Bentuk Regulasi

8) Mengatur
langsung
terhadap produk
a) Harga Tarif retribusi/sewa lods dan lain-lain
b) Kuantitas Membatasi kepemilikan lods/sarana
¢) ldentitas Hanya komoditi yang sesuai klasifikasi lods yang dapat dijual

produk dalam pasar
d) Standar teknis | Kelengkapan, keselamatan dan keamanan (pemadam), tata
cara penggunaan bangunan
e) Standar kinerja | Kelengkapan sarana penunjang (pusat informasi, MCK, tempat
ibadah, security team, cleaning services, klinik, air bersih, listrik,
telepon dan lain-lain)

9) Pengawasan Hanya pedagang yang terdaftar (memiliki izin) yang dapat
keluar/masuk menjual di dalam pasar, di wilayah keramaian pasar dan sebagai
supplier pedagang keliling

10) Pengawasan
proses produksi
a) Standar teknis | Larangan menjual produk tertentu di dalam pasar (BBM, B3,

dan asusila)
b) Standar kinerja| Pengawasan kelengkapan, keselamatan, keamanan dan
penggunaan sarana pasar

11) Pengawasan Tidak relevan
informasi

12) Hak pemasaran Tidak relevan

Setelah melalui proses screening terhadap 12 alternatif di atas, akhirnya diputuskan
untuk memilih alternatif nomor 2, 4, 6 dan 9 yaitu:

1.

Meningkatkan anggaran belanja pemerintah untuk menambah tenaga pengelola
pasar (termasuk tenaga keamanan dan kebersihan pasar)

. Menetapkan retribusi berdasarkan jenis sarana dan lokasi.
. Pembinaan organisasi pedagang dengan melakukan sosialisasi dan kampanye untuk

meningkatkan keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar




4, Pengawasan keluar masuknya pedagang (hanya pedagang yang terdaftar/memiliki
izin yang dapat menjual di pasar, di wilayah keramaian pasar dan sebagai pedagang
keliling)

Berdasarkan pada alternatif tindakan di atas, maka opsi yang akan dianalisis biaya dan
manfaatnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Opsi I: Melakukan revisi Perda. Revisi Perda didasarkan pada gabungan alternatif
tindakan, dengan tahapan berikut:

1. Pemerintah menetapkan klasifikasi lods dan klasifikasi tempat berjualan di
pelataran dan di wilayah keramaian pasar.

2. Menetapkan retribusi berdasarkan jenis sarana serta berdasarkan klasifikasi
lods dan tempat berjualan.

3. Melakukan koordinasi dan meningkatkan pengawasan untuk law
enforcement.

4. Melakukan pembinaan terhadap lembaga pengelola pasar dan melakukan
sosialisasi dan kampanye keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.

Opsi ll:Menunda ditetapkannya regulasi pengelolaan pasar dan wilayah pasar (do
nothing)

E. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

Karena pola manfaat dan biaya yang terjadi pada masing-masing opsi tersebut di atas
relatif seragam dan konsisten, maka analisis manfaat dan biaya dilakukan dengan
menghitung manfaat dan biaya tahunan (rata-rata). Dalam analisis seperti ini, proses
RIA tidak perlu melakukan diskonto untuk mendapatkan nilai sekarang (present value).
Opsi yang terbaik adalah yang menghasilkan manfaat/biaya tahunan (rata-rata) yang
paling besar.




Analisa Manfaat dan Biaya Opsi |

Penerima ; A
No| Manfaat/Biaya Mgpfaatl Indikator :::'T"a‘;f‘ 'nl\l('lla;')
iaya
A | Manfaat
1. | Tambahan pendapat Pedagang |Penerimaan pedagang | 11,436,480,000?
pedagang legal meningkat 7,667,200,0002)
a. Pasar Lakessi 3,696,000,000%)
b. Pasar Senggol 73,280,0009
c. Pasar Sumpang
2. | Penerimaan retribusi Pemerintah | Retribusi meningkat 1,544,320,0002
meningkat
a. Pasar Lakessi 1,143,552,0009
b. Pasar Senggol 368,560,0009)
c. Pasar Sumpang 32,208,000
3. | Kenyamanan Konsumen |tidak terukur Tidak dihitung
berbelanja (pasar tidak
semrawut)
4, | Penerimaan parkir di Pemerintah | Penerimaan
wilayah keramaian meningkat
pasar meningkat
5. | Persaingan usaha sehat | Pedagang |tidak terukur
Total manfaat terukur 12,980,800,000
B | Biaya
1. | Jumlah pedagang di pedagang |pedagang kehilangan | 1,080,000,0009
pelataran dan wilayah penghasilan
keramaian pasar
berkurang
2. | Biaya operasional Pemerintah |Biaya operasional 519,000,000M
pengelola pasar
meningkat
3. | Biaya pajak danretribusi | Pedagang |retribusi meningkat 1,544,320,0002
meningkat
a. Pasar Lakessi 1,143,552,0009
b. Pasar Senggol 368,560,0009)
c. Pasar Sumpang 32,208,000
4. | Oknum yang
menyewakan izin
berjualan dan tukang Oknum kehilangan Tidak dihitung
parkir tidak resmi pendapatan

kehilangan pendapatan

Total biaya terukur

3,143,320,000

Net Benefit (manfaat bersih)

9,837,480,000




Hasil perhitungan analisis biaya dan manfaat, menunujukkan bahwa, Opsi | (revisi Perda)
dengan metode gabungan alternatif akan memberikaan manfaat bersih sebesar Rp.
9,837,480,000 (ditambah beberapa manfaat yang tidak terukur seperti perbaikan kondisi
persaingan usaha, kenyaman konsumen berbelanja, dll.). Manfaat bersih tersebut tidak
akan terwujud apabila tidak ada revisi Perda. Dengan demikian opsi | (revisi Perda)
secara ekonomi layak dilakukan dibandingkan opsi Il (menunda revisi Perda).

F. KONSULTASI

Semua tahapan dalam proses RIA dilakukan konsultasi kepada berbagai pihak terkait,
antara lain penjual di pasar, lurah, instansi terkait, akademisi, dan tokoh masyarakat.
Konsultasi publik dilakukan dalam bentuk disksusi kelompok terfokus (FGD), wawancara
dengan penjual untuk verfifikasi asumsi yang digunakan, publikasi melalui media cetak
(leaflet) dan dialog interaktif di radio. Konsultasi publik dilengkapi dengan notulen
pertemuan atau hasil wawancara.

G.STRATEGI IMPLEMENTASI

Untuk mengefektifkan pelaksanaan perda PKL, strategi implementasi yang harus
dipertimbangkan adalah:
a. Peningkatan kesejahteraan pengelola pasar
. Struktur organisasi dan tupoksi Pengelola Pasar harus jelas
Pasar dikelola sebagai unit usaha pemerintah daerah
. Semua pasar di Parepare dikelola oleh satu unit pengelola
. Penegakan fungsi Perda sebagai instrumen pengaturan, artinya jumlah penjual
harus dibatasi melalui pemberian izin, dan bagi yang menjual tanpa izin dikenakan
sanksi, misalnya dikenakan retribusi 10 kali lipat dari tarif yang berlaku.

D aon o

a) Tambahan pendapatan bagi pedagang di pasar Lakessi adalah
*Kelas 1 =124 pedagang : Rp. 40.000 per hari
* Kelas 2 = 132 pedagang : Rp. 25.000 per hari
* Kelas 3 = 860 pedagang : Rp. 15.000 per hari
* Pelataran dan Wil Keramaian pasar = 560 pedagang : Rp. 5.000 per hari
Total tambahan Penerimaan pedagang di pasar Lakessi : (124*Rp. 40.000%320 hari)
+ (132*Rp. 25.000*320 hari) + (860*Rp. 15.000%320 hari) + (560*Rp. 5.000%320 hari)
=Rp. 7.667.200.000

b) Tambahan pendapatan bagi pedagang di Pasar Senggol adalah:
* Kelas 1 =200 pedagang meningkat pendapatannya Rp.40.000 per hari
* Kelas 2 = 200 pedagang : Rp. 15.000 per hari
* Kelas 3 =110 pedagang : Rp. 5.000 per hari
Total tambahan Penerimaan pedagang di pasar Senggol : (200¥Rp. 40.000¥320 hari)
+ (200*Rp. 15.000%320 hari) + (110*Rp. 5.000*320 hari) = Rp. 3.696.000.000




¢) Tambahan pendapatan bagi pedagang di Pasar Sumpang adalah
* Kelas 1 = 17 pedagang meningkat pendapatannya Rp. 5.000 per hari
* Kelas 2 = 48 pedagang : Rp. 3.000 per hari
Total tambahan Penerimaan pedagang di pasar Sumpang : (17*Rp. 5.000%320 hari)
+ (48*Rp. 3.000%320 hari) = Rp. 73.280.000

d)Retribusi di pasar Lakessi adalah
* Kelas 1 = Biaya izin Rp. 300.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
* Kelas 2 = Biaya izin Rp. 200.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
* Kelas 3 = Biaya izin Rp. 100.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
* Pelataran dan Wil Keramaian pasar = Biaya izin Rp. 50.000 per tahun, dan Retribusi
Rp. 3.000 per hari
Total retribusi di pasar Lakessi : 124(Rp.300.000 + Rp.2000%320 hr) +
132 (Rp. 200.000 + Rp.2000*320 hari) + 860(Rp. 100.000 + Rp.2000*320 hari) +
560 (Rp. 50.000 + Rp. 3000%*320 hari) = Rp. 1.429.440.000 * 80% =Rp. 1.143.552.000

e) Retribusi pemerintah di pasar Senggol adalah
* Kelas 1 = Biaya izin Rp. 300.000 per tahun, Retribusi Rp. 3.000 per hari
* Kelas 2 = Biaya izin Rp. 200.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
* Kelas 3 = Biaya izin Rp. 50.000 per tahun, Retribusi Rp. 1.000 per hari
Total retribusi di pasar Senggol : 200(Rp.300.000+ Rp.3000*320 hr)+
200 (Rp. 200.000 + Rp.2000*320 hari) + 110(Rp. 50.000 + Rp.1000*320 hari) =
Rp. 460.700.000 * 80% =Rp. 368.560.000

f) Retribusi di pasar Sumpang adalah:
* Kelas 1 = Biaya izin Rp. 100.000 per tahun, Retribusi Rp. 1.000 per hari
* Kelas 2 = Biaya izin Rp. 50.000 per tahun, Retribusi Rp. 2.000 per hari
Total retribusi di pasar Sumpang : 17 (Rp.100.000+ Rp.1000*320 hr) +
48 (Rp. 50.000 + Rp.2000*320 hari) = Rp. 40.260.000 * 80% =Rp. 32.208.000

g) Pedagang yang tidak dapat menjual lagi di pelataran dan wilayah keramaian pasar
setelah diberlakukan perda adalah sebanyak 75 pedagang dengan rata-rata
pendapatan per hari sebesar Rp. 45.000 pe hari. Besarnya pendapatan yang hilang
adalah : 75 * Rp. 45.000 * 320 hari = Rp. 1.080.000.000

h) Biaya operasional dari pengelola pasar setelah diberlakukan perda adalah :
* Kepala UPTD = 1 org * Rp 5.000.000 per bulan = Rp. 60.000.000 per tahun
* Manajer Lakessi = 1 org * Rp 4.000.000 per bulan = Rp. 48.000.000 per tahun
* Manajer Senggol = 1 org * Rp 2.500.000 per bulan = Rp. 30.000.000 per tahun
* Manajer Sumpang = 1 org * Rp 1.000.000 per bulan = Rp. 12.000.000 per tahun
* Petugas kebersihan = 17 org * Rp 750.000 per bulan = Rp. 153.000.000 per tahun
* Petugas Keamanan = 12 org * Rp 750.000 per bulan = Rp. 108.000.000 per tahun
* Petugas Kolektor = 8 org * Rp 750.000 per bulan = Rp. 72.000.000 per tahun
* Staf Administrasi = 4 org * Rp 750.000 per bulan = Rp. 36.000.000 per tahun
Total Biaya operasional pengelolaan pasar = Rp. 519.000.000




2, Laporan RIA Kabupaten Gunungkidul

Regulatory Impact Assessment Statement (RIAS)
REVIEW ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 12 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. LATAR BELAKANG

Tingkat pencemaran lingkungan di Kabupaten Gunungkidul dari waktu ke waktu
cenderung meningkat. Bentuk pencemaran yang mudah dilihat adalah kondisi sejumlah
aliran sungai di Kabupaten Gunungkidul yang kandungan limbah bahan berbahaya
dan beracunnya, BOD, COD, DO, Kadmium, Seng, Phenol, Total Coliform dan Coliform
Tinja serta zat beracun lainnya sudah sangat membahayakan. Pencemaran tersebut
akibat pembuangan limbah usaha dan rumah tangga tanpa proses pengolahan terlebih
dahulu.

Selain itu, tidak direklamasinya pasca usaha pertambangan galian ikut membuat
kerusakan lingkungan di Kabupaten Gunungkidul semakin memprihatinkan. Terdapat
banyak lahan pasca galian yang rusak parah. Sebagai contoh, di Kecamatan Ponjong
dan Wonosari terdapat lebih dari 7 ha lahan rusak yang sampai saat ini belum direklamasi.
Kerusakan yang sama juga terjadi di daerah Ngawen, Panggang, Paliyan, dan Semin.
Kerusakan tersebut terus menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya.

Penurunan kualitas lingkungan tersebut disebabkan oleh kegiatan usaha yang tidak
mempunyai persetujuan dokumen pengelolan lingkungan dan kegiatan usaha yang
mempunyai dokumen pengelolaan lingkungan tetapi tidak menjalani sesuai dokumen
yang ada. Dari data Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan (KAPEDAL) Gunungkidul,
hampir 90% kegiatan usaha yang berkewajiban memiliki persetujuan dokumen
lingkungan UKL/UPL tidak memberikan laporan pengelolaan lingkungan sesuai
peraturan yang berlaku.

Melihat dampak dari kegiatan usaha-usaha tertentu yang berpotensi menyumbang
kerusakan lingkungan yang semakin buruk, Pemerintah Daerah perlu mengaturnya.
Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan mengawasi operasionalisasi usaha-usaha
tertentu yang potensial menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, agar kelestarian
fungsi lingkungan tetap sehat dan terjaga dengan baik.

Di Kabupaten Gunungkidul, pengendalian dan pengawasan tersebut dilakukan dengan
mewajibkan setiap kegiatan usaha untuk memiliki izin gangguan. Namun, regulasi




menyangkut perizinan tersebut yaitu Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi
Izin Gangguan masih belum cukup memadai. Substansi yang diatur lebih banyak
berorientasi pada pengaturan pengenaan retribusi izin. Dengan pengaturan yang lebih
banyak berorientasi pada pengenaan retribusi, pengendalian usaha dari dampak-
dampak negatif terutama terhadap kelestarian fungsi lingkungan tidak tercapai. Substansi
penting yang seharusnya secara jelas diatur tetapi tidak diatur dalam Perda ini adalah
menyangkut perizinan dan kewajiban pengelolaan lingkungan. Hal ini berimplikasi
pada tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha untuk mengelola lingkungan
dari dampak kegiatan usahanya.

Di sisi lain, perizinan gangguan merupakan bagian integral dari perizinan usaha, di
mana perkembangan kegiatan usaha sangat terkait dengan legalitas usaha. Namun,
karena proses perizinan yang berbelit-belit dan perhitungan retribusi yang tidak
disesuaikan dengan besaran potensi gangguan dari setiap jenis usaha secara
proporsional, menyebabkan pelaku usaha enggan mengurus izin. Dari data Disperindag,
tercatat sebanyak 25.286 unit usaha yang beroperasi di Kabupaten Gunungkidul, namun
hanya 646 unit usaha yang mengajukan izin gangguan pada tahun 2007. Hal ini terkait
tidak adanya peraturan kepala daerah yang mengatur secara detail tentang tata cara,
persyaratan dan prosedur izin sebagaimana dimandatkan oleh Perda ini.

Il. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil kajian atas fakta-fakta di lapangan, permasalahan pokok yang terjadi
yaitu Pengaturan izin gangguan menghambat perkembangan usaha dan tidak
mampu mengendalikan pencemaran/kerusakan lingkungan. Beberapa
permasalahan khusus adalah sebagai berikut:

1. Terjadi pencemaran/kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha yang tidak
memiliki persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan dan atau tidak memenuhi
ketentuan dalam dokumen tersebut

2. Proses perizinan yang panjang dan melibatkan banyak instansi sehingga terkesan
berbelit-belit dan membuka potensi pungutan ilegal

3. Nilai faktor limbah dan nilai faktor gangguan sosial tidak proporsional

4. Pengenaan izin yang tidak disesuaikan dengan klasifikasi jenis gangguan
memberatkan pelaku usaha

5. Sosialisasi tentang izin gangguan sangat minim

6. Penegakan hukum kurang




lll. PERUMUSAN TUJUAN

Secara umum tujuan yang ingin dicapai adalah Pengaturan izin gangguan memacu
pertumbuhan usaha dan dapat mengendalikan pencemaran/kerusakan
lingkungan. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

1. Pencemaran/kerusakan lingkungan teratasi dan pengusaha memiliki persetujuan
dokumen pengelolaan lingkungan dan memenuhinya sesuai dengan dokumen
yang dibuat

2. Proses pengurusan izin sederhana, tidak melibatkan banyak instansi tetapi tetap
menjaga ketelitian dan menghilangkan pungutan ilegal

3. Nilai faktor untuk limbah dan gangguan sosial proporsional

4. lzin gangguan diperuntukkan untuk jenis usaha yang potensial menimbulkan
gangguan

5. Sosialisasi tentang izin gangguan efektif

6. Penegakan hukum efektif

IV. ALTERNATIF TINDAKAN

Untuk mengatasi permasalahan sekaligus mencapai tujuan yang sudah dirumuskan,
maka beberapa alternatif (pilihan-pilihan) tindakan sebagai berikut:

1. Do nothing (tidak melakukan tindakan apapun)
Opsi ini sengaja dimunculkan sebagai tolak ukur bagi pemerintah kabupaten
dalam menganalisis manfaat dan kerugian atas opsi lainnya yang diperhitungkan
terjadi berdasarkan baseline.

2. Revisi Perda Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan, membuat
Perda tentang Izin Gangguan dan membuat Peraturan Bupati sebagai
peraturan pelaksanaannya, yaitu:

A. Menyusun Perda Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Retribusi Izin Gangguan, yaitu:
a) Faktor dan Nilai Faktor
- Faktor limbah dan gangguan sosial didefinisikan lebih jelas dan nilai
faktornya diklasifikasikan secara proporsional sesuai detail dan besaran
limbah yang dihasilkan
Faktor dan nilai faktor lokasi usaha diklasifikasikan sesuai zonasi pada
Rencana Detail Tata Ruang Wilayah

b) Terdapat pengaturan yang lebih jelas dan tegas tentang kewajiban untuk
memenuhi dokumen persetujuan atas dokumen kajian lingkungan dan juga
memenuhi ketentuan di dalamnya.




B. Menyusun Perda tentang Izin Gangguan

a) Klasifikasi Gangguan dan Jenis Usaha
Yaitu mengklasifikasikan gangguan menjadi; gangguan yang berdampak
besar dan penting (wajib AMDAL), gangguan yang tidak berdampak penting
(wajib UKL/UPL), gangguan yang tidak berdampak (SPPL). Sedangkan jenis-
jenis usaha diklasifikasikan sesuai klasifikasi gangguan dan digolongkan
sesuai bidang usaha, dan akan diatur secara rinci dalam peraturan bupati.

b) Perizinan dan Mekanisme Pemberian izin
Yaitu bagi setiap usaha yang menimbulkan dampak lingkungan wajib
memiliki izin, dan pemberian/penolakan izin diselesaikan selambat-lambatnya
6 hari kerja setelah semua persyaratan dipenuhi. Sedangkan tata cara dan
prosedur perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.

c) Persyaratan dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan
Yaitu keharusan memiliki persetujuan dokumen lingkungan sesuai klasifikasi
gangguan/dampak sebagai persyaratan penting dalam pengajuan izin.
Setiap usaha wajib memiliki sarana pengolahan limbah sesuai klasifikasi
gangguan/dampak dan melakukan upaya pencegahan, penanggulangan
dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak/tercemar.

d) Masa Berlaku Izin
Sifat izin tetap (tidak ada sementara) dan masa berlaku izin sesuai klasifikasi
dampak yang ditimbulkan; yaitu berdampak penting berlaku 3 tahun dan
bisa diperpanjang, tidak berdampak penting berlaku 5 tahun dan bisa
diperpanjang, dan tidak berdampak berlaku seterusnya.

e) Perubahan, Pembatalan dan Pencabutan Izin

f) Hak, Informasi dan Peran Serta Masyarakat
Masyarakat dapat mengajukan permohonan untuk menelaah ulang suatu
izin apabila merugikan kepentingan lingkungan dan atau masyarakat

g) Pengawasan dan Pengendalian

h) Sanksi dan Insentif
Sanksi bersifat reparatoir (misalnya berupa perintah untuk melakukan
tindakan perbaikan) dan regresif (misalnya pembekuan usaha atau
pengenaan biaya administrasi). Insentif bisa berupa misalnya, pengurangan
biaya retribusi izin atau pajak tertentu jika pelaku usaha konsisten dalam
pengelolaan limbah usaha. Insentif juga bisa diberikan misalnya untuk
pengusaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

C. Membuat Perbup, yaitu mengatur tentang:
a. Jenis-jenis usaha yang dikategorikan menimbulkan gangguan bahaya
b. Tata cara, persyaratan dan prosedur pengurusan izin gangguan
c. Dalam hal untuk penerbitan izin diperlukan pemeriksaan lokasi dilaksanakan
secara terkoordinasi antar institusi terkait




d. Tindakan administratif yang mengarah kepada perbaikan kondisi

3. Mencabut Perda Retribusi I1zin Gangguan, membuat aturan umum yang
memuat isu pengelolaan lingkungan dan penguatan kelembagaan
pengendalian dampak lingkungan; yaitu pengendalian dan pengawasan atas
operasionalisasi usaha yang potensial menimbulkan gangguan/dampak lingkungan
tidak dilakukan dengan pemberian izin tetapi dengan aturan-aturan umum yang
memuat kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan masyarakat dalam hal pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan kualitas lingkungan dari suatu usaha dan atau
kegiatan. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam setiap regulasi sesuai bidang
kegiatan atau usaha, misalnya dalam pengaturan IMB, akan diatur bagi setiap
usaha dengan luas dan jenis tertentu, diwajibkan menyisakan sekian persen untuk
lahan serapan air. Dengan menjadikan seluruh regulasi daerah berwawasan
lingkungan maka pengaturan pengelolaan lingkungan diharapkan lebih terintegrasi
dan dapat menghindarkan diri dari tumpang tindih pengaturan.

V. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

Analisa manfaat dan biaya adalah perhitungan keuntungan dan kerugian yang akan
diterima dari masing-masing alternatif tindakan, yaitu dengan membandingkan kondisi
sekarang (sebelum perubahan) dengan rencana perubahan.

Opsi I: Do nothing

Jika opsi ini diberlakukan, artinya Pemerintah Kabupaten tidak melakukan tindakan
apapun untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka sejumlah kondisi baseline adalah
sebagai berikut:

Indikator Baseline Keterangan

Retribusi dari Izin Rp117.000.000 Data laporan perhitungan APBD tahun

Gangguan 2007

Jumlahizin 646 izin Jumlah izin yang diterbitkan pada tahun
2007

Jumlah UMKM 25.286 unit usaha Data Disperindagkop tahun 2007

Anggaran untuk Rp12.250.000 Data Disperindagkop dan KPPTSP untuk

monitoring dan tahun 2007

pengadaan blanko

Lama pengurusan Izin |6 hari Data KPPTSP

Gangguan

Jumlah persyaratan 7 syarat Data KPPTSP




Kerusakan lingkungan
pasca pertambangan

Hampir terjadi di
seluruh lokasi
pertambangan

Kecamatan Wonosari dan Ponjong
(lebih dari 7 ha lahan rusak), Kecamatan
Ngawen, Panggang, Paliyan, dan Semin.

Pencemaran sungai Hampir seluruh

sungai tercemar

Sungai Ngawu, Sungai Oya Getas,
Sungai Oya Bunder, Sungai Gedangsari,
Sungai Oya Semin, Sungai Gedangan,
Sungai Beton, Sungai Jirak, Sungai
Besole, Sungai Kepek, Sungai Pancoan,
Sungai Wunut. (Data Kapedal tahun 2007)

Pencemaran telaga
tercemar

Sebanyak 128 telaga

Data kapedal 2007

Jumlah tenaga kerja 1.747 orang

Data jumlah tenaga kerja dari usaha
yang berizin gangguan tahun 2007

Biaya penegakan perda | Rp10.000.000

Rata-rata biaya operasional Satpol PP

Biaya pemulihan Rp37.000.000 Data Kapedal tahun 2007
lingkungan

Biaya sosialisasi perda | Rp10.000.000 Data Bagian Hukum tahun 2007
Biaya penguatan Rp284.000.000 Data Kapedal tahun 2007

kelembagaan

Pilihan untuk tidak melakukan tindakan apapun akan menimbulkan beberapa risiko

yaitu:
Dampak . .
Daftar Resiko yanpg Kemungkinan T".‘Q::at
Ditimbulkan gl RISk

Kerusakan lingkungan tetap terjadi dan Besar Sangat Besar | Sangat Besar
semakin buruk
Pungutan tidak resmi tetap terjadi Besar Sangat Besar | Sangat Besar
Perkembangan UMKM terhambat Besar Besar Besar
Terjadi inproporsionalitas dalam Besar Sedang Besar
perhitungan retribusi
Akses perusahaan terhadap modal sulit Besar Besar Besar
Minat investasi rendah Besar Sedang Besar
Penyerapan jumlah tenaga kerja kecil Besar Besar Besar
Kepercayaan publik terhadap Sedang Sedang Sedang
pemerintah rendah
Terjadi konflik horizontal antara pelaku Sedang Sedang Sedang
usaha dengan masyarakat sekitar




Opsi ll: Revisi Perda Nomor 12 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan,
membuat Perda tentang Izin Gangguan dan Peraturan Bupati tentang peraturan
pelaksanaannya

Jika opsi Il ini dilaksanakan maka sejumlah manfaat yang diperkirakan akan diperoleh
adalah peningkatan jumlah pengurusan izin gangguan sebesar 50% yaitu dari 646 izin
pertahun menjadi 969 izin pertahun, penerimaan daerah dari retribusi izin gangguan
juga meningkat 30% atau menjadi 139,65 juta rupiah dari penerimaan sebelumnya
sebesar 117,72 juta rupiah.

Disamping itu, dengan menjalankan opsi Il ini, diperkirakan kerusakan lingkungan
khususnya sektor pasca pertambangan galian akan menurun menjadi 4,9 ha dari 7 ha
yang rusak, karena pengusaha termotivasi untuk mereklamasi karena penerapan sanksi
yang tegas. Kandungan bahan berbahaya dalam aliran sungai menjadi terkurangi karena
kepatuhan pelaku usaha untuk melakukan pengolahan limbahnya sesuai dengan
dokumen yang dibuat.

Perkembangan usaha di Gunungkidul juga kemungkinan besar akan semakin baik yang
disebabkan oleh pelayanan perizinan yang mudah dan cepat, yaitu bisa diselesaikan
dalam tempo maksimal 5 hari kerja. Pungutan ilegal menjadi terpangkas. Retribusi izin
juga akan semakin adil karena perhitungannya disesuaikan dengan tingkat gangguan
secara detil dan proporsional. Kemudahan terhadap akses kredit menjadi lebih terbuka.
Seiring dengan semakin kondusifnya iklim usaha, kesempatan lapangan kerja menjadi
terbuka dan selanjutnya berdampak pada pengurangan pengangguran dan kemiskinan.

Dengan kepastian hukum dan penegakan hukum yang tegas maka akan berdampak
pada jaminan keamanan publik dari ekses kerusakan lingkungan akibat kegiatan usaha.
Namun, untuk memperoleh manfaat di atas, terdapat beberapa biaya yang harus
ditanggung oleh pemerintah sebesar Rp82.750.000 ribu rupiah meliputi; biaya
monitoring dan penyediaan berkas perizinan, biaya cek lokasi, biaya revisi Perda dan
penyusunan Perbup, biaya sosialisasi, dan biaya operasional penegakan hukum. Tabel
perhitungan manfaat dan biaya untuk opsi Il adalah sebagai berikut.




Perhitungan Manfaat - Biaya Opsi ll

Manfaat
F::::;::ta Jenis Manfaat Baseline Opsi ll Manfaat
Pemerintah | Jumlah pengurusan | 646 izin 969 izin 323 izin (naik
izin sebesar 50%)
Pemerintah | Retribusi izin Rp117.720.000| Rp139.650.000 |Rp21.930.000
gangguan (naik sebesar
30%)
Pemerintah | Kerusakan 7 Ha 4,9 Ha 2,1 Ha (berkurang
lingkungan sebesar 30%)
(pasca
penambangan
galian) menurun
Pemerintah | Pengurangan 1.747 orang | 1.223 orang 524 orang (turun
pengangguran sebesar 30%)
Pelaku usaha | Biaya pengurusan | Nilai faktor Nilai faktor Nilai faktor
izin tidak proporsional | proporsional (adil

proporsional

sesuai tingkat

sesuai tingkat

(pukulrata) | gangguan gangguan)

Pelaku usaha | Waktu pengurusan | 6 hari 5 hari 1 hari (lebih

izin cepat)

Pelaku usaha | Jumlah persyaratan |7 syarat 6 syarat 1 syarat
(berkurang 1
syarat)

Pelaku usaha | Kemudahan akses | Biasa dan Lebih terbuka |Lebih terbuka

kredit usaha cenderung aksesnya aksesnya
sulit
Pelaku usaha | Usaha berkembang | tetap Naik Naik
Masyarakat | Penyerapantenaga | 1.747 orang | 2.347 orang 600 orang (naik
kerja sebesar 34%)
Masyarakat | Kualitas lingkungan | Krisis Teratasi Krisis teratasi




Biaya

Peng?agy%ung Jenis Biaya Baseline Opsill Biaya

Pemerintah | Biaya penyusunan 0 | Rp30.000.000 | Rp30.000.000
perda perubahan
dan perbup

Pemerintah | Biaya untuk cek 0 | Rp25.000.000 A Rp25.000.000
lokasi

Pemerintah | Biaya monitoringdan| Rp12.250.000 | Rp20.000.000 Rp7.750.000
penggandaan berkas (naik 63%)

Pemerintah | Biaya sosialisasi Rp10.000.000 | Rp20.000.000 | Rp10.000.000

(naik 100%)

Pemerintah | Biaya penegakan Rp10.000.000 | Rp20.000.000 | Rp10.000.000
perda (naik 100%)

Pelaku usaha | Biaya pembayaran |Rp117.720.000 | Rp139.650.000 | Rp21.930.000
retribusi izin (naik 30%)

Opsi lll: Mencabut Perda Retribusi Izin Gangguan, membuat aturan umum yang
memuat isu pengelolaan lingkungan dan penguatan kelembagaan pengendalian
dampak lingkungan

Dengan mencabut Perda Retribusi Izin Gangguan, maka kewajiban pelaku usaha untuk
memiliki izin gangguan menjadi hilang sekaligus kewajiban membayar retribusinya
menjadi tidak ada. Bagi pelaku usaha hal ini sangat bermanfaat bagi perkembangan
usahanya, karena selain mengurangi biaya starting business, formalitas perizinan usaha
menjadi lebih mudah didapatkan sehingga proses memanfaatkan akses kredit semakin
cepat, sehingga pertumbuhan usahanya juga semakin cepat dan terbukanya kesempatan
kerja juga makin cepat pula.

Meskipun perizinan gangguan dihilangkan, pengendalian dan pengawasan terhadap
operasionalisasi usaha yang berpotensi menimbulkan bahaya dan gangguan tetap
dilakukan, yaitu dengan menjadikan seluruh regulasi daerah tentang perizinan usaha
dan regulasi lainnya berwawasan lingkungan dan didukung dengan kelembagaan
pengendalian dampak lingkungan yang kuat. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk
memberikan pendidikan terhadap masyarakat dan pelaku usaha untuk mengambil
tanggung jawab penuh atas kelestarian lingkungan sekitarnya. Pelanggaran atas
kelalaian untuk melestarikan lingkungan akan dikenakan sanksi yang tegas, baik sanksi
administratif maupun pidana.

Dengan opsi lll, pencegahan, penanggulangan dan pemulihan atas pencemaran dan
kerusakan lingkungan menjadi lebih konsisten dan berkelanjutan karena substansi




pengaturan pengelolaan lingkungan menjadi lebih khusus dan detil sesuai dengan
materi pokok regulasi yang disertainya.

Namun, terdapat biaya yang harus dipikul untuk memperoleh manfaat di atas, yaitu
hilangnya penerimaan daerah dari retribusi izin gangguan sebesar 117,72 juta rupiah,
dan biaya penguatan kelembagaan sebesar 1,4 milyar rupiah meliputi; biaya peningkatan
kapasitas SDM, biaya penyediaan prasarana dan sarana yang cukup memadai, dan biaya
operasionalisasi pengendalian lingkungan. Tabel perhitungan manfaat dan biaya untuk
opsi lll adalah sebagai berikut.

Perhitungan Manfaat - Biaya Opsi lll

Manfaat
I:'e‘:'e‘;::ta Jenis Manfaat Baseline Opsilll Manfaat
Pemerintah | Penghematan biaya | Rp10.000.000 | Rp O Rp10.000.000
penegakan perda
Pemerintah | Penghematan biaya | Rp37.000.000 | Rp O Rp37.000.000
pemulihan
lingkungan
Pemerintah | Penghematan biaya | Rp12.250.000 | Rp O Rp12.250.000
monitoring dan
penggandaan berkas
Pemerintah | Kerusakan 7 Ha 0Ha 7 Ha
lingkungan
(pasca
penambangan
galian) menurun
Pengusaha | Beban biaya urusizin | Rp111.720.000| Rp 0 Rp111.720.000
gangguan tidak ada
Pengusaha | Peluang usaha Terkendala Perizinan yang | Perizinan yang
meningkat perizinan yang| diurus lebih diurus lebih
banyak sederhana sederhana
Pelaku usaha | Kemudahan akses | Biasa dan Sangat terbuka | Sangat terbuka
kredit usaha cenderung aksesnya aksesnya
sulit
Pelaku usaha | Usaha berkembang | tetap naik naik
Masyarakat | Penyerapan tenaga |1.747 orang |3.000 orang 1.253 orang (naik
kerja 72%)
Masyarakat | Kualitas lingkungan | Krisis Teratasi




Biaya

Peng?agy%ung Jenis Biaya Baseline Opsi lll Biaya
Pemerintah | Retribusi izin Rp117.720.000 Rp O (kehilangan
gangguan tidak ada pemasukan dari
Retribusi Izin
Gangguan)
Pemerintah | Biaya penyusunan RpO Rp5.000.000 Rp5.000.000
perda pencabut
perda
Pemerintah | Biaya sosialisasi Rp10.000.000 | Rp20.000.000 | Rp10.000.000
Pemerintah | Biaya penguatan Rp284.000.000 |[Rp1.400.000.000Rp1.116.000.000
kelembagaan (naik 393%)
Pemerintah | meningkat Rp 0 Rp120.000.000 | Rp120.000.000
Biaya pembuatan
aturan pengelolaan
lingkungan
Pengusaha | Biaya pemulihan Tanggung Tanggung Tanggung
lingkungan jawabnya |jawabnya penuhjjawabnya penuh
biasa

PERHITUNGAN TOTAL MANFAAT DIKURANGI TOTAL BIAYA

- Dalam opsi | (do nothing) dengan biaya 0 rupiah mendapatkan manfaat 0 rupiah dan
keajegan ketidaktertiban penyelenggaraan reklame

- Dalam opsi ll, total manfaat sebesar Rp21.930.000 sedangkan total biaya Rp82.750.000
sehingga besaran biaya lebih besar dari besaran manfaatnya yaitu Rp60.820.000
(selisih antara manfaat dan biaya). Namun demikian, pada opsi Il terjadi kenaikan
320 izin baru; penurunan kerusakan lingkungan pasca pertambangan sebesar 2,1
ha; dan pengurusan izin yang semakin cepat. Manfaat lainnya adalah memacu
perkembangan usaha yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja sejumlah 600
orang dan pengangguran berkurang sebesar 30% atau sebanyak 524 orang.

- Dalam opsi lll, pemerintah dapat melakukan penghematan anggaran sebesar
Rp59.250.000 dari biaya pelayanan izin, penegakan perda dan pemulihan lingkungan.
Pengusaha menghemat untuk pengeluaran biaya izin sebanyak Rp117.720.000
sehingga sangat membantu pengusaha dalam mengurangi beban starting business.
Jadi total manfaatnya Rp176.970.000.




Di sisi lain, pemda mengalami kerugian kehilangan retribusi, adanya biaya penguatan
kelembagaan dan biaya pencabutan perda dengan jumlah totalnya sebesar
Rp1.251.000.000 sehingga besaran biaya yang ditimbulkan lebih besar dari besaran
manfaatnya, yaitu sebesar Rp1.074.030.000 (selisih antara manfaat dan biaya)

Walaupun biaya lebih besar dari manfaatnya, opsi Ill dapat lebih memacu
perkembangan usaha semakin baik karena perizinan usahanya semakin sederhana
dengan hilangnya izin gangguan. Dengan perkembangan usaha semakin baik
diperkirakan dapat menyerap tenaga kerja sampai 1.253 orang. Selain itu, dengan
menjalankan Opsi lll akan berdampak pada penurunan kerusakan lingkungan pasca
pertambangan sebesar 0 ha. Tanggungjawab masyarakat dan pelaku usaha untuk
melestarikan lingkungan meningkat. Kualitas lingkungan secara keseluruhan menjadi
jauh lebih baik dan sehat.

Berdasarkan perhitungan di atas, maka opsi Il merupakan opsi yang memiliki besaran
selisih antara manfaat dan biaya yang lebih besar daripada opsi lll, disamping juga opsi

Il memiliki kemungkinan keterlaksanaan yang lebih besar daripada opsi Ill.

VI. KONSULTASI PUBLIK

Kajian atas Perda Nomor 12 tahun 2000 ini dilakukan dengan melibatkan stakeholders
dengan menyelenggarakan dua kali konsultasi publik. Konsultasi Publik | diselenggarakan
pada hari Sabtu, 5 Januari 2008 di RM. Joglo Jawa Wonosari Gunungkidul untuk
mengkonsultasikan hasil review pada tahap perumusan masalah, identifikasi tujuan
dan alternatif tindakan. Sedangkan konsultasi publik Il diselenggarakan pada hari Rabu,
6 Februari 2008 di Joglo Wonosari Gunungkidul untuk mengkonsultasikan hasil review
pada tahap analisis biaya manfaat, pemilihan opsi dan strategi implementasi. Mekanisme
konsultasi publik ini diselenggarakan dengan bentuk workshop yang diikuti oleh 45
orang yang terdiri dari pelaku usaha yang menjadi objek perda, UKM, perusahaan besar,
LSM, akademisi dan instansi pemerintah daerah yang terkait.

Dalam konsultasi publik, kompleksitas permasalahan terkait penyelenggaraan perizinan
gangguan dan pengelolaan lingkungan didiskusikan secara terbuka. Konsultasi publik
yang mengambil tema “Penataan Perizinan Gangguan dan Pengelolaan Lingkungan di
Kabupaten Gunungkidul; Kajian atas Perda No. 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin
Gangguan” dilaksanakan sebanyak dua kali yaitu Hari Selasa, 11 September 2007 di RM.
Nielasari Wonosari Gunungkidul dan Hari Kamis, 15 November 2007 di RM. Joglo Resto
Wonosari Gunungkidul dan diikuti oleh lebih dari 40 orang stakeholders non pemerintah
untuk setiap konsultasi publik.




VII. STRATEGI IMPLEMENTASI

Strategi implementasi ini diperlukan agar pelaksanaan regulasi ini dapat berjalan baik
dan lancar dengan tingkat kepatuhan yang baik pula.
1. Koordinasi yang efektif antar institusi untuk mengawal pelaksanaan regulasi
2. Mensosialisasikan pentingnya perizinan gangguan dan pengelolaan lingkungan,
melalui:
a. Media massa (cetak dan elektronik)
b. Penerbitan leaflet
c. Tokoh masyarakat
d. Pertemuan warga dari tingkat RT sampai kabupaten
e. Memanfaatkan sarana kultural masyarakat, misalnya pengajian dan pertunjukan
seni
3. Penegakan perda secara intensif dan ekstensif
4. Pemberian reward and punishment (insentif dan disinsentif)
5. Penguatan kapasitas SDM aparatur
6. Monitoring dan evaluasi

3. Laporan RIA Kota Blitar

LAPORAN RIA
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

1. PENDAHULUAN

SIUP sebagaimana diatur dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2004
mempunyai 3 (tiga) fungsi bagi Pemerintah Daerah yaitu:

1. Fungsi Pengawasan;
2. Fungsi Pembinaan dan Pengembangan;
3. Fungsi Pengendalian.

Fungsi Pengawasan, yaitu sebagai alat untuk mengawasi aktifitas perdagangan yang
dilakukan oleh masyarakat, bahwa kegiatan usaha perdagangan tersebut adalah usaha
perdagangan barang yang diperkenankan oleh Pemerintah bukan barang yang terlarang
untuk diperdagangkan.

Fungsi Pembinaan yaitu merupakan sarana pembinaan kepada para pelaku usaha
perdagangan agar usaha perdagangan tersebut dapat berkembang.




Fungsi Pengendalian yaitu bahwa kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh
masyarakat tidak merusak sendi-sendi ekonomi masyarakat.

Untuk memperoleh SIUP setiap orang/badan, Pemerintah Daerah mewajibkan untuk
membayar retribusi yang dibedakan dalam 3 (tiga) golongan/jenis yaitu besar, menengah
dan kecil yang pengklasifikasiannya berdasarkan modal atau kekayaan bersihnya. Sejak
diberlakukannya Perda Nomor 10 Tahun 2004 sampai saat ini usaha yang telah
mengajukan SIUP sebanyak 366 (tiga ratus enam puluh enam) dengan tingkat pengajuan
SIUP setiap tahunnya sebagai berikut: tahun 2005 sebanyak 11 (sebelas), tahun 2006
sebanyak 86 (delapan puluh enam) dan tahun 2007 sebanyak 269 (dua ratus enam
puluh sembilan). Dari jumlah tersebut, jumlah pengusaha yang belum memiliki SIUP
adalah 2.720. Retribusi SIUP merupakan salah satu sumber PAD. Pada tahun 2007,
retribusi SIUP menyumbang sebesar Rp.39.450.000 atau 0,17% dari total PAD sebesar
Rp. 23.462.032.500.

SIUP selain bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan 3 (tiga) fungsi
tersebut di atas, SIUP juga bermanfaat bagi pelaku usaha itu sendiri antara lain sebagai
salah satu syarat dalam proses lelang pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh
instansi pemerintah, dan sebagai syarat mengajukan pinjaman modal di dunia
perbankan.

Pada saat ini terdapat masalah terkait dengan Perda Retribusi SIUP. Oleh karena itu, TIM
RIA menganggap perlu untuk melakukan review terhadap perda tersebut.

2. PERMASALAHAN

1. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Pedagangan, maka peraturan daerah yang
ada saat ini yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi SIUP
dan Tanda Daftar Gudang perlu disesuaikan.

2. Adanya persyaratan yang memberatkan pengusaha dalam pengurusan SIUP
terutama persyaratan NPWP.
Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 70 Tahun 2004 tentang Juklak
Perda Nomor 10 tahun 2004 persyaratan untuk memperoleh SIUP sebagai salah
satunya mensyaratkan adanya NPWP Perusahaan. Hal ini paling banyak dikeluhkan
oleh para pemohon karena untuk mendapatkan NPWP memerlukan pengisian
data atau formulir yang tidak mudah dan tidak semua orang dapat melakukannya.
Selain itu ada kekhawatiran di kalangan pengusaha untuk memiliki NPWP bahwa
mereka selalu harus membayar pajak.




3. Pengusaha merasa bahwa dengan atau tidak memiliki SIUP tidak ada perbedaan.
Pada saat ini, secara umum pengusaha tidak merasakan manfaat yang berarti dari
kepemilikan SIUP. Sementara pengusaha yang belum memiliki SIUP tidak dikenai
sanksi apapun sehingga merasa tidak harus mengurus SIUP.

3.TUJUAN
Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

Tujuan Umum
Pengusaha mau mengurus SIUP

Tujuan Khusus
1. Mempermudah persyaratan dan proses pengurusan

2. Menerapkan penghargaan (reward) bagi pengusaha yang sudah memiliki SIUP

4. ALTERNATIF (OPSI)

Berdasarkan uraian permasalahan yang terjadi dan tujuan yang hendak dicapai, ada
beberapa alternatif yang dapat dilakukan yaitu :

Opsi | : Do nothing (tidak melakukan apa-apa dan tetap memberlakukan perda
yang ada).

Opsi Il : Merevisi PERDA dan Petunjuk Pelaksanaannya:

. Mempermudah persyaratan (menghilangkan syarat NPWP)

. Mempercepat jangka waktu menjadi 3 hari

. Biaya pengurusan Rp. 0

. Biaya daftar ulang sesuai permendag 36/M-DAG/PER/9/2007'

. Periode daftar ulang 2 tahun

. Memberikan penghargaan (reward) pada pengusaha ber-SIUP (berupa pelatihan,
bantuan peralatan dasar, permodalan, dll)

Ol WN =

OPSI Il : merevisi perda dan petunjuk pelaksanaannya

1. Mempermudah persyaratan (menghilangkan syarat NPWP)
2. Mempercepat jangka waktu menjadi 2 hari
3. Biaya pengurusan izin Rp. 0

T SIUP Kecil paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
SIUP Menengah paling banyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
SIUP Besar paling banyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupaih)




4. Biaya daftar ulang RP.0

. Periode daftar ulang 5 tahun

6. Memberikan penghargaan (reward) pada pengusaha yang memiliki SIUP (berupa
pelatihan, peralatan dasar, permodalan, dll)

7. Undian dan door price bagi pengusaha yang mengurus SIUP pada peringatan hari-
hari besar tertentu.

5. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

9]

OPSI I: Do Nothing

Kondisi data (baseline) yang ada saat ini adalah sebagai berikut:

Indikator

Baseline

Keterangan

Jumlah persyaratan

9

Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2004,
untuk usaha industri mensyaratkan 1UI

Biaya pengurusan izin

Kecil: Rp100.000;
Sedang: Rp150.000
Besar: Rp250.000

Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2004

Biaya daftar ulang

Kecil: Rp. 50.000
Sedang: Rp. 100.000
Besar Rp. 150.000

Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2004

Jumlah pengusaha
yang memiliki SIUP

366

Berdasarkan data KPT

KPT

Total jumlah pengusaha | 2.720 Disperindag Kota Blitar

Jangka waktu regristrasi | 2 tahun Sesuai Perda Nomor 10 tahun 2004
PAD Rp39.450.000 0.17 % dari total PAD tahun 2007
Lama waktu yang Paling cepat 1 Salah satu persyaratan yang dianggap
diperlukan untuk minggu memberatkan adalah NPWP
memenuhi persyaratan

Proses pengurusan di | 12 hari Berdasarkan informasi dari KPT

Jika kondisi saat ini dibiarkan, artinya Pemerintah Kota Blitar tidak melakukan tindakan
apapun untuk mengatasi masalah yang terjadi, maka risiko yang akan terjadi diperkirakan
sebagaimana yang disajikan pada Tabel 2.




Tabel 2

Risk Assessment

e R
Data jumlah usaha dan pengusaha tidak sedang besar besar
akurat
UKM tidak mampu mengakses permodalan sedang sedang sedang
ke perbankan
Pembinaan tidak fokus pada pengusaha yang besar sedang sedang
telah memiliki SIUP
Kecemburuan pengusaha yang telah ber-SIUP besar besar besar
terhadap pengusaha yang belum ber-SIUP
Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap besar besar besar
aturan Pemda semakin menurun

Alternatif Tindakan Il

Apabila pemerintah Kota Blitar menerapkan alternatif tindakan Il maka manfaat dan
biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha, perbankan dan Pemerintah Kota Blitar
adalah sebagai berikut:

Baseline

Penerima Jenis apabila  Ousi I Mapfaat/ «
m;r\faat/ manfaat/biaya  tidak i Blla.y':. eterangan
ava dilakukan Sl
apa-apa
Manfaat
Pengusaha
Jumlah 9 8 1 Menghilangkan
persyaratan persyaratan NPWP
berkurang
Waktu 12 hari 3 hari 9 hari Pengusaha dapat
pengurusan izin menghemat waktu 9
lebih cepat hari untuk pengurusan
SIUP
Biaya Rp.100.000| Rp.0 Rp.100.000 | Sesuai Perda No 10
pengurusan tahun 2004, biaya
berkurang tersebut adalah biaya
untuk pengurusan
SIUP Kecil




Baseline

Penerima Jenis apabila . Manfaat/
m'a;'faat/ T e R i Opsill Blla-y-ah Keterangan
B dilakukan by
apa-apa
Pengusaha kecil sedang |Rp.100.000 | Pada kondisi apabila
lebih tidak dilakukan apa-
termotivasi apa, motivasi
untuk pengusaha 'kecil’ untuk
mengurus SIUP mengurus SIUP, setelah
- diberlakukan OPSI I,
terjadi peningkatan
motivasi pengusaha
untuk mengurus SIUP
UKM lebih kecil sedang - Terdapat peningkatan
mampu akses UKM dari kecil
mengakses menjadi sedang
permodalan
melalui
perbankan
UKM yang Tidak ada |UKM yang - Perhatian yang
memiliki SIUP | perhatian |memiliki diberikan berupa
lebih mendapat|yang SIUP lebih pelatihan, bantuan
perhatian dari | berbeda |di- peralatan, dll.
PEMDA dgnyang |perhatikan
tidak -
memiliki
SIUP
Menumbuhkan | kecil sedang Terdapat peningkatan
usaha-usaha tumbuhnya usaha-
baru usaha baru karena
adanya banyak
kemudahan dan
insentif dalam
pengurusan SIUP Baru
Pemda
Data UKM Tidak Lebih Data yang masuk
menjadi lebih | akurat akurat melalui KPT menjadi

akurat

lebih akurat untuk
proses pembinaan,
pengawasan dan
pengendalian




Penerima Jenis g‘:)sael;,i,:ae . Manfaat/
m;!-‘faat/ s e s Opsi ll Blla.y'; Keterangan
B dilakukan LAl
apa-apa
Tidak perlu Pada kondisi baseline,
pengeluaran untuk mendapatkan
biaya survai data UKM melalui
usaha survai
Memudahkan | Tidak Lebih Data yang akurat
pembinaan dan| terfokus |fokus memudahkan proses
pengembangan penyusunan program,
UKM monitoring dan
evaluasi
Peningkatan Kontribusi | Diprediksi Sektor perdagangan
kontribusi sektor kan akan memiliki kontribusi
sektor perdagangan| tumbuh di terbesar di
perdagangan | tumbuh atas 10% perekonomian Kota
dalam 8% setiap |per tahun Blitar, jika dilakukan
perekonomian |tahun OPSI Il akan
Kota Blitar meningkatkan
pertumbuhan sektor
perdagangan di Kota
Blitar
Perbankan
Penyaluran Persyaratan | Persyaratan SIUP menjadi salah satu
kredit kepada | SIUP SIUP jadi kelengkapan
UKM jadi lebih | memberat lebih pengajuan kredit.
mudah dan kan mudah Berdasarkan hasil
cepat Konsultasi Publik 80%
pengajuan kredit
menggunakan SIUP
baru
Biaya
Pemda
PAD dari Rp. Rp.0 - Tidak ada penerimaan
retribusi SIUP | 39.450.000 PAD dari SIUP karena
hilang diterapkannya biaya
Rp.0 pada pengurusan
SIUP Baru




Baseline

Penerima Jenis apabila . Manfaat/
m'a;‘faat/ T e R i Opsill Blla-y-ah Keterangan
EL dilakukan EEIELY
apa-apa
Peningkatan Terdapat peningkatan
biaya biaya yang dikeluarkan
operasional KPT terkait semakin
dinas terkait banyaknya
pelayanan izin permohonan izin
SIUP (pelayanan)dan dinas
(peninjauan)
Biaya untuk Rp.0 Dalam hal ini tidak ada
memberikan pengalokasian
penghargaan/ anggaran khusus
reward (berupa hanya fokus
pelatihan dll) pengalokasian pada
pengusaha yang telah
memiliki SIUP
Biaya revisi Rp.0 Rp. 40 jt Rp. 40 Jt
Perda & Juklak
dan sosialisasi
Perda
Alternatif Tindakan Il
Penerima Jenis i :s:;'i'l': . Mapfaat/
m;!‘faat/ manfaatibiaya| ‘tidal Opsi lll Blﬁy-: Keterangan
1aya dilakukan (selisih)
apa-apa
Manfaat
Pengusaha
Jumlah 9 8 1 Menghilangkan
persyaratan persyaratan NPWP
berkurang
Waktu 12 hari 3 hari 9 hari Pengusaha
pengurusan izin menghemat waktu 9
lebih cepat hari untuk mengurus
SIUP
Periode daftar |2tahun |5tahun 3 tahun Beban pengusaha
ulang untuk mendaftar ulang

menjadi lebih ringan




Baseline

Penerima Jenis apabila | Opsi il Mapfaat/ Ket
m;pfaat/ manfaat/biaya  tidak S B':_’y_; S
B dilakukan FElAbL
apa-apa
Biaya Rp.100 Rb Rp.0 Rp.100 Sesuai perda No 10
pengurusan tahun 2004, biaya
berkurang tersebut adalah biaya
untuk pengurusan
SIUP Kecil
Pengusaha kecil besar - Pada kondisi apabila
lebih tidak dilakukan apa-
termotivasi apa, motivasi
untuk pengusaha 'kecil untuk
mengurus SIUP mengurus SIUP, setelah
diberlakukan OPSI llI,
lebih besar
UKM lebih kecil sedang - Terdapat peningkatan
mampu akses UKM dari kecil
mengakses menjadi sedang.
permodalan
melalui
perbankan
UKM yang Tidakada UKMyang |- Perhatian yang
memiliki SIUP | perhatian |memiliki diberikan berupa
lebih mendapat| yang SIUP lebih pelatihan, bantuan
perhatian dari | berbeda | diperhatikan peralatan dll.
PEMDA dgn yang
tidak
memiliki
SIUP
Menumbuhkan | kecil besar - Terdapat peningkatan
usaha-usaha tumbuhnya usaha-
baru usaha baru karena
adanya banyak
kemudahan dan
insentif dalam
pengurusan SIUP Baru
Biaya daftar Rp.100rb/ Rp.0 Rp.20rb | Beban pengusaha
ulang 5 tahun per tahun | berkuran Rp 20 rb per

berkurang

tahun




Baseline

Penerima Jenis e Mapfaat/ Ket
m;pfaat/ manfaat/biayal tidak - B'I'-’,‘y_: Sl
ELL dilakukan EGIELY
apa-apa
Perbankan
Penyaluran Persyaratan |Persyaratan SIUP menjadi salah satu
kredit kepada | SIUP SIUP jadi kelengkapan
UKM jadi lebih | memberat |lebih pengajuan kredit.
mudah dan kan mudah Berdasarkan hasil
cepat Konsultasi Publik 80%
pengajuan kredit
menggunakan SIUP
baru
Pemda
Data UKM Tidak Lebih Data yang masuk
menjadi lebih | akurat akurat melalui KPT menjadi
akurat lebih akurat untuk
proses pembinaan,
pengawasan dan
pengendalian
Tidak perlu Rp.0 Pada kondisi baseline,
pengeluaran untuk mendapatkan
biaya survai data UKM melalui
usaha survai
Memudahkan | Tidak Lebih Data yang akurat
pembinaan dan| terfokus | fokus memudahkan proses
pengembangan penyusunan program,
UKM monitoring dan
evaluasi
Peningkatan Kontribusi |Di Sektor perdagangan
kontribusi sektor prediksikan memiliki kontribusi
sektor perdagangan|akan terbesar di
perdagangan |tumbuh |tumbuh di perekonomian Kota
dalam 8% setiap |atas 10% Blitar, jika dilakukan
perekonomian | tahun per tahun OPSI Il akan
Kota Blitar meningkatkan

pertumbuhan sektor
perdagangan di Kota
Blitar




Baseline

Penerima Jenis apabila | Owsi il Mapfaatl Ket
mzpfaat/ manfaat/biaya  tidak S B':_’y_; S
B dilakukan FElAbL
apa-apa
Tingkat Kecil Besar - Kenaikan tingkat
kepatuhan kepatuhan karena
pengusaha biaya her registrasi Rp.0
untuk
melakukan
daftar ulang
Biaya
Pemda
PAD dari Rp. Rp.0  |Rp.39.450.000  PAD dari retribusi izin
retribusi SIUP 39.450.000 SIUP hilang karena
hilang diterapkannya biaya
Rp.0 pada pengurusan
SIUP Baru
Peningkatan Terdapat peningkatan
biaya biaya yang dikeluarkan
operasional KPT terkait semakin
dinas terkait banyaknya
pelayanan izin permohonan izin.
SIUP (pelayanan) dan dinas
(peninjauan)
Biaya untuk Dalam hal ini tidak ada
memberikan pengalokasian
penghargaan/ anggaran khusus
reward berupa hanya fokus
pelatihan DLL pengalokasian pada
pengusaha yang telah
memiliki SIUP
Biaya Rp. @ 20jt| Rp.100Jt | Hadiah diundi 5 kali
pembelian Rp.0 X5=Rp. | pertahun | dalam setahun pada
hadiah 100 jt per bulan:
tahun februari
April
Juni
Agustus
Oktober
Biaya revisi Rp. 50 jt Rp.50 jt
perda & Juklak Rp.0

dan sosialisasi




Perbandingan antar Alternatif Tindakan

No.| INDIKATOR OPSI 1 OPSI 2 OPSI 3
(do nothing)
1. | Jumlah Persyaratan NPWP | Menghilangkan Menghilangkan
persyaratan memberatkan peryaratan NPWP, | Persyaratan NPWP,
pengusaha dalam | pengusaha yang pengusaha yang
mengurus SIUP mau mengurus SIUP | mau mengurus SIUP
lebih banyak jadi lebih banyak
2. | Biaya Sesuai dengan Rp.0 Rp.0
pengurusan Perda 10 tahun 2004
3. | Motivasi Kecil, karena ada Sedang, persyaratan | Besar, persyaratan
pengusaha untuk | persyaratan dan dipermudah dan dipermudah dan
mengurus SIUP | biaya yang biaya Rp.0 dan biaya Rp.0 dan
memberatkan program-program | program-program
yang dikhususkan | yang dikhususkan
bagi pengusaha bagi pengusaha
yang ber-SIUP yang ber-SIUP, biaya
daftar ulang Rp. 0
4. | Kemampuan Terhambat karena | Lebih mampu Lebih mampu
mengakses kredit | tidak memiliki SIUP | mengakses mengakses
perbankan permodalan karena | permodalan karena
memiliki SIUP memiliki SIUP
5. | Perhatian bagi | Tidak berbeda UKM yang memiliki | UKM yang memiliki
UKM yang dengan UKM yang | SIUP lebih SIUP lebih
memiliki SIUP tidak memiliki SIUP | diperhatikan dalam | diperhatikan dalam
bentuk pembinaan | bentuk pembinaan
6. | Pertumbuhan Kecil Terdapat Terdapat
usaha-usaha baru peningkatan peningkatan
tumbuhnya usaha- | tumbuhnya usaha-
usaha baru karena | usaha baru karena
adanya banyak adanya banyak
kemudahan dan kemudahan dan
insentif dalam insentif dalam
pengurusan SIUP pengurusan SIUP
Baru Baru
7. | Akurasi data UKM | Diperoleh melalui | Lebih akurat dengan | Lebih akurat dengan

survai

data dari pendaftar
SIUP, sehingga
menghilangkan
biaya untuk survai

data dari pendaftar
SIUP, sehingga
menghilangkan
biaya untuk survai




No.| INDIKATOR OPSI 1 OPSI 2 OPSI 3
(do nothing)

8. | Kontribusi sektor | Tumbuh 8% per Diprediksikan biaya untuk survei
perdagangan tahun tumbuh lebih dari | Diprediksikan
dalam 10 % per tahun tumbuh lebih dari
perekonomian 10 % per tahun
Kota Blitar

9. | Penerimaan 0,17 % dari total PAD | Tidak ada
pemerintah dari pemasukan ke PAD | Tidak ada
pendaftaran SIUP pemasukan ke PAD

Berdasarkan uraian hasil manfaat biaya di atas, direkomendasikan untuk memilih
alternatif Ill dengan pertimbangan bahwa manfaat yang akan diperoleh pengusaha
dan pemda lebih besar daripada di alternatif Il. Alternatif Il memberikan tambahan
manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan alternatif Il yaitu meningkatkan
motivasi dan tingkat kepatuhan untuk pengurusan SIUP baru ataupun untuk mendaftar
ulang dengan biaya Rp.0 dan waktu daftar ulang yang lebih panjang. Meskipun pada
analisis biaya, pada alternatif [l menunjukkan biaya yang lebih besar daripada alternatif
I, namun demikian yang menanggung biaya tersebut adalah Pemerintah bukan
pengusaha.

6. PELAKSANAAN KONSULTASI STAKEHOLDER

Pelaksanaan konsultasi stakeholder sebagai bagian dari proses RIA melibatkan berbagai
pihak di antaranya: Disperindag, asosiasi-asosiasi pengusaha, pelaku usaha dan pihak
perbankan. Metode yang digunakan dalam konsultasi stakeholder ini berupa tanya
jawab langsung antara Tim RIA dengan Stakeholder melalui media workshop. Hasil
konsultasi ini menjadi validasi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat.
Kegiatan konsultasi ini juga sebagai sosialisasi awal tentang hasil RIA dan rekomendasinya.

7. STRATEGI IMPLEMENTASI

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mengimplementasikan tindakan alternatif yang
dipilih adalah berupa kegiatan sosialisasi melalui Baliho, Radio, Gethok Tular, dan
leafleat. Selain itu penerapan pembinaan yang terfokus dan konsisten pada pengusaha
yang telah memiliki SIUP menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi alternatif
tindakan.




B. Laporan RIA di Tingkat Nasional

1. Kebijakan Kakao

DRAFT
REGULATORY IMPACT ASSESSMENT STATEMENT (RIAS)
UNTUK KEBIJAKAN KAKAO

I. PERUMUSAN MASALAH

Indonesia termasuk produsen biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Pantai Gading
dan Ghana. Produksi kakao Indonesia tahun 2004 sebesar 601.272 ton dan dalam lima
tahun terakhir (2000-2004) mengalami pertumbuhan 8,07%. Sebagian besar atau sekitar
90% perkebunan kakao merupakan perkebunan rakyat dan selebihnya 10% merupakan
perkebunan besar baik swasta maupun negara.

Biji kakao Indonesia sebagian besar (rata-rata 60%) diekspor dan selebihnya digunakan
untuk kebutuhan industri pengolah biji kakao dalam negeri. Biji kakao Indonesia yang
sebagian besar diproduksi oleh perkebunan rakyat (rata-rata 80%) di pasar internasional
dikenal bermutu rendah dan tidak difermentasi, sehingga harganya lebih rendah
dibandingkan biji kakao dari negara produsen lainnya. Biji kakao yang diproduksi oleh
perkebunan besar pada umumnya bermutu baik dan difermentasi, sehingga
memperoleh harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga ekspor biji kakao
produksi perkebunan rakyat. Pada tahun 2005, harga ekspor biji kakao fermentasi
produksi perkebunan besar di pasar Eropa khususnya Belanda mencapai Rp 16.500/kg,
sedangkan harga ekspor biji kakao non fermentasi produksi perkebunan rakyat di
pasar Amerika hanya mencapai Rp 12.500/kg.

Di sisi lain dalam rangka memenuhi kebutuhan industri pengolahan biji kakao dalam
negeri, Indonesia harus mengimpor biji kakao fermentasi dari Pantai Gading dan Ghana
yang mencapai 31.000 ton pada tahun 2005. Hal ini disebabkan sebagian besar biji
kakao Indonesia dihasilkan perkebunan rakyat yang notabene tidak difermentasi dan
bermutu rendah.

Berbagai permasalahan perkakaoan nasional dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Ditingkat petani: sebagian besar biji kakao yang dihasilkan petani (lebih dari 90%)
tidak difermentasi, sebagian besar ( 55%) umur tanaman kakao sudah tua (di atas
25 tahun), adanya serangan Hama Penggerek Buah Kakao (PBK), serta terbatasnya
modal petani.




2. Ditingkat pedagang: pedagang tidak memberikan perbedaan harga yang signifikan
kepada petani yang menjual biji kakao bermutu baik dan yang bermutu tidak baik,
difermentasi dan tidak difermentasi.

3. Di tingkat eksportir: pada umumnya eksportir (di Sulawesi Selatan) lebih suka
mengekspor biji kakao bermutu rendah dan tidak difermentasi. Meskipun pasar
Amerika menerima biji kakao bermutu rendah, tetapi biji kakao Indonesia yang
diekspor ke Amerika dikenakan Automatic Detention dan price differential. Pada
tahun 2005, besarnya price differensial antara biji kakao Indonesia dan biji kakao
asal Pantai Gading dan Ghana mencapai US$ 200/ton dan akibat automatic
detention, eksportir Indonesia harus membayar biaya reprosessing (misal biaya
refumigasi) sebesar rata-rata USS$ 4 per ton.

4. Di tingkat pemerintah: SNI yang ada memberi peluang pada eksportir untuk
mengekspor biji kakao mutu tiga (mutu rendah dan boleh sebagian besar tidak
difermentasi). Selain itu tingkat pengawasan terhadap pemberlakuan SNI kurang
efektif dan tidak tegas dalam penegakan hukum.

5. Di tingkat industri pengolah biji kakao: biji kakao fermentasi yang diperlukan
sebagai bahan baku sulit diperoleh dari dalam negeri, kalah bersaing dengan
eksportir dalam membeli biji kakao dari dalam negeri, adanya pengenaan PPN
10% atas pembelian biji kakao. Akibatnya, utilisasi kapasitas produksi masih rendah
(tidak lebih dari 50% pada tahun 2005).

Dari berbagai masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi permasalahan
mendasar perkakaoan nasional adalah rendahnya mutu biji kakao Indonesia yang
disebabkan oleh:

1) Petani tidak melakukan fermentasi karena:
a) Tidak adanya perbedaan harga yang signifikan antara biji kakao fermentasi
dan non fermentasi
b) Awareness petani, pedagang dan eksportir terhadap mutu sangat rendah

2) Umur tanaman kakao umumnya sudah tua (sehingga menghasilkan kakao yang
kecil-kecil dan produktifitasnya rendah) karena petani tidak memiliki modal yang
cukup untuk peremajaan.

3) Kurangnya tenaga penyuluh karena:
a) Tenaga penyuluh yang ada banyak yang beralih profesi
b) Terbatasnya anggaran (insentif) untuk tenaga penyuluh




4) Adanya serangan hama PBK (menurunkan produksi 40-60% dan merusak kualitas
biji) karena:
a) Belum tersedianya bibit unggul tanaman kakao yang tahan hama.
b) Belum ditemukannya cara pemberantasan hama yang efektif.

I1. IDENTIFIKASI TUJUAN

1. Petani bersedia melakukan fermentasi dan penanganan pasca panen yang baik.

2. Petani bersama-sama pemerintah bersedia melakukan peremajaan tanaman kakao.

3. Pemerintah bersama-sama asosiasi menyediakana tenaga penyuluh

4. Pemerintah bersama-sama asosiasi membantu mengatasi serangan hama penggerek
buah tanaman kakao.

I1l. IDENTIFIKASI ALTERNATIF TINDAKAN

Untuk mencapai tujuan tersebut, alternatif tindakan yang dapat dilakukan antara lain:

1) Do nothing

2) Merevisi dan menerapkan wajib SNI biji kakao (SNI 01-2323-2002) agar terdapat
konsistensi antara difinisi/pengertian biji kakao dengan ketentuan persyaratan
mutu dalam SNI, memperketat syarat khusus, mengefektifkan pengawasan mutu
biji kakao baik untuk biji kakao yang diekspor maupun yang beredar di pasar dalam
negeri serta penegakan hukum dalam pengawasan mutu biji kakao.

IV. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

1 .Analisis Manfaat
Perubahan manfaat yang akan terjadi diperkirakan sebagai berikut :

a. Kualitas biji kakao meningkat.
Sampai saat ini Indonesia dikenal sebagai negara penghasil biji kakao bermutu
rendah terutama disebabkan oleh banyaknya kadar kotoran pada biji kakao,
terdapat cemaran serangga, biji kakao yang kecil-kecil dan tidak dilakukan
fermentasi. Revisi dan penerapan wajib SNI biji kakao merupakan salah satu upaya
yang sangat penting untuk memperbaiki /meningkatkan kualitas biji kakao
Indonesia. Dengan merevisi dan memberlakukan wajib SNI biji kakao secara tegas
diharapkan dapat meningkatkan kualitas biji kakao Indonesia. Pemberlakuan wajib
SNI biji kakao secara tegas dimaksudkan agar semua pihak yang terkait (Eksportir,
pedagang, petani, laboratorium penguji mutu, petugas pengambil sampel,




dan lain-lain) benar-benar mematuhi ketentuan SNI dan yang tidak mematuhi
ketentuan SNI dikenakan sangsi yang tegas dan transparan.

b. Harga jual meningkat

Dengan melakukan revisi dan penerapan wajib SNI biji kakao, maka biji kakao
yang diperdagangkan harus difermentasi dan bermutu sesuai SNI, sehingga di
pasar internasional harga? kakao Indonesia diharapkan dihargai sama dengan biji
kakao pesaing (Ghana dan Pantai Gading) yaitu sekitar Rp 14.500/kg. Meningkatnya
harga biji kakao Indonesia di pasar internasional tersebut, diperkirakan berdampak
pada meningkatnya harga jual baik di pedagang maupun petani. Secara
porporsional, manfaat yang diperoleh dalam bentuk peningkatan penerimaan
harga jual baik oleh petani, pedagang maupun eksportir akan mencapai Rp
2.665.421.889.300,- per tahun.

c. Terhindar dari automatic detention.
Sampai saat ini biji kakao Indonesia yang masuk pasar Amerika Serikat dikenakan
automatic detention sehingga perlu dilakukan reprosesing (refumigasi) dengan
biaya sebesar US$ 4/ton karena biji kakao Indonesia dianggap tercemar serangga.
Dengan menerapkan SNI secara wajib, diharapkan mutu biji kakao Indonesia
semakin baik dan tidak tercemar serangga sehingga secara bertahap automatic
detention terhadap biji kakao Indonesia dapat dihapuskan. Manfaat yang diperoleh
dengan penghapusan automatic detention, adalah eksportir terhindar dari biaya
reprosessing yang secara nasional mencapai Rp 5.227.911.990,- per tahun.

d. Bahan baku industri pengolah dalam negeri, berupa biji kakao fermentasi
tersedia dan dengan harga yang lebih murah.
Sebelum revisi SNI dan penerapan SNI wajib, industri pengolahan biji kakao
mengimpor biji kakao fermentasi sebagai bahan baku. Setelah revisi SNI dan
penerapan secara wajib, sebagian besar biji kakao diperkirakan akan difermentasi,
sehingga kebutuhan biji kakao fermentasi bagi industri pengolah di dalam negeri
diharapkan dapat dipenuhi dari dalam negeri. Dengan menggunakan bahan baku
biji kakao fermentasi dari dalam negeri, manfaat yang diperoleh berupa
penghematan biaya pembelian bahan baku dan secara nasional diperkirakan
mencapai Rp 45.000.000.000,- per tahun.

e. Utilisasi kapasitas industri pengolahan biji kakao meningkat.
Saat ini utilitas kapasitas industri pengolahan biji kakao dalam negeri hanya
sebesar 50% per tahun. Dengan tersedianya bahan baku biji kakao fermentasi di
dalam negeri, diharapkan utilisasi kapasitas industri pengolahan biji kakao dapat
meningkat dari 50% menjadi 80%, karena bahan baku mudah didapat dan relatif
lebih murah. Secara kuantitatif, pertambahan utilitas kapasitas industri pengolahan

2 Harga jual kakao butter Rp 22.645.000/ton, powder/cake Rp 18.517.821/ton




memberi tambahan manfaat sebesar Rp 772.282.500,- per tahun.

f. Menghemat devisa.
Dengan tersedianya biji kakao fermentasi di dalam negeri, maka impor biji kakao
fermentasi dapat diganti dengan biji kakao fermentasi dari dalam negeri sehingga
dapat menghemat devisa.

g. Lapangan kerja meningkat.
Dengan meningkatnya utilitas industri pengolahan biji kakao, diharapkan dapat
menyerap tenaga kerja secara proporsional sesuai dengan peningkatan utilitas
industri. Selama ini tenaga kerja yang terserap industri pengolahan biji kakao
sekitar 1.200 orang. Dengan peningkatan utilitas dari 50% menjadi 80%, diharapkan
industri pengolahan tersebut dapat menambah tenaga kerja menjadi 1.500 orang.

2. Analisis Biaya

a. Biaya fermentasi.
Dengan revisi dan penerapan wajib SNI biji kakao, sebagian besar biji kakao yang
diperdagangkan diperkirakan akan berbentuk biji kakao fermentasi (sebagaian
besar petani melalukan fermentasi). Biaya fermentasi? berupa: pengadaan alat
fermentasi, tenaga, penyusutan dan opportunity cost of money yang harus
dikeluarkan secara nasional diperkirakan mencapai Rp 509.400.000.000,- per tahun.

b. Biaya revisi dan sosialisasi
Untuk revisi dan penerapan wajib SNI, diperlukan biaya-biaya antara lain rapat-
rapat antar Depertemen dan pihak terkait, sosialisasi di lapangan serta koordinasi
pelaksanaan penerapan SNI. Seluruh biaya revisi dan koordinasi diperkirakan
mencapai Rp 500.000.000,-

Perubahan manfaat dan biaya seperti digambarkan di atas, dapat disajikan sebagai
berikut:

3 Biaya fermentasi = Rp 972/Kg ( alat fermentasi Rp 300.000/600 kg = Rp 500/kg + upah
fermentasi Rp 51/kg + biaya penyusutan Rp 285/kg + biaya cost of maney Rp 13/Kg)




No.

Manfaat

Jumlah (Rp)

Keterangan

Harga jual meningkat

2.665.421.889.300

Perubahan harga jual petani +
Harga jual pedagang + harga jual
eksportir secara nasional
(872.564.612 + 1.085.562.227 +
707.295.050)

2. | Kualitas biji kakao - Automatic Det. (US$ 4) x ekspor
meningkat ke USA (9.714,6 x 4 x 107.630 ton)

3. | Terhindar dari automatic 4.182.329.592 Harga biji kakao fermentasi exs
detention impor Rp16.000/kg + bea masuk

5% ,dalam negeri Rp14.500/kg.
(16.800 - 14.500) x 30.000.000.
Harga biji kakao impor tersebut
belum termasuk PPh dan PPN.

4. | Bahan baku biji kakao 69.000.000.000 Perub. Utilitas (184000 -115000=)
fermentasi tersedia dan x (rata2 harga butter + cake -
murah harga biji kakao) (dari 50%

menjadi 80%)

5. | Utilitas industri 772.282.500
pengolahan biji kakao
meningkat

6. | Menghemat devisa -

7. | Lapangan kerja -
meningkat
Jumlah 2.739.376.501.392

No. Biaya Jumlah (Rp) Keterangan
1. | Biaya fermentasi 509.400.000.000,- | Alat fermentasi (Rp 500/Kg), upah
(Rp 51/Kg), Penyusutan (Rp
285/Kg), Cost of maney (Rp 13/Kg)
kali produksi per tahun 600.000
ton

2. | Biaya revisi dan 500.000.000,- | Biaya revisi Rp 250.000.000,- dan
sosialisasi biaya sosialisasi Rp 250.000.000,-
Jumlah 509.900.000.000,-




V. PEMILIHAN ALTERNATIF TINDAKAN

Berdasarkan analisis manfaat dan biaya pada bagaian IV dapat diketahui bahwa alternatif
Revisi dan Penerapan Wajib SNI Biji Kakao (SNI 01-2323-2002) serta mengefektifkan
pengawasan mutu biji kakao baik untuk biji kakao yang diekspor maupun yang beredar
di pasar dalam negeri serta penegakan hukum dalam pengawasan mutu biji kakao
diperkirakan dapat memberikan tambahan manfaat yang lebih besar dari pada tambahan
biayanya.

VI. KONSULTASI

Tim RIA telah melakukan konsultasi publik dengan berbagai pihak terkait di Medan,
Makasar dan Jakarta seperti eksportir kakao, Asosiasi, KUD, Dinas Perkebunan, Dinas
Perindagprop, Sucofindo, Perguruan Tinggi, LSM, dan petani.

VII. STRATEGI IMPLEMENTASI

Dalam mengimplementasikan opsi revisi SNI biji kakao sekaligus menerapkan secara
wajib terhadap SNI Biji Kakao dan pengawasan secara ketat, mula-mula perlu dilakukan
sosialisasi agar para pelaku usaha (petani, pedagang dan eksportir serta industri
pengolah dalam negeri) dapat memahami dan menyesuaikan dengan peraturan baru.
Disamping itu, untuk mengefektifkan opsi tersebut, perlu kesiapan sarana dan prasarana
pendukung (seperti lembaga penguji mutu, lembaga pengambil contoh sanksi yang
tegas, koordinasi antar instansi yang jelas dll.) Selanjutnya untuk mendukung keberhasilan
penerapan alternatif tersebut perlu program yang sinergi dari dalam rangka peremajaan
tanaman, pemberantasan hama PBK dan penyediaan tenaga penyuluh. Kegiatan tersebut
harus dikoordinir oleh suatu wadah yang kompeten.

2. Program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi)

Laporan RIA (Regulatory Impact Assessment Statement):
Program PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi)

A.LATAR-BELAKANG

Semenjak tahun 1994, pemerintah mewajibkan semua BUMN untuk menyisihkan 1%-
5% dari laba tahunan yang diperolehnya untuk disalurkan kepada usaha kecil dan
koperasi. Program ini dikenal dengan nama pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK).

Program PUKK berhasil menyediakan dana bagi sebagian UKM (usaha kecil dan
menengah) tertentu. Namun demikian, program ini belum secara efektif menyelesaikan




masalah keuangan yang dihadapi UKM secara keseluruhan. Selain itu, PUKK juga
menimbulkan dampak yang belum diperhitungkan sebelumnya, antara lain, berupa
beban administrasi yang berat bagi BUMN, penyaluran kredit yang tidak didasarkan
pada pertimbangan komersial, sikap sebagian UKM yang menganggap dana PUKK
sebagai hibah (bukan pinjaman yang harus dikembalikan), dan tingginya tingkat
pinjaman macet.

Dokumen ini melaporkan hasil penerapan proses RIA (regulatory impact assessment)
terhadap kebijakan PUKK (SK Menteri Keuangan no. 316/KMK.016/1994). Khususnya,
proses RIA berusaha mencari rumusan masalah dan tujuan yang tepat, mengidentifikasi
opsi tindakan yang tersedia untuk mencapai tujuan regulasi, dan melihat manfaat,
biaya, serta dampak dari regulasi dan opsi lainnya.

B. PERUMUSAN MASALAH DAN TUJUAN REGULASI

Permasalahan

Pemerintah mencetuskan program PUKK untuk menyelesaikan masalah ‘kemampuan
keuangan UKM yang terbatas (lemah)’ yang diyakini telah menyebabkan lambatnya
pertumbuhan sektor UKM (SK Menteri Keuangan #316/94). Namun demikian, hasil
konsultasi dengan berbagai fihak terkait mendapatkan bahwa ‘terbatasnya kemampuan
keuangan UKM’ ini merupakan masalah yang timbul karena masalah lain yang lebih
mendasar yakni‘akses UKM kepada sistem perbankan yang sangat rendah’ Rendahnya
akses UKM ke lembaga keuangan formal ini disebabkan karena sebagian besar ‘'UKM
tidak memiliki formalitas usaha yang memadai’. Faktor yang menyumbang terhadap
masalah terakhir adalah ‘prosedur perijinan yang sulit dan mahal’

Kemampuan keuangan UKM lemah

)
Akses UKM ke Perbankan Rendah

)

UKM tidak memiliki formalitas usaha

+

Prosedur perizinan yang rumit & mahal

Dari perspektif yang lain, beberapa pelaku UKM yang dikonsultasi merasa bahwa faktor
dana (finansial) bukanlah masalah utama mereka. Mereka lebih mengharapkan bantuan
berupa pasar (pemasaran) atas produk-produknya. Sementara itu, beberapa stakeholder




lain (pembina UKM) berpandangan bahwa masalah utama UKM adalah pengembangan
SDM dan kemampuan manajerial.

Tujuan kebijakan

Pembahasan tersebut di atas menunjukkan rumusan masalah sebagai berikut: (a)
kemampuan keuangan UKM lemabh, (b) UKM tidak memiliki akses ke lembaga keuangan
formal, (c) UKM tidak memiliki formalitas usaha yang memadai, (d) kemampuan
manajerial UKM lemah, dan (e) UKM tidak memiliki akses pasar atas produk-produknya.

Program PUKK terutama ditujukan untuk mengatasi permasalahan (a), yakni‘’kemampuan
keuangan UKM lemah’. Sasaran program ini adalah suatu keadaan dimana ‘'UKM memiliki
kemampuan finansial yang memadai’ Sasaran inilah menjadi acuan dalam menerapkan
proses RIA pada tahap-tahap berikutnya.

C. IDENTIFIKASI ALTERNATIF TINDAKAN (OPSI)

Untuk mencapai tujuan tersebut pada butir B, alternatif tindakan yang dapat dilakukan
adalah sebagai berikut (sesuai dengan kategori jenis kebijakannya):

Alternatif tindakan non- regulasi

A. Perpajakan 1. Memberi insentif pajak bagi bank (lembaga keuangan)

yang memberikan kredit pada UKM.

B. Pengeluaran 2. Subsidi langsung dari pemerintah pada UKM
pemerintah 3. Pemerintah menetapkan belanja anggaran yang
(expenditure) mendorong pertumbuhan UKM (kredit bagi pembeli)

C. Pinjaman dan 4. Pemerintah memberikan pinjaman kepada UKM
penjaminan pinjaman | 5. Pemerintah bertindak sebagai penjamin pinjaman

UKM

D. User charges Tidak relevan
(tariff/retribusi)

E. Public ownership Tidak relevan

F. Persuasi 6. Mendorong BUMN dan persuahaan swasta lainnya

untuk membantu UKM sebagai bagian dari
Community Development program (dalam rangka
corporate governance)

G.Asuransi 7. Pemerintah mendorong program asuransi pendanaan

bagi UKM

H.Gabungan 8. Mendirikan lembaga permodalan untuk mengelola

kredit bagi UKM




Alternatif bentuk regulasi
A. Direct product control 9. Menetapkan plafond suku bunga kredit (bagi UKM)
a. price
b. quantity
c. product attributes
B. Supplier exit/entry Tidak applicable
control
C. Production process Tidak applicable
controls

Setelah melalui proses screening terhadap sembilan alternatif tersebut di atas, review
ini akhirnya memutuskan untuk memilih alternatif nomor 8, mendirikan lembaga
permodalan, sebagai tindakan yang paling baik untuk dipertimbangkan lebih lanjut
dalam analisis manfaat dan biaya.

Dengan demikian, proses analisis manfaat dan biaya akan mempertimbangkan tiga
opsi tindakan berikut ini:
1. Tetap memberlakukan peraturan (program) yang sekarang berlaku (baseline)
2. Mendirikan lembaga permodalan untuk mengelola kredit bagi UKM (sebagai
pengganti PUKK)
3. Mencabut regulasi yang berlaku (do nothing)

D. ANALISIS MANFAAT DAN BIAYA

Karena pola manfaat dan biaya yang terjadi pada masing-masing opsi tersebut di atas
relatif seragam dan konsisten, maka analisis manfaat dan biaya dilakukan dengan
menghitung manfaat dan biaya tahunan (rata-rata). Dalam analisis seperti ini, proses
RIA tidak perlu melakukan diskonto untuk mendapatkan nilai tunai (present value).
Opsi yang terbaik adalah yang menghasilkan rasio manfaat/biaya tahunan (rata-rata)
paling besar.

Kondisi baseline
Jika pemerintah tetap memberlakukan program PUKK seperti yang diterapkan sekarang

(opsi #1), maka kondisi dari beberapa indikator penting yang terkait adalah sebagai
berikut:




Kondisi
No. Indikator sekarang Keterangan
(manfaat/biaya) (baseline,
opsi #1)

1. | Kredit murah bagi UKM 600 M# Laba BUMN yang disisihkan untuk UKM

2. | Penyerapan tenaga kerja 90 M 10.000 tenaga kerja @ Rp. 750.000 per
oleh sektor UKM bulan

3. | Dividen BUMN bagi 600 M Sama dengan butir 1.
pemerintah yang digunakan
dalam PUKK

4. | Beban adminstrasi & 231 M Beban BUMN: adm, pelaporan,
operasional BUMN untuk monitoring, perjalanan dinas, dll. (154
PUKK BUMN @ Rp. 1,5 M)

5. | Dana UKM yang tidak 210 M Tingkat kredit macet 45%? benar-benar
kembali (dianggap hibah, tak tertagih 35% 35% x Rp. 600 M =
target tidak sesuai, korupsi Rp.210 M
oleh oknum)

6. | Kemahalan harga yang 100 M Harga terlalu mahal menyebabkan
harus ditanggung oleh keuntungan industri hilir dan surplus
konsumen dan industri hilir konsumen berkurang

7. | Biaya operasional ™ Biaya pelaksanaan dan pemantauan
pemerintah PUKK oleh Men BUMN, Dep teknis, dan

audit oleh BPKP

Manfaat dan biaya dari opsi #2

Jika opsi #2 dilaksanakan, mendirikan perusahaan permodalan, maka pemerintah
(APBN) akan mendapat manfaat berupa peningkatan jumlah dividen yang diterima
dari BUMN (sebesar dana yang biasanya digunakan untuk PUKK), Penghematan biaya
untuk mengelola, memonitor, membina, dan mengaudit program PUKK (biaya yang
dikeluarkan oleh Dep. Keu, Men BUMN, Dep. Teknis, dan BPK/BPKP). Selain itu, pemerintah
dan masyarakat juga mendapat keuntungan berupa berkurangnya dana publik yang
disalahgunakan, dalam bentuk kredit yang tidak dikembalikan (ngemplang) dan
penyimpangan target bantuan (oleh oknum UKM maupun petugas BUMN).

BUMN mendapat manfaat berupa peningkatan efisiensi karena berkurangnya beban
administrasi dan operasional yang biasanya digunakan untuk mengelola PUKK. Biaya
ini mencakup biaya gaji personel, perjalanan dinas, pemakaian ruang dan utilitas, dan
adminstrasi program PUKK. Manfaat yang tidak langsung dinikmati oleh konsumen
dan industri hilir karena peningkatan efisiensi di BUMN (terutama BUMN hulu) akan
mengurangi kemahalan harga yang selama ini mereka tanggung.

4 Th 1999 = Rp. 452M; th 2000 = Rp. 441M; th 2001 = Rp. 443M; th 2002 = Rp. 850M estimasi beberapa
tahun mendatang Rp. 600M per tahun
Laporan BPKP berdasarkan sample 23 BUMN menunjukkan tingkat pinjaman diragukan (bad debts)
sebesar 56,17%.




Dari segi biaya, pemerintah harus mengeluarkan penyertaan modal pada lembaga
permodalan UKM. Untuk keperluan analisis, biaya tahunan yang dihitung adalah biaya
bunga tahunan yang dapat diperoleh dari modal tersebut (karena modal pemerintah
di lembaga tersebut tidak berkurang). Biaya lain (biaya tidak langsung) yang harus
ditanggung adalah kemungkinan adanya sedikit UKM yang bangkrut karena tidak
mendapat akses modal lagi (biaya bagi UKM) dan penyerapan tenaga kerja yang
menurun.

Total manfaat yang diperoleh jika opsi #2 dijalankan adalah Rp. 1.082.000.000.000;
sedangkan total biayanya adalah Rp. 148.000.000.000,-. Dengan demikian manfaat neto
dari opsi #2, dibandingkan dengan opsi #1, adalah Rp. 934.000.000.000,- (positif).

Tabel perhitungan manfaat dan biaya opsi #2 terdapat pada lampiran I.
Manfaat dan biaya dari Opsi #3

Jika opsi #2 dilaksanakan, mencabut PUKK, maka pemerintah (APBN) akan mendapat
manfaat yang sama dengan penerapan opsi #2, yakni berupa peningkatan jumlah
dividen yang diterima dari BUMN dan penghematan biaya untuk mengelola, memonitor,
membina, serta mengaudit program PUKK.

Dalam opsi #3 pemerintah dan masyarakat juga akan mendapat keuntungan berupa
berkurangnya dana publik yang disalahgunakan. Namun tingkat pengurangan dana
yang diselewengkan dalam opsi ini lebih besar dari pada opsi #2 (penyelewengan
menjadi 0%).

Sebagaimana dalam opsi #2, BUMN mendapat manfaat berupa peningkatan efisiensi
(karena berkurangnya beban administrasi dan operasional), dan konsumen serta industri
hilir menikmati penurunan harga produk BUMN.

Dari segi biaya, pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penyertaan modal.
Akan tetapi, sektor UKM menanggung biaya yang cukup besar karena hilangnya dana
kredit murah yang selama ini tersedia. Untuk keperluan analisis, biaya yang ditanggung
UKM adalah sebesar selisih antara sukubunga kredit komersial biasa (26%) dengan
sukubunga kredit murah PUKK (6%) dikalikan dengan jumlah dana UKM yang tersedia
pertahun (Rp. 600 M).

Sektor UKM juga menanggung biaya berupa kemungkinan adanya UKM yang bangkrut
karena tidak mendapat akses modal lagi dan penyerapan tenaga kerja yang menurun.
Dalam opsi #3 jumlah UKM yang bangkrut dan penurunan penyerapan tenaga kerja
jauh lebih besar jika dibandingkan pada opsi #2.




Total manfaat yang diperoleh jika opsi #3 dijalankan adalah Rp. 1.142.000.000.000;
sedangkan total biayanya adalah Rp. 242.000.000.000,-. Dengan demikian manfaat neto
dari opsi #3, dibandingkan dengan opsi #1, adalah Rp. 900.000.000.000,- (positif).

Tabel perhitungan manfaat dan biaya opsi #3 terdapat pada lampiran II.
Perbandingan opsi

Dari informasi manfaat dan biaya tersebut di atas, terlihat bahwa baik opsi #2 maupun
opsi #3 menghasilkan manfaat neto yang positif jika dibandingkan dengan opsi #1
(kondisi baseline); dengan demikian kedua opsi tersebut pada hakekatnya lebih baik

daripada kondisi sekarang.

Secara keseluruhan, Opsi #2, mendirikan lembaga permodalan UKM, merupakan opsi
terbaik untuk dijalankan karena menghasilkan manfaat neto yang paling besar.

E. KONSULTASI

Tim RIA telah melakukan konsultasi kepada berbagai fihak terkait, antara lain, pelaku
UKM di Surabaya dan Makassar, Forda UKM, Departemen Koperasi, LSM yang terkait
dengan UKM, dan BUMN pemberi PUKK. Proses konsultasi ini didokumentasikan dalam
suatu notulen konsultasi.

F. STRATEGI IMPLEMETASI

Dalam mengimplementasikan opsi #2, proses penyaluran kredit harus secara disiplin
mengikuti prinsip penyaluran kredit yang sehat (bedasarkan pertimbangan komersial),
meskipun dengan bunga yang murah atau disubsidi (6%).

Analisis kelayakan kredit dilakukan secara professional dengan melihat substansi kondisi
usaha, bukan terpaku pada formalitas. Namun demikian, lembaga permodalan yang
akan didirkan juga membina UKM untuk mendapatkan formalitas usaha yang diperlukan.




Lampiran|

Manfaat dan biaya Opsi #2 (mendirikan lembaga permodalan UKM) dibandingkan
dengan kondisi baseline (dihitung secara tahunan)

Manfaat/Biaya Penerima Jumlah Keterangan
manfaat/biaya | (opsi #2)
(a) (b) (c) (d)
Manfaat
Peningkatan dividen Pemerintah 600 M | Seluruh dana PUKK menjadi
BUMN bagi pemerintah dividen untuk pemerintah
Berkurangnya Beban BUMN 231 M | BUMN dibebaskan dari
adminstrasi BUMN penyaluran PUKK
Berkurangnya danayang | Pemerintah, 150 M | Kredit tak tertagih ditekan
tidak kembali masyarakat, menjadi 10% (turun 25%) 25%
Berkurangnya kemahalan UKM 100M | x600 M =150 M
harga bagi industri hilir& |  Konsumen,
konsumen BUMN industri hilir
Biaya operasional Pemerintah ™
pemerintah berkurang
Total manfaat 1.082M
Biaya
Penyertaan modal Pemerintah 120 M | Modal Rp.1.000M X 12%
pemerintah bunga=120M
Penurunan penyerapan Pegawai 18 M | TK menjadi 8.000 turun 2000 TK
tenaga kerja (sedikit) @ 750.000/org/bulan
UKM yang bangkrut UKM 10 M | 200 UKM dengan nilai tambah
bertambah @ 50 juta bangkrut.
148 M

Manfaat neto

934 M




Lampiran Il

Manfaat dan biaya opsi #3 (mencabut PUKK) dibandingkan dengan kondisi baseline
(dihitung rata-rata per tahun)

Manfaat/Biaya Penerima Jumlah Keterangan
(a) (b) (c) (d)
Manfaat
Peningkatan dividen Pemerintah 600 M | Seluruh dana PUKK menjadi
BUMN bagi pemerintah dividen untuk pemerintah
Berkurangnya Beban BUMN 231 M | BUMN dibebaskan dari
adminstrasi BUMN penyaluran PUKK
Berkurangnya danayang | Pemerintah, 210 M | Kredit macet menjadi 0% (turun
tidak kembali masyarakat, 35%) 35% x 600 M =210 M
UKM
Berkurangnya kemahalan | Konsumen, 100 M
harga bagi industri hilir & | Industri hilir
konsumen BUMN
Berkurangnya beban Pemerintah ™ Konsumen, Industri hilir
administrasi & operasional
pemerintah
1142 M

Biaya
Hilangnya dana kredit UKM 120 M | 600 juta dana UKM x selisih
murah bagi UKM bunga kredit (20% pertahun)®
Penurunan penyerapan Tenaga kerja 72M | 8000 TK @ 750.000 per bulan
tenaga kerja (sedikit)
Meningkatnya UKM yang | Pemerintah, 50 M | 1000 UKM dengan nilai tambah
bangkrut dunia usaha rata-rata @ Rp. 50 juta per tahun

242 M
Manfaat neto 900 M

6 Bunga kredit PUKK 6%, bunga komersial 26%, selisih (keuntungan UKM) = 20%




C. Laporan RIA di Tingkat Internasional

AUSTRALIA-THAILAND FREE TRADE AGREEMENT
REGULATION IMPACT ASSESSMENT STATEMENT (RIAS)

PROBLEM IDENTIFICATION

Australian exports of goods and services still face substantial barriers in many important
global markets. Market access improvements achieved through successive GATT rounds
have disproportionately focused on industrial tariffs of developed countries. The trade
barriers and market distortions faced by the Australian agricultural sector in the form
of high tariffs, export subsidies and domestic support are particularly costly. For exports
of industrial goods, while developed country industrial tariffs are generally low, many
developing countries maintain high tariffs. There is also the potential for improved
access for Australian services exports.

Thailand is Australia’s 14th largest trading partner and absorbs just over two percent
of Australia’s total exports. Australia’s merchandise exports to Thailand totalled $2.3
billion in 2003. Services exports totalled $479 million in 2002-03 (the latest figures
available). Australia continues to face relatively high tariffs on its exports to Thailand.
Thailand’s simple average tariff rate is about 15 per cent. By comparison, its simple
average tariff for other ASEAN countries under the ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)
is less than five per cent. Current applied tariffs are high on many import lines of interest
to Australia. This includes motor vehicles (up to 80 per cent), agricultural commodities
(up to more than 200 per cent, including many tariff rate quotas), processed food and
beverages (up to 60 per cent), metals (up to 20 per cent) and a range of other
manufactures (up to 30 per cent). Non-tariff measures, including many resulting from
arbitrary administrative decision-making in areas such as standards, are also problematic.
Very significant barriers to trade remain in many service sectors in Thailand although
some reforms are under way. Foreign equity is capped at 49 per cent or less in all service
sectors and foreign participation in key sectors such as professional, financial and
telecommunications is highly restrictive.

In addition to these market access considerations, negotiating a free trade agreement
(FTA) with Thailand also reflects Australia’s broader trade and economic interests in
South-East Asia. This Agreement is Thailand’s first FTA with an OECD member, and is
Australia’s second FTA with an ASEAN member. Australia believes that a substantive
and comprehensive FTA between Australia and Thailand will:




QO signal strong support for further multilateral, regional and bilateral initiatives;
O help create a more open global and regional trading environment; and
O promote strength and stability in the region.

OBJECTIVES

The main objectives of the Australia-Thailand FTA are to:
O achieve a comprehensive and genuinely liberalising FTA in the shortest feasible
time;
U provide a framework for addressing bilateral trade issues as they arise, and to
develop closer cooperation across a broad range of issues;
U promote closer economic integration with the East Asian region; and
U add momentum to Australia’s regional and multilateral trade-liberalizing efforts.

OPTIONS

Multilateral trade negotiations

The Australian Government recognizes that multilateral negotiations are the most
effective mechanism to achieve comprehensive global trade reform. A successful
conclusion of the WTO Doha Round negotiations is, therefore, the Australian
Government’s highest trade policy priority. It is clear, however, especially following the
inconclusive end to the WTO Ministerial Conference held in Cancin from 10 to 14
September 2003, that bilateral free trade negotiations are likely to deliver faster and
deeper tariff cuts in individual markets for goods of Australian origin.

FTA negotiations

Decisions by the Australian Government to negotiate FTAs are based, among other
considerations, on assessments about the potential for the FTA to deliver significant
benefits more quickly than is possible through WTO negotiations. The Government
considers that any proposed FTA must comply with relevant WTO provisions, in particular
Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Article V of the
General Agreement on Trade in Services (GATS) which state, respectively, that FTAs must
lead to the elimination of tariffs and other restrictions on substantially all trade in goods
and provide for the elimination of substantially all discrimination in trade in services.

FTAs that are comprehensive in scope, and set high standards in terms of compliance
with WTO rules and developing new benchmarks, can complement the multilateral
process by creating incentives for other countries to participate in the trade liberalisation
process.




Thailand as an FTA partner

Thailand’s economic growth performance over the past few years has been consistently
strong and the Thai government is promoting policies that are aimed at building a more
open and deregulated economy. Thailand is already an important and expanding market
for Australian exports of goods and services, but its market for a range of other products
Australia successfully exports to other markets would be opened up by removal of
Thailand’s high tariffs, while preferential access would also help current Australian
exporters to Thailand gain greater market share.

The key issues that were the focus of the negotiations were:

a

a

Trade in Goods:

- elimination of tariffs on all goods traded between the two parties

Sanitary and Phytosanitary Measures:

- confirmation of rights under the WTO agreement

- enhanced dialogue between the relevant Australian and Thai agencies

Rules of Origin:

- rules ensuring that only goods which have been substantially transformed in
the territory of one of the Parties qualify for preferential tariff treatment under
the FTA

Safeguards

- provisions to protect against damage from surges in imports following tariff
reduction/elimination

Trade in Services:

- removal of restrictions affecting service suppliers, investors and professionals

Investment

- provision for non-discriminatory treatment of investments, and principles for
compensation for expropriation

Movement of Natural Persons

- facilitation of business-related entry to Thailand

- simplified and transparent immigration formalities for business people

IMPACT ANALYSIS

The impacts and benefits of an Australia-Thailand FTA will depend both on the nature
of the agreement, and on the effectiveness of the Parties in implementing their
commitments (for example, in relation to rules of origin) once it enters into force.




Macro-economic impact

The Australia-Thailand FTA will combine two markets of substantial size. The resulting
larger market will provide opportunities to increase productivity and improve efficiency
through economies of scale and increased competition. These scale and competition
effects, together with the increased trade in goods and services resulting from lower
tariffs and the removal of non-tariff measures, will result in real increases in GDP, welfare
and living standards.

The FTA with Thailand will lead to free market access for Australia in Thailand by the
end of the implementation period (2025) although most of Thailand’s barriers will have
been eliminated by 2015.

Modelling of the outcome

DFAT commissioned the Centre for International Economics (CIE) in February 2004 to
undertake economic modelling on the costs and benefits of the FTA as negotiated with
Thailand. The CIE estimated that, expressing the stream of production and welfare gains
over 20 years in net present value terms, the FTA would be worth $US 2.4 billion of
additional GDP to Australia. The modelling found that the FTA would also lead to a net
present value increase in real consumption of $US 1.6 billion over the same period.

The CIE was also commissioned to model the gains of a proposed Australia-Thailand
FTA during discussions between officials of the two countries on a scoping study in
2002. At that time, modelling indicated that the gains in GDP from an Agreement would
be up to US$6.6 billion for Australia. The modelling at that time assumed complete
liberalisation in both goods and services from entry into force of the FTA. As this has
not occurred, the benefits accrued by both Australia and Thailand are substantially
smaller than originally forecast. However, the FTA incorporates a range of provisions
for the Parties to expand and deepen their liberalisation commitments in the future,
especially on services and investment. Further liberalisation in these sectors would
increase the overall economic benefit for Australia.

Features of the modelling

The CIE modelling of the impact of the FTA used a broad, economy-wide approach
intended to capture both the direct and indirect effects of policy changes as economic
linkages between various sectors of the economy are taken into account. The CIE used
a dynamic model (the APG-Cubed economic model) to quantify the effects of the FTA,
taking into account structural adjustment costs that emerge from the reallocation of
labour and capital between sectors when trade barriers fall.




On the other hand, trade liberalisation can also deliver benefits through establishing
mechanisms to promote closer economic, political and cultural linkages as well as
institutional reform and strengthening. These effects can drive further efficiency gains
in the economy. However, the APG-Cubed model does not capture such effects, so the
gains from the CIE modelling of the FTA might be underestimated.

The CIE modelling of the impact of the FTA is based on a range of assumptions about
external developments over the first 20 years of its operation. It takes into account the
impact of the foreshadowed changes to tariffs on textiles, clothing and footwear
products and automotive products in 2005 and 2010. It does not, however, assume any
trade liberalisation either in Australia or Thailand through the WTO or bilateral agreements
either side may negotiate (including the Australia-United States FTA, which had not
been concluded when the modelling was commissioned). Clearly, any of these factors
has the capacity to change the economic impact of the Australia-Thailand FTA and the
results of the modelling need to be considered in that light.

The relatively small macro-economic impact expected from the FTA can be seen from
the tables below setting out the impact on production and consumption in six broad
sectors of the economy in Australia. The relatively low impact at the macro-economic
level is partly a result of the openness of the Australian economy and the relatively few
changes that need to be made in order to meet the requirements of a free trade
agreement; it also partly reflects the relatively low value of Australia-Thailand trade as
a proportion of Australia’s GDP (the model used 2002 as the baseline, when two-way
trade was valued at $SUS 3.6 billion and Australia’s GDP $US 399 billion).

Table 1: Impact on Consumption in Australia*

Sector 2010 | 2015 | 2020 | 2025
Energy 0.04 | 0.04 | 0.03 0.02
Mining 0.03 | 0.03| 0.02 0.01
Agriculture 0.03 | 0.03| 0.02| 0.01
Durable manufacturing 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00
Non-durable manufacturing | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05
Services 0.03 | 0.03| 0.02 | 0.02

Table 2: Impact on Consumption in Australia*

N A,:’ figures represent Sector 2010 | 2015 | 2020 | 2025
;:"ﬁf; eti:"ftr‘;if e Energy 001 | 001 001 001
baseline (ie. the Mining 0.01 0.00 | 0.00 | 0.00

o Agriculture 0.01 | 0.01| 0.00| 0.00
situation that would .

have applied without Durable manufacturing 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.1
theFTA,;p Non-durable manufacturing | 0.12 | 0.12| 0.12| 0.11

Services 0.01 0.01 | 0.01 | 0.00




Impact on Business
1.Trade in goods

There is a high degree of complementarity between parts of the economies of Australia
and Thailand. Australia has a global trade surplus in agricultural raw materials, minerals,
metals and fuels. Thailand has a large global trade surplus in elaborately transformed
manufactures (ETMs) and maintains a bilateral trade surplus in unprocessed and
processed foods. In sectors where both countries export, they have differing
specialisations. In agriculture, for instance, Thailand’s major exports include rice, poultry,
processed seafood, and tropical fruits and vegetables. Australia’s major agricultural
exports include wheat, beef and lamb, fresh seafood, temperate fruits and vegetables,
wool and cotton.

(a) Agriculture and processed food

Many of Thailand’s tariffs on agricultural products are high. Under the Australia-Thailand
FTA, most of agriculture and processed food tariffs will be eliminated by 2010. For meat,
current Thai tariffs range from 32 per cent to 51 per cent, for dairy products and margarine
from five per cent to 216 per cent, for horticultural produce up to 42 per cent and for
processed food up to 30 percent. Thailand’s tariffs on wine, currently up to 60 per cent,
will be cut to 40 per cent on entry into force and to zero by 2015. Tariffs on processed
food, processed fruit and vegetables, flour and milling products, now mostly in the
range of 30 per cent, will be eliminated by 2010. Tariffs on grains, malt and wheat gluten
will be eliminated immediately. Thailand also maintains very restrictive tariff rates quotas
on more than 20 agricultural products, including milk powder and sugar. All of these
will be eliminated under the FTA.

Many of these products are very significant exports for Australia in the global market.
In 2003, global exports of Australian meat totalled $5.2 billion (exports to Thailand were
$7.5 million) and total exports of dairy products equated to $1.9 billion (exports to
Thailand were $64 million). Fruit and vegetable exports amounted to $1.2 billion (exports
to Thailand were $18 million), while total Australian cereal grains exports in 2003 were
$3.7 billion (exports to Thailand were $35 million). Australian global exports of alcoholic
beverages were $2.4 billion, while exports to Thailand were insignificant.

The extent to which Australian exports to Thailand of particular commodities may
expand depends on a range of factors, many of which are unrelated to the FTA. These
factors include levels of demand for particular products in the Thai market, whether
there is Australian production capacity to supply Thailand at an increased level and
changes that Thailand may make in its tariff arrangements applying to other countries.




On the basis of Australian production capacity and the competitive advantage the FTA
will provide to Australia in the Thai market, exports to Thailand of Australian grains and
related products (including wheat, wheat flour, wheat gluten, barley, oats and unroasted
malt), horticultural products (including tropical fruit and some vegetables) sheep meat
and certain dairy products (including casein, lactose and infant formula) would appear
to have the potential to expand from entry into force of the FTA. In the medium term,
tariffs subject to phasing arrangements will fall to an extent which will give Australian
exporters significantly enhanced opportunities on the full range of agricultural
commodities, including beef, all dairy products and sugar, as well as fisheries and
forestry products. It could be expected that all rural areas of Australia will be able to
benefit from increased opportunities for export of these products to Thailand under
the FTA.

CIE modelling finds that the change in overall Australian agricultural production flowing
from the FTA is likely to be very small and substantially smaller than the increases in
durable manufacturing, non-durable manufacturing and services. It should be noted,
however, that the model used by CIE includes many food products (such as meat and
dairy products) in the non-durable manufacturing category.

Australia has very low tariffs on agricultural products and processed foods, and nearly
all of these will be eliminated on entry into force of the FTA. Elimination of tariffs is
unlikely to have a significant impact on imports of these products from Thailand.
Concerns have been raised by Australian manufacturers of two processed food products,
canned tuna and processed pineapple. In response to these concerns, the FTA will
incorporate a special safeguard to protect against a surge of imports during the
implementation of the tariff reductions under the FTA. The special safeguard applying
to these products will be triggered when imports from Thailand of these products reach
a specified level in a certain year, without any requirement for demonstrating damage
or the threat of damage to the local industry. When the special safeguard is triggered,
the tariff will revert to the most-favoured nation rate or the base rate (i.e. the rate
applying to the product on 1 July 2003), whichever is the lower, for the rest of that
calendar year. These two products will also be protected by the transitional safeguard
provisions applying to all products under the FTA (see Trade Remedies section, below).
Moreover, the FTA will have no effect on current anti-dumping duties applying to
imports of processed pineapple from Thailand.

Throughout the negotiations, Thailand made clear its interest in obtaining improved
access to the Australian market for a number of products which are currently subject
to strict import restrictions. The FTA confirms Australian rights under the WTO Agreement
on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, and does not constrain




Australia’s existing science-based approach in this area. The Parties have agreed to
establish a consultative forum for discussing quarantine issues, which will provide
Australia with the opportunity to raise with Thailand concerns about quarantine-based
import restrictions Thailand imposes on Australian goods.

(b) Industrial goods

Although not as high as Thai tariffs on agricultural products, Thailand has some high
tariff peaks on industrial goods. Thailand’s current tariff on passenger motor vehicles
is 80 percent, and its tariffs on automotive components range up to 42 percent. Thai
machinery tariffs are as high as 30 percent. Under the FTA, Thailand will immediately
reduce tariffs on any industrial goods not subject to immediate elimination to a ceiling
of no more than 20 percent (with the exception of small and medium passenger motor
vehicles), before phasing to zero. Where not eliminated immediately, tariffs on a range
of industrial goods identified by Australia as of specific interest will be halved immediately
before phasing to zero. Thailand will eliminate the last of its tariffs on industrial products
in 2015. Australia will eliminate its tariffs on all industrial goods by 2010, with the
exception of 239 items (apparel and certain finished textiles), with tariffs currently at
25 percent. These tariffs will be eliminated in 2015.

Lower prices resulting from reduced or eliminated Thai tariffs under the FTA will allow
Australian exporters to become more competitive in the Thai market. Similarly, lower
Australian tariffs may make imports from Thailand cheaper, creating increased
competition for Australian producers of like goods, while allowing for more efficient
production for Australian manufacturing firms using such goods as inputs.

Economic modelling of the outcome of the negotiations estimates that, as a result of
the FTA, the manufacturing sector in Australia will enjoy the largest relative increase
in production. In dollar terms, production of durable goods is expected to be about
$US 78 million higher in 2025 while the additional production of non-durable goods
will be worth around $US 127 million. The model used did not break down the impact
beyond these broad economic categories (which are listed in Tables 1 and 2, above) so
it is not possible to provide estimated impacts on particular sub-sectors.”

The automotive and TCF industries are two in which Thailand has some competitive
strengths. In this context, any effect on Australia’s existing manufacturing sector is likely
to be strongest in Victoria, reflecting the concentration of both the TCF industry and
automotive parts manufacturers, and South Australia, which hosts many automotive
parts manufacturers.

7 The model used by the CIE classifies as non-durable manufactures one-off consumption items such as
processed foods (including rice, meat, sugar, dairy), chemicals, as well as items which are typically not long-
lived such as paper products and textiles, clothing and footwear. Durables include metal products, motor
vehicles, transport equipment, electronics, and manufacturing equipment.




Australia’s most tariff-sensitive sectors are the textile, clothing and footwear industries
(up to 25 per cent, reducing to a maximum of 17.5 per cent in 2005) and the automotive
industry (up to 15 per cent tariffs, but reducing to 10 per cent from 2005). Manufacturers
of some plastics and chemicals (tariffs at 5 percent) also expressed concerns about the
elimination of Australia’s tariffs on Thai imports under the FTA.

Australia will phase its tariffs on most textile, clothing and footwear (TCF) products to
zero by 2010, with an initial tariff preference margin of about five per cent. For 239 lines
with current tariffs of 25 per cent, the tariff will be phased to zero in 2015. Sections of
the Australian TCF industry have expressed concern about increased imports from
Thailand following tariff elimination, accompanied by the possibility of illegal trans-
shipments. Some sections of the TCF industry claim that an FTA with Thailand will have
an immediate effect on its production in Australia, and that job losses can be expected.
However, Australia’s commitments on tariffs largely reflect those proposed by Australia’s
TCF sector during the negotiations.

Moreover, in 2002 Thailand accounted for only 1.3 per cent of all of Australia’s clothing
imports and 2.8 per cent of its textile imports. The relatively small tariff preference
Australia has provided to Thailand would appear to make it

unlikely that increased imports from Thailand would have any impact on domestic TCF
production. The most likely scenario is that any increase in Thai imports would displace
imports from other sources, including China. In addition, the FTA incorporates safeguards
provisions to protect against damaging surges in imports resulting from the reduction
or elimination of tariffs (see section on Trade Remedies below for details).

Australia’s commitments on TCF tariffs in the FTA need to be seen against the background
of moves to reduce Australian tariffs in this sector generally. TCF tariffs currently at 25
percent, 15 percent or 10 percent are scheduled to fall to 17.5 percent, 10 percent and
7.5 percent respectively in January 2005. They will remain at this level until January
2010, when the 10 percent and 7.5 percent tariffs will fall to five percent, and the 17.5
percent tariff will fall to 10 percent.

Thailand will eliminate its tariffs on large passenger motor vehicles (PMVs) on entry into
force of the FTA. For other PMVs, Thailand will reduce the tariff from 80 per cent to 30
per cent on entry into force and phase them down to zero by 2010.

Australia will eliminate upon entry into force of the FTA its current tariffs on all passenger
vehicles, off-road vehicles, goods vehicles and other commercial vehicles of Thai origin.




These tariffs are currently 15 percent for passenger motor vehicles (although the general
rate is legislated to fall to 10 percent on 1 January 2005 and five percent in January
2010) and five percent for other vehicles.

There are 146 tariff items covering automotive parts and components where the current
Australian tariffs for goods of Thai origin are 10 percent or 15 percent. Of these, the
tariffs on 98 items will fall to five percent on entry into force of the Agreement, and
then hold at that level until elimination in 2010. These include the items identified by
Australian industry as more sensitive to increased imports from Thailand.2 On the
remaining 48 items, Australia and Thailand will both eliminate relevant tariffs upon
entry into force of the FTA.

Australia will eliminate all current tariffs of five percent or below on automotive parts
and components of Thai origin on entry into force of the FTA.

The FTA outcome on motor vehicles is of commercial significance both to Australia and
to Thailand. Motor vehicles, particularly light commercial trucks, are Thailand’s most
important export to Australia. The adjustment to the Australian passenger motor vehicle
industry as a result of an Australia-Thailand FTA would be limited by the fact that there
are strong complementarities between the two industries. Specifically, Australia
manufactures medium and large passenger vehicles, while Thailand manufactures small
and medium passenger and commercial vehicles. The differences in comparative
advantage mean that the FTA can be expected to lead to new bilateral trade flows, but
in the short term this will probably represent a modest increase only in Australia’s total
imports. This is because of the following factors:

O Import penetration of the Australian automobile market is already relatively high
at 70 per cent (60 per cent for passenger motor vehicles)

U Thailand exports small and medium PMVs and light trucks to Australia and does
not compete directly in the large-car market which is still dominated by Australian-
made cars

U Any cost to the Australian automotive and auto parts industry would be offset by
the benefits from increased exports to Thailand following the elimination of the
high tariffs (up to 80 per cent). The Thai market for large PMVs is currently quite
small (about 5000 units per year), but could be expected to expand under an FTA
in response to more competitive pricing. While it is possible that automotive

8 These items are principally parts and components used in passenger motor vehicles.




manufacturers in Australia will source some of their parts from Thailand, the FTA
also creates scope for Australian automotive parts manufacturers to increase sales
by taking a larger share of the Thai automotive components market.

The automotive industry expects exports benefiting from the FTA to be modest initially,
but to rise gradually. Australian car manufacturers have strongly supported this FTA.
The views of parts manufacturers are more varied, but none have opposed the elimination
of tariffs by 2010.

On plastics and chemicals, Australia will maintain the current tariffs of five percent on
71 tariff items until 2008, when Australia will eliminate the tariff for goods of Thai origin.
These items were identified as sensitive by the Australian industry association in the
course of the negotiations. Australia will eliminate the remaining tariffs (all currently
at five percent) on entry into force of the FTA. The chemical industry expects increased
competition from Thailand as a result of the FTA, and considers that phasing in of tariff
elimination over five years for some products will enable it to adjust. The outcome
secured by Australia in this sector met the priorities of Australian industry.

Australian manufacturers in all states of a wide range of products (including
manufacturers of machinery and equipment, cosmetics and pharmaceutical goods,
processed food and automotive products) have expressed interest in exporting to
Thailand for the first time under the FTA. The expected benefits do not necessarily show
up in economic modelling, which focuses on the overall impact on the Australian
economy, but the level of interest shown in the FTA since the conclusion of negotiations
suggests that a wide range of exporters expect to be able to take significant advantage
of the new opportunities the FTA will provide, in many cases in relation to products
where Thai tariffs have been so high that no exports have taken place at all.

(c) Trade Remedies

Australia’s capacity to pursue anti-dumping and countervailing duty actions is preserved
in the FTA. Global safeguards action will also be possible under the relevant WTO rules.

The FTA will contain a transitional safeguard mechanism which will apply, subject to
defined conditions, to goods traded preferentially. The transitional safeguard will apply
during the period in which tariff rates are being phased to zero. If a country can show
that the relevant domestic industry is being harmed by the cheap imports, it will be
permitted to raise the tariff rate to the rate imposed on all other countries. The transitional
safeguard may be triggered by a complaint from a domestic producer of a good that
imports from Thailand are causing serious damage to domestic production.




Before taking safeguard action, a competent authority nominated by the Australian
Government would need to conduct an investigation to examine the effect of increased
imports on the particular industry. The Cabinet would make a decision about the
imposition of a safeguard measure. Relevant agencies have been conducting
consultations with representatives of the TCF sector to ensure the safeguards provisions
are implemented in a way that protects Australian interests.

In highly unusual and critical circumstances, where delay would cause damage that
would be difficult to repair, Australia would be permitted to apply a safeguard measure
based on a preliminary finding that there is clear evidence that increased imports from
Thailand as a result of the reduction or elimination of a duty pursuant to the FTA have
caused or are threatening to cause serious damage. In such cases, an investigation must
still be conducted. If such a study finds the provisional application of the safeguard
measure was not warranted, any customs duties collected as a result of the provisional
measure would need to be returned.

For the most sensitive agricultural products, special safeguards will also apply. In contrast
to the transitional safeguards, it is not necessary to prove injury. Instead, a volume
trigger has been set. Once this volume of exports has been surpassed, the Thai authorities
have the option of raising the tariff to protect their domestic industry. The special
safeguard will not apply once the tariff on the product has reached zero.

(d) Rules of Origin

The ROOs system for the Australia-Thailand FTA is similar to that in the Australia-United
States Free Trade Agreement, and defines whether a good should qualify for the tariff
preference under the FTA by reference to a change in tariff classification (CTC)
requirement. This approach is different from that used in the Australia-New Zealand
Closer Economic Relations Trade Agreement, which defines substantial transformation
of goods by reference to a defined amount of local content (50 percent of the ex-factory
cost of production). It was not possible to agree with Thailand during the negotiations
on a level of local content that Australian industry considered adequate to prevent
trans-shipment of goods through Thailand from other countries. Against this background,
the Government decided to adopt the approach that would be used in the Australia-
United States Free Trade Agreement (AUSFTA). This approach has the benefit of being
closely linked to production processes, making it easier for exporters in both countries
to understand and apply.




By adopting largely identical rules to those used in the AUSFTA, the Government has
addressed concerns expressed by Australian industry over the proliferation of ROOs
systems applying to different preferential arrangements. Limiting the number of ROOs
systems in operation has ensured that the burden of compliance is more manageable
for Australian industry. At the same time, there is sufficient flexibility in the approach
taken in the FTA to reflect the circumstances of the bilateral trade relationship - a
number of rules in the Australia-Thailand FTA vary from those in the United States FTA.
The Government has worked closely with a number of industrial sectors to ensure that
the ROOs in the Australia-Thailand FTA promote the interests of Australian industry.

The CTC requirement which forms the basis of the ROOs in the Australia-Thailand FTA
is supplemented in some cases by a defined local content requirement expressed as
a percentage of the free-on-board (FOB) value of the finished goods. Unlike the AUSFTA
ROO, the Australia-Thailand FTA ROO uses only one method to calculate local content
in response to Thai concerns about the complexity of having multiple calculation
methods. The regional value content requirement varies from product to product; for
most products requiring regional value content the threshold varies between 40 and
45 percent.

The ROO applying to textiles and clothing goods is significantly different from the
AUSFTA ROQO, reflecting the realities of the Australian and Thai industries by removing
the “yarn forward” rule. Instead, the ROO uses a simpler CTC with a regional value
content level of 55 percent. At least 30 percent of the regional value content for these
goods must be sourced from a Party to the FTA, while the remaining 25 percent may
be sourced from a developing country, but any content from another developing
country is required to undergo the same change in tariff classification that is required
for non-originating inputs. This ROO offers the Thai textiles and clothing industry the
scope to maintain its current sourcing and production practices and to export to Australia
under the FTA, which was a high priority for the Thai Government in the negotiations.
However, given the size of the tariff preference that Australia has offered to Thailand
in this sector under the FTA (five percent or less until 2010), the ROO is unlikely to lead
to any noticeable increase in imports in the first five to ten years after implementation.

In the automotive sector, the ROO requires that the product has undergone a change
in tariff classification, and also meets the regional value content specified. The regional
value content requirement varies from product to product. In contrast to the TCF rule
of origin, the specified regional value content must be made entirely of Thai product.




2. Trade in Services and investment

The commitments made by Thailand on trade in services are not as commercially
significant as those made on trade in goods. In the short term, the impact of the FTA
on services trade overall between Australia and Thailand will be muted, but there are
immediate improvements in access for some areas. The two main areas of gain for
Australia are in the relaxation of foreign equity restrictions for some services sectors
and an improvement in access to Thailand for Australian business people. As Australian
commitments largely reflect the offer Australia has made in the GATS Doha round, no
Australian services companies have indicated defensive interests in relation to the FTA.

Australia already has a relatively liberal services regulatory regime, and conditions of
access to most services industries are generally transparent. Thailand’s commitments
do not nearly result in comparable access conditions for Australian investors and services
exporters. Thailand has offered to remove restrictions on Australian investment in
relation to some services (general management consultancy, certain construction
services and certain distribution services) and to raise the foreign investment ceiling
for a range of other services and mining to 60 per cent. Most of the sectors in which
foreign equity restrictions will be lifted or eased are sectors in which some Australian
companies have an interest in operating in Thailand. However, even under the FTA,
Australian companies will face unchanged restrictions on investment in a range of
priority areas, including financial services and telecommunications, as well as residual
restrictions in mining.

Thailand has also made commitments under the FTA to facilitate the temporary entry
of business people to Thailand which will enhance the effectiveness of Thailand'’s tariff
commitments, as they will apply on Australian business people travelling to Thailand
to explore new opportunities for exports of goods. This has been welcomed by Australian
businesses operating in Thailand. The FTA contains a provision which commits Thailand
to hold further bilateral negotiations on services and investment within three years of
entry into force of the FTA, focusing on improving Thai commitments in areas of priority
interest to Australia, including financial and telecommunications services and the
temporary entry of business people.

The CIE’s modelling suggests that services will also see the third largest increase in
production as a result of the FTA among Australian sectors. This is due to the very
important role that services currently play in the Australian economy and the fact that
the expansion in the manufacturing sectors will use inputs from the services sector. It
is not possible to identify precisely where the impact might be felt, given the disparate
nature of Australia’s services sector and Thailand’s commitments, but the overall impact




is estimated to be small (see Tables 1 and 2, above). According to the CIE's modelling,
at least some of the benefits of the FTA for Australian service providers will be a result
of an expansion in durable and non-durable manufacturing, which will lead to increased
production inputs to those sectors from the services sector. Hence Table 2 shows a
small increase in domestic consumption of services.

3. Bilateral cooperation

The FTA provides a framework to strengthen cooperation, in some cases through
capacity-building, in areas such as standards and conformance, agriculture, customs
issues, electronic commerce, competition policy, government procurement and
intellectual property. Trade facilitation measures and cooperation on regulatory matters
would increase further the economic gains described above, although it is difficult to
quantify the extent of any such gains.

Under the Australia-Thailand FTA, a number of consultative forums are established, the
principal ones being the FTA Joint Commission (which will be responsible for monitoring
the implementation and further development of the FTA) and an Expert Group on
Sanitary and Phytosanitary Measures and Food Standards. These forums will promote
cooperation between the governments of the two Parties, which should fix many of
the problems and irritants that arise under the FTA. As such, over time these bodies will
increase the benefit received by Australian business under the FTA, as there will be a
channel to address their concerns.

4. Adjustment costs

Modelling of the impact of the FTA suggests that the overall adjustment costs to Australia
are likely to be small and would be outweighed by the economic gains. The two
economies are relatively complementary, with different specialisations in those sectors
which are important to both countries. The past two decades of trade liberalisation and
economic reform in Australia, and the experience in implementing Australia-New
Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement, mean that Australia has already
absorbed many of the adjustment costs that result from comprehensive trade
liberalisation and economic reform. Even the two most protected sectors in the Australian
economy, the automotive and textile, clothing and footwear industries, have been
exposed to much greater competition over the last two decades.

Many of the industries that stand to gain significantly under the FTA (for example,
wheat) are spread across a number of Australian states. The rural sector will benefit




from the FTA through the elimination of the Thai tariffs on wheat, meat, horticultural
products and processed foods. The only impact felt by Australia’s services sector is
expected to be positive.

Impact on Consumers

The impact of the FTA on consumers is likely to be wholly positive. Australian consumers
will benefit from reduced prices for locally-manufactured products to the extent that
those products use inputs imported from Thailand, and the duty savings accruing from
the FTA for products imported from Thailand will likely result in lower prices.

Impact on Australian Governments
1. Commonwealth Government
Assuming that the FTA enters into force on 1 January 2005, and that imports from

Thailand would grow steadily over time in line with the domestic economy, the Treasury
has forecast the FTA's possible financial impact for the Commonwealth Government.

Fiscal Balance ($m) | Underlying Cash Balance ($m) | Operating balance/Net assets (5m)
2004/05 -45 -45 -45
2005/06 -90 -90 -90
2006/07 -100 -100 -100
2007/08 -110 -110 -110

It should be noted that the potential economic growth that the Australia-Thailand FTA
may generate, and any additional taxation revenue resulting from that growth, were
not factored into these estimates. Furthermore, it is not possible at this stage to identify
to what extent imports from Thailand will not meet the relevant rule of origin in order
to qualify for the tariff preference offered by the FTA. If a significant proportion of
imports from Thailand does not meet the ROOs and, hence, continues to be subject to
tariff duties, the estimate above of the FTA's impact on Commonwealth Government
revenue may be overstated. It should also be noted that these estimates did not take
into account possible additional losses in tariff revenue that could arise if imports from
Thailand displace imports from other countries.




2. State and Territory Governments

While some of the commitments made under the Australia-Thailand FTA impact on
areas of State and Territory Government responsibility, there are few commitments
going beyond what has been offered by Australia in the GATS Doha round and no
changes to the level of access of Thai services providers to the Australian market will
occur. As a result, there should not be any additional impact on the State and Territory
Governments.

CONSULTATIONS

The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), and other agencies have conducted
consultations on progress in the Australia-Thailand FTA negotiations with State and
Territory Governments, peak industry bodies and individual firms in Sydney, Melbourne,
Brisbane, Adelaide, and Perth as well as several regional centres. Industry representatives,
apart from the textiles, clothing and footwear bodies, and State and Territory
Governments consulted all supported the broad aims of the negotiations, although
some companies have registered concerns about the impact of increased imports.

Throughout the progress of the negotiations, regular contact was maintained with both
the Council of Textile and Fashion Industries of Australia and the Footwear Manufacturers’
Association of Australia. Face-to-face meetings in both Canberra and Melbourne were
supplemented with telephone calls, letters and email exchanges. In response to industry
concerns, lengthy phase-in periods for Australian tariff reductions were negotiated.
Under the FTA, the most sensitive lines are to retain tariff protection for a longer period
than any other Australian product. They will also be protected by the safeguards
provisions of the FTA throughout the transition period.

The automotive parts industry peak body, the Federation of Automotive Parts
Manufacturers, was also regularly contacted and its views sought. The concerns expressed
by this sector were not as great as those of the TCF industry, and were addressed through
phase-in periods for tariff reductions on sensitive items.

In the agribusiness sector, input was sought from the National Farmers’ Federation, the
National Food and Grocery Council, Port Lincoln Tuna Boat Owners’ Association and
the major processed food exporters. The issues of most concern were canned tuna and
canned pineapple. In addition to the special safeguards mechanism incorporated in
the FTA to protect against surges in imports of these two products, the canned tuna
industry is also likely to be able to offset any increase it faces in competition in the




domestic market through increased opportunities for exports to the large US market
following entry into force of the Australia-United States Free Trade Agreement.

The Plastics and Chemicals Industries Association of Australia outlined issues of concern
for the industry throughout the negotiations. In order to address these sensitivities,
phase-in periods were negotiated on products where it was necessary to give the
Australian industry time to adjust to increased competition.

IMPLEMENTATION AND REVIEW

The Australia-Thailand FTA will be subject to review by the Joint Standing Committee
on Treaties (JSCOT). Should it be approved, amendments to relevant legislation will be
proposed to allow for the implementation of the FTA. Subject to both these steps
occurring, the aim is for the FTA to enter into force on 1 January 2005.

The first review of the FTA will take place within one year of entry into force. The review
will consider the implementation and outcomes of the FTA to date and any difficulties
that have arisen. The Australian delegation will take into account the views of stakeholders
such as industry and relevant government agencies. Subsequent reviews of the FTA
will take place annually, or as agreed between Australia and Thailand.

In addition, there will be a ministerial-level review held within the first five years of the
FTA, and at least once every five years afterwards.

The FTA makes specific provision for further negotiations on services to be conducted
within three years of entry into force of the FTA. It also makes specific provision for
Australia and Thailand to explore the scope for commencing negotiations to bring
government procurement within the FTA.

CONCLUSION

The Australia-Thailand FTA is consistent with WTO provisions. It will deliver to Australia
market access gains in Thailand and increases in economic activity and welfare at home
faster than could be achieved through WTO negotiations. As Thailand’s first
comprehensive FTA, the Agreement will also promote trade and investment liberalisation
in the region, in support of negotiations in the WTO.

There is considerable scope to increase bilateral trade in sectors of particularimportance
to Australia, including the agricultural, processed foods, automotive and general
manufacturing sectors. Thailand is a significant and growing regional market and




a substantial number of Australian exporters can expect to gain from the improved
access provided by the FTA. The adjustment costs for Australia are likely to be relatively
small and will be outweighed by economic gains. The FTA needs to be implemented
as quickly as possible to maximise economic gains.

The FTA will also help advance Australia’s broader trade aims. The provisions within the
FTA for consultation help to provide a framework for addressing bilateral trade issues,
as well as providing a forum which will encourage closer cooperation. Finalising such
an Agreement with the second largest economy in ASEAN signals the Australian
government’s commitment to engagement and economic integration with the East
Asian region, as well as its commitment to trade liberalisation more generally.




[II. CONTOH LEGAL DRAFTING PERDA

Pembuatan legal drafting Peraturan Daerah (Perda) merupakan tahap kegiatan
selanjutnya yang dilaksanakan setelah selesai melaksanakan metode RIA. Berikut ini
contoh legal drafting Perda yang disusun berdasarkan hasil rekomendasi dari proses
kegiatan RIA.

1. CONTOH LEGAL DRAFTING PERDA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR....TAHUN 2007
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang: a. bahwa penyelenggaraan reklame perlu mempertimbangkan
keindahan, ketertiban, dan keamanan, karenanya perlu adanya
pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan reklame;

b. bahwa guna pengendalian dan pengawasan reklame sebagaiamana
dimaksud huruf a perlu mengatur perizinan penyelenggaraan reklame;

¢. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a dan
huruf b perlu menetapakan Peraturan Daerah tentang Izin
Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Tahun 1960 nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);




2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Tahun Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3209);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan jo, Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 Jo. Lembaran Negara Tahun
1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3501);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaga Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685)sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara.Tahun 2000
Nomor....);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 1968 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1960
tentang pemeliharaan Kebaikan, Kerapihan, Kebersihan, Kesehatan dan
Ketentraman dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, Bagi Daerah Kabupaten
Gunungkidul (Berita Resmi Nomor 44 Tahun 1968;

7. Peraturan Daerah Kabupeten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 1987 tentang
Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
(Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 1987 Seri C);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ... Tahun 2000 tentang
Retribusi ljin Mendrikan Bangunan (Lembaran Daerah Nomor ... Tahun
2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ... Tahun ... tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah
Nomor ... Tahun ..... Seri D);

10 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor ..Tahun ..... tentang

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Wonosari Tahun 1994-2004
(Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1996 Seri D);




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
3.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan
lainnya.

. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan

dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan,
menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk
menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan
atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum,
kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

. lzin Penyelenggaraan Reklame adalah naskah dinas yang berisi pemberian izin

kepada seseorang atau badan untuk menyelenggarakan reklame.




9. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan
reklame baik untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang
menjadi tanggungannya.

10.Penyidikan adalah serangkaian yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari data serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
IZIN PENYELENGGARAAN DAN JENIS-JENIS REKLAME

| Pasal 2

(1) Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga yang menyerupai reklame di
Wilayah Daerah, harus mendapatkan izin Kepala Daerah;

(2) Dalam memberikan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1),
Kepala Daerah dapat menunjuk instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undang yang berlaku.

(3) Dalam menetapkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah
berpedoman pada Master Plan Reklame.

(4) Master plan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.

| Pasal 3

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) diberikan untuk jangka waktu
tertentu.

Pasal 4

Dikecualikan dari ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah
penyelenggaraan reklame melalui media televisi, radio, surat kabar, internet, majalah
dan sejenisnya.

Pasal 5

Jenis-jenis reklame yang diizinkan adalah:
a. Reklame Papan/Billboard/Megatron;

b. Reklame bando;




Reklame videotron;
Reklame baliho;
Reklame neon box;
Reklame kain;

Reklame berjalan;

@ ™o a0

Reklame balon udara;

Reklame film/slide;

j.  Reklame melekat (stiker);

k. Reklame selebaran/tineplate;
I.  Reklame Shopsign;

m. Reklame Peragaan.

BAB Il
SYARAT PENGAJUAN IZIN REKLAME

Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, penyelenggara reklame mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah
dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Papan/Billboard/Megatron; Videotron; Bando; Baliho; Shopsign
1. Naskah reklame;
2. Gambar-gambar teknis;
3. Titik lokasi yang dimohon;
4. Jaminan biaya pembongkaran;
5. Rancangan konstruksi;
6. Persetujuan pemilik lahan
b. Reklame Kain; dan Balon Udara
1. Naskah reklame;
2. Titik lokasi yang dimohon;
3. Jaminan biaya pembongkaran;
4. Persetujuan pemilik lahan
c. Reklame berjalan; dan Reklame Peragaan
1. Naskah reklame;

2. Titik lokasi yang dimohon;




d. Reklame Film/Slide; Stiker; Selebaran; Tineplate
1. Naskah reklame;

(2) Bentuk dan tata naskah formulir permohonan dan surat izin Penyelenggaraan
Reklame ditetapkan Kepala Daerah.

| Pasal 7

(1) Pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame dilakukan setelah pemohon
a. melunasi Pajak Reklame bagi wajib pajak reklame;
b. menyerahkan jaminan biaya pembongkaran untuk jenis reklame tertentu

(2) Bagi penyelenggara reklame yang mendapatkan persetujuan Kepala Daerah untuk
membayar pajak secara angsuran, pengambilan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame
dapat dilakukan setelah membayar paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari
pajak terutang.

Pasal 8

Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat ditolak
apabila reklame akan mengganggu ketertiban umum, keamanan, rasa kesusilaan,
kesehatan, kenyamanan, keindahan, dan kepentingan Pembangunan Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN REKLAME

| Pasal 9

(1) Penyelenggaraan reklame dilaksanakan setelah Izin Penyelenggaraan Reklame
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan;

(2) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi ketentuan di dalam lIzin Reklame;

(3) Penyelenggaraan Reklame mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.

| Pasal 10

Penyelenggara Reklame wajib untuk:

a. memelihara benda/alat reklame agar selalu dalam keadaan baik;
b. meniadakan benda/alat reklame segera setelah jangka waktu izinnya berakhir atau
dicabut;




¢. menanggung resiko bila terjadi kecelakaan yang diakibatkan karena penyelenggaraan
reklame;

d. memindahkan reklame apabila lokasi pemasangan diperlukan untuk kepentingan
umum

BABV
PENCABUTAN IZIN

Pasal 11 |

Kepala Daerah dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

apabila:

a. dilakukan perubahan pada suatu reklame sedemikian rupa;

b. menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam surat izin;

c. penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Pencabutan izin sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ini dilaksanakan setelah
pemegang izin diberi peringatan terlebih dahulu.

Pasal 13

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat disertai perintah untuk
menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atas biaya
pemegang izin.

Pasal 14

(1) Kepala Daerah berhak menghentikan, mencabut, membongkar, menyingkirkan
atau menurunkan reklame yang tidak berizin, dan reklame tersebut menjadi milik
Pemerintah Daerah;

(2) Kepala Daerah berhak untuk menghentikan, mencabut, membongkar, menyingkirkan
atau menurunkan reklame yang jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut,
atas biaya Penyelenggara Reklame.




| Pasal 15

(1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 14 ayat (1) jika penyelenggara reklame dalam
waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam mengambil bongkaran reklame dengan
mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

(2) Pengambilan bongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan setelah penyelenggara reklame membayar pengganti biaya
pembongkaran.

(3) Bongkaran reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) apabila tidak

diambil penyelenggara reklame dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam
menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

| Pasal 16

(1) Pelanggaran terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 9 ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 diancam dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima
puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan
Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan

Pemerintah Daerah yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undang
yang berlaku.

BAB VIl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Segala ketentuan yang mengatur tentang izin penyelenggaraan reklame yang ada pada
saat berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.




Pasal 19

Izin reklame yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini
dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti atau diubah berdasarkan Peraturan
Daerah ini.
BAB IX
PELAKSANAAN

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal

BUPATI GUNUNGKIDUL,
SUHARTO
Diundangkan di Gunungkidul.
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

BAMBANG HARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2007 NOMOR........




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR.....TAHUN 2007
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

. UMUM

Reklame sebagai upaya komersial maupun non komersial untuk
memperkenalkan,menganjurkanatau memujikan suatu barang,jasa atau orang ataupun
untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang,jasa atau orang yang ditempatkan
atau yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum. Perlu
diatur penyelenggaraannya agar tidak merusak keindahan atau mengganggu ketertiban,
keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum dan kepentingan
Pembangunan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul tentang Pajak Reklame.

Il. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan Master Plan Reklame adalah rencana induk
pemanfaatan ruang untuk kepentingan penyelenggaraan reklame

Pasal 3 . Yang dimaksud dengan jangka waktu tertentu adalah masa

penyelenggaraan reklame sesuai dengan permohonan
penyelenggara reklame

Pasal 4ayat  : Cukup jelas

Pasal 5hurufa: Yangdimaksud reklame Papan/Billboard/Megatron adalah reklame
yang berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam,
fiber glas/kaca, plastic dan bahan lain yang sejenis, yang
pemasangannya dapat berdiri sendiri, menempel bangunan
dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.

hurufb: Yang dimaksud reklame Bando adalah papan reklame bersifat

permanen yang konstruksi tiang penyangganya berada di sebelah
kanan dan kiri jalan dengan papan reklame yang melintang di atas
jalan.




Pasal 5
Pasal 6
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9

Pasal 10

hurufc :

hurufd:

huruf e:

huruf f:

huruf g:

huruf h:

Huruf i:

Huruf j:

Huruf k:

Huruf |:

Yang dimaksud dengan reklame Videotron adalah reklame yang
mempunyai komponen elektronik dengan gambar dan atau tulisan
yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel pada bangunan
atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat
permanen.

Yang dimaksud reklame Baliho adalah papan iklan dua dimensi
yang ditempatkan di ruang luar yang terbuat dari papan atau
triplek atau bahan yang dipersamakan.

Yang dimaksud reklame Neonbox adalah papan reklame iklan yang
ditempatkan di ruang luar yang terbuat dari box yang bersinar.
Yang dimaksud reklame Kain adalah reklame yang dibuat dari kain
atau bahan yang dipersamakan dengan kain, misal spanduk,
banner, umbul-umbul, rontek yang mengandung pesan.

Yang dimaksud reklame Berjalan adalah reklame yang ditulis atau
ditempatkan (dipasang) pada kendaraan, baik roda dua, roda empat
atau lebih ataupun yang sejenisnya.

Yang dimaksud reklame Balon Udara adalah reklame dalam bentuk
tertentu dengan bahan plastik, kertas, kain, balon, dan sejenisnya
yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan pada pesawat
terbang atau bangunan.

Yang dimaksud Reklame film/slide adalah reklame yang
menggunakan klise berupa kaca film atau bahan lain yang
diproyeksikan pada layar atau benda lain.

Yang dimaksud reklame melekat/stiker adalah reklame yang terbuat
dari kertas, plastic atau bahan lain yang sejenis yang
pemasangannya dilekatkan atau ditempelkan.

Yang dimaksud reklame Shopsign adalah papan reklame yang
terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan lain yang dipersamakan
yang menempel/melekat pada bidang bangunan.

Yang dimaksud reklame Peragaan adalah reklame yang dalam
bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang
yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.

: Cukup jelas
: Cukup jelas
: Cukup jelas
. Cukup jelas

Pemerintah Daerah menjamin ketertiban penyelenggaraan reklame
dan memberikan tanda legalisasi izin

: Yang dimaksud dengan dalam keadaan baik adalah aman secara

konstruksi, indah dan nyaman dipandang.




Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 . Cukup jelas
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas

2. CONTOH LEGAL DRAFTING PERDA DI KABUPATEN SOLOK

Nama Regulasi:
Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Tentang Izin Gangguan

Menimbang:

a. bahwa untuk pengaturan dan penertiban usaha perekonomian masyarakat yang
menimbulkan dampak gangguan terhadap lingkungan telah ditetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan;

b. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka dirasa perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Daerah
Kabupaten Solok Nomor 14 Tahun 1998 tersebut;

¢. bahwa ketetapan tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 1998 sebagaimana dimaksud huruf a diatas sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan situasi perekonomian, untuk itu
perlu dilakukan penyesuaian tariff Retribusi;

d. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf b dan c diatas, maka perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 25)




10.

11.

12.

13.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2853), sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699)

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor)

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048)

Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3258)

Perturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3838)

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung
Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022)

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139)




14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Keputusan Presiden Nomro 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 70)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian
Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan penanaman modal
menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun
1968)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-
pungutan dan Jangka Waktu Terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan
(Hinder Ordonantie)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah
dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin
Mnedirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie)
bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar Kwasan Industri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyedik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemungutan dibidang Retribusi Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 29Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok dan
Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.




Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG IZIN GANGGUAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan

1.

Daerah adalah Kabupaten Solok;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok;
3.
4

. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai

Bupati adalah Bupati Solok;

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiunan, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
lainnya.

Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau
badan dilokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan
supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

Retribusi Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin Gangguan yang khusus disediakan
dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan;




9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu
bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin Gangguan dari Pemerintah Daerah;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya Pokok Retribusi;

12. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD, adalah
surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran dan
penyetoran yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang
ditetapkan oleh Bupati;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat
disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah
Retribusi yang telah ditetapkan;

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang
atau tidak seharusnya terutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa denda;

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah
data dan atau keterangan lainnya untuk menguiji kepatuhan pemenuhan kewajiban
Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
Perundang-undangan retribusi Daerah;

17. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BABII
MAKSUD DAN TUJUAN

| Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan ini adalah dalam
rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan atau
usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan guna melindungi kepentingan
umum;




(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terciptanya ketertiban dan
keteraturan, sehingga setiap usaha/kegiatan yang menimbulkan Gangguan apabila
dilaksanakan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan kepentingan umum;

BABIII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 3

Objek dari Izin Gangguan adalah pelayanan yang diberikan / disediakan oleh Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin Gangguan kepada orang pribadi atau badan yang
akan menjalankan usaha yang menimbulkan Gangguan, kerugian dan bahaya.

Pasal 4

Subjek Izin Gangguan adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin
Tempat Usaha.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama
UMUM

Pasal 5

(1) Setiap orang Pribadi atau Badan Hukum yang akan menjalankan kegiatan / usaha
yang menimbulkan gangguan wajib memiliki Izin Gangguan;

(2) Izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain
yang ditunjuk;

Bagian Kedua
Penggolongan Usaha

Pasal 6

Bentuk dan jenis usaha yang wajib memiliki izin Gangguan sebagai mana yang dimaksud
pada pasal 5 ayat (1) dibagi berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :




A. Klasifikasi |

1.

9.

O NV A WN

Industri Farmasi

Industri Penggilingan Batu

Industri Karoseri

Industri Mar-mar, Porselin dan Keramik
Industri Minyak Kelapa

Industri Tapioka

Industri Perbengkelan Besar

Industri Pakan Ternak

Industri ban/ Vulkanisir

10. Industri Pengolahan Hasil Tambang

11. Industri Air Minum

12.SPBU

13. Industri Penggergajian kayu baku (Sawmill)
14. Bengkel mobil berskala besar

15. Usaha Sarang Burung Walet

16. dan lain-lain usaha sejenis

B. Klasifikasi Il

1. Hotel bertaraf Internasional / Hotel Berbintang
2. Restoran bertaraf Internasional

3. Show Rom Kendaraan bermotor

4. Permainan Ketangkasan

5. Perbengkelan Kendaraan Bermotor

6.
7
8
0.
1

Perternakan dan Pembibitan Ayam Ras dan Buras berskala besar

. Rumah Sakit Swasta
. Supermarket/ Swalayan

Pangkalan Minyak Tanah dan Pengecer BBM lainnya

0.Dan Usaha lain yang sejenis

C. Klasifikasi lll

W N WDN =

Rumah Makan

Industri makanan/minuman

Industri Sepatu

Industri Bumbu masak

Industri Kopi

Penggilingan padi/ Huller

Industri Tahu / Tempe

Hotel tidak berbintang / Losmen / Hotel Melati
Rumah Potong Hewan / Tempat Pemotongan Hewan



10. Kios Pupuk dan Obat-obatan Pertanian (usaha saprodi)
11. Toko Bahan Bangunan

12. Pencucian Kendaraan Bermotor

13.Rumah Bersalin

14. Kolam Renang

15.Bidang Olah Raga/yang dikomersilkan

16. Tambal Ban

17.Salon Kecantikan

18. Perusahaan Meubel

19. Tempat penjualan onderdil mesin dan Kendaraan bermotor serta minyak pelumas
20. Apotik dan Toko Obat

21.Bengkel Kendaraan roda dua

22.Pemasangan reklame

23. Perusahaan lain yang sejenis

Bagian Ketiga
Tata Pemberian Izin Gangguan

Pasal 7 |

(1) Untuk memperoleh Izin Gangguan sebagai mana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1)
Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Istansi
yang ditunjuk.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan
sebagai berikut :

a) Surat permohonan kepada Bupati melalui instansi yang ditunjuk

b) Akta Pendirian Perusahaan bagi perusahaan yang dipersyaratkan untuk
memilikinya

¢) Fotocopy KTP Pemohon

d) Pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar,

e) Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan

f) Rekomendasi dari Wali Nagari

(3) Untuk Perpanjangan Izin Gangguan cukup melampirkan Surat Izin Gangguan yang
sudah habis masa berlakunya




| Pasal 8

(1) Berdasarkan Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Bupati cq. Tim yang
ditunjuk melakukan penelitian langsung ketempat / lokasi usaha yang dimohonkan.

(2) Hasil Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita
Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan Permohonan Izin Gangguan.

| Pasal 9

(1) Bagi Perusahaan-perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya ternyata
menimbulkan gangguan, pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan,
diwajibkan untuk melakukan penanggulang gangguan, pencemaran dan kerusakan
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Apabila pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan
penanggulangan gangguan dan pencemaran atau kerusakan yang terjadi akibat
beroperasinya Perusahaan yang dipimpinya, maka kepada yang bersangkutan
dikenakan sanksi sebagai berikut :

a. Peringatan Pertama (1)
b. Peringatan Kedua (Il)
c. Peringatan Ketiga (lll)
d. Penghentian kegiatan / penyegelan perusahaan
e. Pencabutan Izin Gangguan
f. Diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(3) Tenggang waktu pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. tenggang waktu antara pemberi peringatan |, [l dan lll adalah selama 6 (enam)
hari kerja.

b. Tenggang waktu antara penghentian kegiatan / penyegelan perusahaan dengan
peringatan terakhir (lll) adalah selama 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal Keputusan Bupati tentang penghentian / penyegelan perusahaan.

c. Tenggang waktu antara penghentian kegiatan / penyegelan perusahaan dengan
pencabutan Izin Gangguan dan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku
adalah 15 (lima belas) hari kerja.




Bagian Keempat
Masa Berlaku Izin

Pasal 10

(1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan ditetapkan selama 5 Tahun

(2) Setiap Tahun pemegang lzin diwajibkan untuk melakukan daftar ulang Izin
gangguannya.

(3) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha sewaktu-
waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim dan atau Istansi terkait.

Pasal 11

(1) Apabila Pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya,
maka yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin Gangguan
yang dimilikinya kepada Bupati.

(2) Bila terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka izin
Gangguan yang telah dimiliki harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan
baru kepada Bupati

Pasal 12

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :
a. Pemegang Izin menghentikan usahanya;
b. Pemegang Izin merubah/menambah jenis usahanya;
c. Dihentikan Usahanya karena melanggar Ketentuan dan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

Pasal 13 |

(1) Apabila pemegang Izin Gangguan memindahtangankan Izinnya, harus mendapat
persetujuan / izin terlebih dahulu dari Bupati

(2) Setiap terjadi permindahan tangan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1),
pemilik baru wajib mengajukan permohonan Izin atas namanya sendiri dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

(3) Tata cara pengurusan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan
keputsan Bupati.




BABV
KETENTUAN PIDANA

| Pasal 14

(1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah
ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau
denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan Tindak
Pidana Pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

| Pasal 15

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas Tindak Pidana sebagaimana dimaksud
pada pasal 25 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan Tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak
pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan
pemeriksaan;

¢. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda
pengenaol diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil Sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik
umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum
memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau
keluarganya;




i. Mengadakan tindakan lain menurut hokum yang dapat
dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini membuat
Berita Acara setiap tindakan tentang :

a. Pemeriksaan tersangka;

b. Memasuki Rumah;

Penyitaan Benda;

. Pemeriksaan Surat;
Pemeriksaan Saksi;

Pemeriksaan ditempat Kejadian;

o oan

(4) Berita acara sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini diteruskan kepada
Kejaksaan Negeri Negeri melalui Penyidik Umum Polisi Republik Indonesia.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

(2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Solok
Nomor 19 tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku
lagi.

(3) Selama belum diterapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, seluruh
petunjuk atau pedoman yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.




BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Solok
Padatanggal

BUPATI SOLOK,
GUSMAL

Diundangkan di Solok
Pada tanggal......ceveerercnernnee

SEKRETARIS DAERAH,
NIP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2008 NOMOR.........




PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
IZIN GANGGUAN

A. PENJELASAN UMUM
Dalam rangka pengaturan dan penertiban terhadap usaha perekonomian masyarakat,
khususnya usaha yang menimbulkan dampak/gangguan terhadap lingkungan telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 19 tahun 2002 tentang
Retribusi Izin Gangguan.

Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 tersebut, ditetapkan berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun dengan
telah ditetapkan dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2000
tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 tersebut
perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Sejalan dengan itu terhadap tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2002 dimaksud, sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan keadaan dan situasi perekonomian, sehingga biaya yang
dipungut tidak mampu untuk menutupi biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah
Daerah dalam rangka penyelenggraan pemberian izin gangguan, maka untuk itu
perlu dilakukan penyesuaian tarif Retribusinya.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 - Cukup jelas
Pasal 2 - Cukup jelas
Pasal 3 - Cukup jelas
Pasal 4 - Cukup jelas
Pasal 5 - Cukup jelas
Pasal 6 - Cukup jelas
Pasal 7 - Cukup jelas

Pasal 8 - Cukup jelas




Pasal 9 Ayat (1) - Tim Penelitian Izin Gangguan ini dibentuk dengan Keputusan
Bupati
- Biaya Tim Pelaksanaan Penelitian/survey dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Ayat (2) - Cukup jelas

Pasal 10 - Cukup jelas
Pasal 11 - Cukup jelas
Pasal 12 - Cukup jelas
Pasal 13 - Cukup jelas
Pasal 14 - Cukup jelas
Pasal 15 - Cukup jelas
Pasal 16 - Cukup jelas
Pasal 17 - Cukup jelas
Pasal 18 - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR......

IV. CONTOH REGULASI PEMBENTUKAN TIM RIA

Pembentukan tim RIA di kabupaten/kota ditetapkan oleh keputusan Bupati atau
Keputusan Walikota. Berdasarkan keputusan tersebut, tim RIA melaksanakan tugas
mereview regulasi yang dianggap menjadi prioritas untuk direview (untuk regulasi
yang sudah ada), dan melakukan analisis terhadap Ranperda dengan menggunakan
metode RIA. Berikut ini contoh Keputusan Bupati/Walikota tentang pembentukan tim
RIA.




1. KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG KIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM RIA

BUPATI GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR /75 [KPTS/TIM/2007
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH
MELALUI METODE REGULATORY IMPACT ASSESMENT (RIA)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa guna getshui dampak berlakunya berbagai produk hukum daerah
terhadap kehidupan dunia vsaha dipandang perlu dilakukan kajian terhadag
berbagai regulasi dacrah baik yang sudah berlaku maupun rancangan produk
hukum yang akan ditetapkan:

b. bahwa agar pengkajian produk hukum tersebut huruf a dapat terlaksana secara
berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu dibentuk Tim;

¢. bahwa atas dasar pertimbangan scbagaimara dimaksod dalam huruf a dan huruf b,
perlu menerbitkan Keputusan Bupati G gkidul gz P kan Tim
Pengkajian Produk Hukum Dacrah Melalui Mctode Regulatory Impact A.
(RI4) Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2007;

Mengingat 1. Undang-Undang Noraor 15 Tehun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-dacrah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan

Pemerintah Momor 32 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentuk Py

Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
bagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

1

[

4. Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kcuangan antara
Pemeriniah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Dacrah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Daerah;

6. Peraturan Dierah Kabupaten Gunungkidul Nomeor 1 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendap dan Belanja Daerzh Kahupmn Gunungkidul Tahun
Anggaran 2007 scbagai telah diubah dengan P Daerah Kabup
Gunungkidu! Nemar 4 Tabun 2007,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengkajian Produk Hukum Dacrah Mclalui Metode Regularory
Impact A (k1d) Kabup Gu.nuns!udul Tahun Anggaran 2007 dengan
Susunan dan Personalia Tim s=bag; but dalam Lampiran Keputusan

ini.




KEDUA : Tugas Tim sekagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
a. menginventarisasi serbagai regulasi daerah:
meneliti den menghaji procuk hukum daerah dengan metode RIA;
melaksanakan review produk hukum daerah;
melaksanakan harmonisasi materi produk daerah;
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Gunungkidul.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan
ini. Tim bertanggung jawab kepada Bupati Gunungkidul.

KEEMPAT : Segula biaya yang timbul sebagai akibat ditctapkannya Keputusan ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

ep =

Anggaran 2007.

KELIMA - Keputusan ini berlaku untik Tahun Anggaran 2007 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal /5~ Adremder 2P
TEMBUSAN Keputusan iai disampaik

1. Gubemur Dacrah Istimewa Yogyaharta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Gk;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul,

4, Direktur PT Daya Prosumen Mandiri Yogyakarta;

5. Semua Anggota Tim.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR /#FIKPTS/TIM/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGKAJIAN PRODUK HUKUM DAERAH
MELALUI METODE SEGULATORY IMPACT ASSESMENT (RIA)
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ANGGRAN 2007

SUSUNAN TIM

MNO. JABATAN

DALAM TiM_

Penanggung jawab

1.

2 Ketua

3 Sekrelaris
A Angpots

5. | Staf Sekretariat

I

NAMA
Drs. Aris Purnemo
Bambang Wiranta, SH, MH
Udi Marnote, SH

1. Prz Rajak Harudin

. Tunggul Privono, SH

. Dra. Siwi lrianti,. M.5i

]

. br. Khairudin

. Agus Triyanto, SH, MM

. Drs, Lecm Trismanto

. Hesmawan  Yustianto,
M.Si

. Danacio Surve Yudo, S0P,
MA
Rabwsdian, AP, M.Si

-

SE.

. Hery Sukuaswadi, SH, MIT

. H. Kusni Sumaryanti, SH
12, Hidnyat, SH, M Si

. Drs. Irawan Jaimiko, M.Si

. Budi Santozo. SH

. Mugiyana, S./P

. 1sdi Vary “Wikowo, SH

- Agus Sapto Alnadjo, Sallk
. Tauvig Nur Hidayat, SH

. Wazricoh, 5.1

. Asri Kusumawati, SH

. fainul Fathoni, SH

fi Mariamo, SE

. Agung P, Mintarto, SH, MM
. Setya Nurbadi

. Suramiyati

. Mur Agus Rasuki, 519

. Rahado, SE

3

JABATAN DALAM DINAS

Asisten Bidang Adm. Umum Setda Kab. Gk.
Kepala Bagian Hukum Setda Kab, Gk,
Kasubag Rancangan Hukum Setda Kab. Gk

Tokoh Masyarakat

Kepala KPPTSP Kabupaten Gunungkidul
Kabid Perindustrian Dinas Perindagkop Kab.
Gunungkidul

Kabid Bina Program DPU Kab. Gunungkidul
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Gk.
Kabid Pendapatan BPKKD Kab., Gk,
Kasubbid Anggaran BPKKD
Gunungkidu!

Kasubag Investasi Bag. Kerjasama dan
Investasi Setda Kab, Gunungkidul

Kasuhog Kerjasama Bag. Kerasama dan
Investasi Setda Kab. Gunungkidul

Kasubag Koensultasi dan Bantuan Hukum
Setda Kab, Gunungkidul

Kasubag Dokumentasi Hukum Setda Kab, Gk
Kasubag Kelembagaan Dag. Organisasi Setda
Kab. Gunungkidul

Kasubid Pemeriniahan Bappeda Kab. Gk
Kasi Pencgakan Perda Sapol PP Kab. Gk
Kasubid Pajak BPKKD Kab. Gk

Staf Bagian Hokum Setda Kab. Gunungkidul
Staf Bagian Hukum Scida Kab, Guaungkidul |
Staf Bagian Hukum Setda Kab, Gunungkidul |
Staf Bagian Mukum Setda Kab, Gunuenghidul
Staf Bagian Hukum Setda Kab, Gunungkidul
Staf PT. DPM Yogyakarta

Stal 1. DPM Y ogyakaria

Staf Bagian Hukum Setda Kab. Gunungkidul
Staf Bagian Hukum Setda Kab. Gununghkidu!
Staf Bagian Hukum Setda Kab. Gunungkidul
Staf Bagian Umum Setda Kab, Gunungkidul |
Staf Dagian Kegasama dan Investasi Senda

Kab.

Kabupaten Gunungkidul

7 .‘_,?-' “Wonosari, /¥ AGeombe 2o

= 7 SUHARTO

"BUPATI GUNUNGKIDUL,




V. CONTOH REGULASI UNTUK PELEMBAGAAN METODE RIA

Pembahasan mengenai pelembagaan RIA sudah disampaikan pada buku tiga. Pada
buku ini akan dikemukakan beberapa contoh regulasi di kabupaten/kota yang sudah
melaksanakan pelembagaan metode RIA. Regulasi yang dibuat untuk pelembagaan
metode RIA yang saat ini sudah ada, dituangkan dalam bentuk Peraturan
Bupati/Peraturan Walikota atau Peraturan Gubernur yang isinya secara umum memuat
tentang keharusan menerapkan metode RIA pada saat merancang regulasi baru maupun
untuk mereview regulasi yang sudah ada.

A. REGULASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Peraturan Bupati Solok




BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR I3 TAHUN 2008

TENTANG

PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUNGAN

Kenmbang

Mengingal

La.

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK,

balwa dabm rangka terlil adminisbasi peryusunen produil hukum
dserah pedu dilakukan penyesagaman prosodur secara berpadu den
terkoodingss,

banwa Keputusan Dupab Sokk  Nomor 33 Tahun 2002 tentarg
Teknik dan Prozedur Peryusuran Produk Hukum Dasrab lidsk
SaUR lagi dengan Undarg-Undang Nemar 10 Tahun 2004 lentang
Pambentukan  Peratwran  Perundang-Undangan dan  Peraturan
Daecah Kabipaten Solok Nomor 2 7Tah un 2008 tenfang
Partbentukan Pesaturan Dacrah, sehingge per perdbahan dan
penyEsuaan,

babva berdasakan petimbangan scbagalmana dimaksud datam
hurud a dan hunif b, pedu menetagkan Peraluran Bupati tentang
Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dasrah @ Lingkungen
Famarintah Kabupalen Solzk;

Urdang-Ungang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembenlukan
Daerah Olenom Kabupaten dalam Lingikungan Propins Sumatera
Tangah {Lembaran Negara Republk Indorasia Tahun 1858 Momar
23),
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Menstapkan

£ Undarg-Undang Mo 1 Tahun 2004 wntang Pemrbentukan
Peraturan Perundang-Undangan  (Lembasan  Negara  Repubik
Indonesia Tahun 2004 Momer 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 43899

3 Undang-Undany Nomor 32 Tahun 2004 tentang Femenntahen
Diserah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momer
125, Tambahan Lombatan Nejara Repubik Indonesia Nomor 4437)
sGoAgaIMana telah divbah dengan Undang-Undang Nomer 8 Takun
20405 tentang Ponatapan Peraturan Permenntah Pengganti Undang-
Undarg Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nueror 32 Tahun 2004 tenterg Pemerntahan Daemh
mergadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republk Indonasia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran MNegara Repubik
Indonesia Namor 4548);

4. Peraturan Pamatinlah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian
Urusan Psmaéfntahan antara Pemerntah, Pemerntshan Daerah
Prepingl, dan Pemarntahan Doerah KabupatenMcota ‘Lembaran
MNegara Republik Indonesio Tahun 2007 Momor B2, Tambahan
Lemgaran Negara Repubik Indonesia Momar 4737);

5. Pecaturan Presiden Momor 1 Tahun 2007 tenteng Pengesahan,
FPengurdangan,  dan  Penyobarluasan  Poraturan  Perundang-
Undangan;

4. Peraturan Menterl Datsm Mepgeri Mames 15 Tahan 2008 tontang
Jenis dan Bendu Produk Hukum Diaarah;

7. Peraturan Menter Dalam Neged Momor 18 Tatun 2006 tertang
Prosedur Penyusunan Predui Hukum Daarah;

B Perzturan Monter Dalam Megen Nomor 17 Tabun 2006 tentang
Lombaran Daareh dan Berta Daerah,

8. Paraluran Doerah Kabupaten Salos Momoe 2 Tahun 2007 sentang
Fembentukan Proguk Hukum Daerah {Lembaran Daersh Kabupaten
Solok Tahun 2007 Nomer 2, Tambahan Lembaan Daarah
Kabupaten Solok Nomar 35);

PERATURAN BUPATI TENTAKG PROSEDUR PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH DI LINGKUMGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK,



BAB I
KETENTUAN UMUR
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupab ini yong dimeksed dengan:

1
b

L

-
-

¥

Daerah adalah Kabupaton Salok

Pamarintah Daerah adalah Bupat dan perangkat dacrah sebagai
LRSS paryslanggata pamatnlaban daarah,

Bupati adalah Bupat Solok

Sekratanal Dasrah adrlah Sakretanat Dacrah Kabupaten Salok
Produk hukum daarah adaiah peraturan perundang-undangan yang
ditertitean oM kapala dedrah  dalam  rangka  pengaturan
penyeenggarian pomeriniahan dasrah.

Brosedur pomyisinan produk hukum daerab adalsh rangkaian
kegialan penyusunan produk hukum daerah sajak parencanaan
saMpai fdengan penctapan.

. Satuan Kerga Parangkat Daerah yang zelanjulnya digingkal SKPD

&dalah parargkat dagrah pada pemerintah daeral selaku pengguna
anggEranpengguna barsng.

. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupatan Salok.

Pambantukan  Peraturan  Caerah  adalsh  proses  pembuatan
Peraturan Daetah yang poda dasarmya drmula dad persapan,
penyusuran  dan perumusan,  pembahasan,  pengesahan,
penqundangan dan peryéebaiuasan,

Bagian  Hukum  sdalsh Bagian Hukum Sexretariat  Daarah

Kabupaten Soiok,
Poraluran Bupall adalsh peraturan yanrg dilelapian okh Bupati
sgbagai petunjuk pelaksanaan Peratutan Dacrah.

Keputuzan Bupsti adalah keputusan yang ditetapken olen Bupat

yang bersdat korkedt {nyata), Individual dan fmal yang materi
muatannya hanya meretapican halhal lreniu den fidak mengikal

secala Wmum.

13, Program Legislasi Daarah yang sslarjulnys desbut Prolejds adatah

NElrUMen perancInean progiam pembentukan Faraturan Daerah
yang disusun secara lemnsans, Wipade dan sisternalis.

100



101

4. Kepala Bagian Hukun sdalsh Kepala Bapian Hukum Sebretsadsd
Dasrah Kabupalen Solzk

15.Tim  Tekniz Anslissa Darpak Roegulasl  (Requistory  lmpact
Assessment) selanutoya desbud Tim Taknis RIA.

BABII
PRODUK HUKUM DAERAH
Pasal 2

Produk hukum dacrah bersdfat pangaturan dan panatspan.

Pagal 3

(1} Produk hukum daesrah bersifat pongaturan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 adalah.
a. Paraturan Dascah; dan
b. Poraturan Bupali;

(2} Produl hukum dagrah bersifal penalapan sebagalmans dimaksud
dalam Paszal 2 adalah:
o, Keputusan Bupali, dan
b. Instruksi Bupat.

Pasal 4

(1) Paryusunan  praduilc hukun desrah yang bersial pangaturan
sebagamana  dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diakukan
bardasarkan Program Legislasi Daerah.

{2) Dalun keadsan laréatu, SKPD dapat mangajukan rancangan
preduk hukum daerah sebagamana drmaksud pada ayat (1) di luar
Program Legislasi Daerah.

{3) Pengajuan  ranvangan  produk  hukum  daergh  sebagsimana
dirnakeud dalam Pasgal 3 syat (1) dan ayat (2) diserlai dengan Kata
Pengantar darl Kepata SKPD pemrakarsa.



BAB I
PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH
Bagian Kesatu
Peraturan Daecrah
Pasal 5

(1) Hepala SKPD memprakarsa panyusunan Rancangan Poraturan
Daeah unilx mengatr masalsh yang menyangkul hidang
[T P i

(2) Tanpa mengurangl prakarsa SKPO sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Begian hukum gapat ternisialil melakuian panyusunan
Rancangan Peraturan Dasiah.

121 Pendajuan Ransegan Peratuman Daergh zabagaimena dmaksod
pasda ayat (1) dan ayat (2) diompri dergan pekok-pokok ploran
yang melputic
g, maksud dan lguan pengaturan,

o, dazar hukum,
¢ maten yang akan diatur, Jan
J. ketersasan dongan ketenluan peraluran pecundand-endangan.

Pasal 6

(1) Rancangan Paraturan Dasish webagaimana dimaksod dalam Pasal
& ayat (1) dan ayal {2), disampaikan sleh Kepald SAPD kopada Tim
Teknis RUA melalut Bagian Hulum,

{2) Dalam mewkukan analise dampak regulasi sebagalimena dimaksud
pada gyat (1), T Teknis RiA mefakukan angkah-angkah dergen
tahapan sebags beriaut:

. pansmusan masalah;

. Wantifkasi Wjuan;

identfias atterralil,

. anafisg maniast biaya;

. woasullazl dtakeholders. dan

stratoqi irglemenlasi.

- & £ 0 T




Pasal 7

1) Perumusan massah sedagaimana dimakesud daiam Pasel § ayat {2}
kol & betupa kegalan mencan masglah apa yang ngn
diseesgikan  dergan  deetitkannya  Porsiuran Dosoah  yang
dickukan dengan melkuken konsultast publik cengan poiok
bahason sobaga bonkut:

masalah yang ingin dipecahkan;
. Enentekan masalah utama;
fihak-tivak yang terpennaruh;
perilaiiu yang menyumbang.
pangaruh berbadap Usaha Kecl Manangah (UKL, dan
tanggapan pudlik wwrhadap Rancangan Peraturan Dasrah.

= b G 0 T oW

(2) Mantifkasi fujuan sebagaimans dimaksud dalam Paeal 6 ayat (2)
hurut b untux mengetahui sa53ran yang ingin dicagal dan panarbean
gualy Pargturan Daersh dengan bahasan:

3. memenlukan apakah intecvensi pemeratah dpeukan dan lepal
. bagian mesalah yang ingin dpecahian:

£ tujuan (ssaran) yang nom diluju

d. siapakah pelaku ulsma ey players);

. perilaku 3pa yang diinginkan,

1. fakior ekstemal yang mendscong dan reenghamiat; dan

g. bagaimana resikeaya.

{3) ldenlifkasi allemetl sebagaimana dimaksud dalen Pasal 6 ayat (2)
huruf ¢ berups pengernbangan altarnatf tindakan (epel) yang dapat
digungvan uvntuk mencapal fujuan atau sasaran yang talah
diidentficas! banpa:

A, menentddan instrumen terboaik unluk morcapal pedlalu yaNo
ditnginkan;

b menentukan insirumen tergebut tekena; dan

¢. melakukan perandingan altamatif,

4] Analisis mantasl biaya sebagaimara dimaksud dalam Patal & ayat
{2) huruf & berupa snales manfanl dan biaya (keuntungan dan
werugian) dar gelisg opsi atau allematif tndakan yang penling yang
diihet gan sudul pandarg Pemesinlsh  Dagrah, masyaraiot
kensuman, golaku usaha, dan ekoraml sacara kesslurahan berupa
w. ranfast alau biaya apa saakah yang trmbu dar: setiap aliemnats|




b. epakak merghazikan mantast atau blays yang dinginkan dan
apakah ada dampak kinnya;
¢ bagemana manfast atau Biaya Sag  pernerintah  daerah,
masyarokal, konsymen, pelaky usaha, dan ekonom secara
kesekruhan;
d. apakah manfast lebih besar darn bayanya,
15) Korsunasd stakeholders ssbagaimana dmaksud dalam Pagal 6 ayat
{2) hrul e dilakukan:
dilakukan pada solisg tahapan;
. mamaslkan runusan masalshnys fepst dan percepsiny SesuUM;
rndapal masuban alas opsr,
mazukan fan konfirmasi mengenai manfaat atau biaya;
o masukan sles kemunghinan implamentasi
(B} Sbaategi impkimentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat
{2) uraf £ adalah rarurnuskan strategl untuk mengimplementaskan
Peraturan Dacrah di lapangan yang mencakug:
a. zosalisas;
b. kepatukan;
¢ rOnHorng,

a0 oW

Pasal 8

i1y Langkatrlangkah yang diakukan dalam analisz dampak regulasi
sebaguimana dimaksued dalam Paszal § ayal [2) dtuargkan dalam
lapetan Tim Tekni RIA yong bernama RIAS iregulatory impact
assermant stvemant],

[2) FIAS zebagaimans dimaksud pads ayal [1) dilerbikan barsama-
zama Rancangan Peraturan Dascah yang diveulken,

[3) Tim Teknis RIA menyampakan RIAS kepada Bupadi molalui Bagian
Hukum barsama-sama dengan ops-opsi yang ditawarkan,

(d) Bupsati memiih salah salu dari beberapa opel yang akan ddanjutkan
pambehatanys,

(5} Cpsi yarg diplih Bupali divangkan delam Rancangan Pecaluran
Daerah yarg akan dilanjutkan pemtahazannya.

Pazal 9
(1) Datam  rangka pembahasan  Hancangan Peraturan  Dasrah

sebagansand dimaksud calam Pasal § ayat (4) dapal dbentuk Tim
Antar SKPD.
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{2)Tim sebagaimana dmaksue pada ayat (1) diketuai okh Kepah
SKPD perrvakarsa atau pejabal yang ditunjuk cleh Bupati dan
Bagian Hukum berkedudukan schagal Selrataris.

Pazal 10

(1] Perrbahazan Persturan Dasrah dilskukan dengan Bagian Hukum
dan SKPD terkait

{2} Pembzhasan spbagalmana dmaksud pada ayat (1) menikbaratkan
pada pelmasalahan yang bersifal prinsip mengenal cbjek yang
diztur, jangkauan, dan arah pengaturan.

Pasal 11

Katua Tim Antar SKFD sebagaimana dimaksud dalam Pasal B ayat (2}
meigporkan pediembangan Rancangan Perahwan Daarsh dandstsy
carmasalahan kepada Sekrelans Daorah uniuk mempercleh arahan.

Pagzal 12

1) Rancangan  Paraturan  Dasah  yang  elah  dibshss  harus
mendapatkan paraf koordinasi Kepala Bagan Hukum dan Kepais
SKPD torkas,

[2) Kepala SKPD stau pajabat yang dilumjuk inengajukan Rancangan
Peraluran  Daerah  yang telah  mendapst  paraf  koordinesi
tehagaimana dimaksed pada ayst (1) kepada Bupati malsiul
Sexratars Daerah,

Pasal 13

[1) Sekretars Daerah  dagat malakuken perubahban  danfatau
panyempumasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang tetsh
diparal kecrdinasi sebagaimana drnaksud dalam Pasal 12 ayal (1),

{2) Parybshan danfalau penyempumasn Rancangan Peraturan Daarah
sabegaimana dmaksud pada ayat (1) dikenbalikan kepada Kepala
SKPD pemiakarsa,



(3} Hasll penyempurnaan Rancengan Peraturan Daarah sabapaimana
dmaksud pada ayat (2} deampaiken kepada Sokretaris Daerah
selotah déakukan paraf koondinasl oleh Kepala Bagian Hukum dan
Kepala SKPD tarkai,

Pasal 14

Rancangan  Peraturan  Daerah  ysng  diprakarsai  cleh  Bupati
disampakan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daorah unduk dilakukan
pombahasan.

Pasal 16

Dalam  rangka  pombahasan Rancangan Perafwran  Daerah
sehagmmana dmaksud dalam Pasal 14 dibeatuk Tim Asatensi yang
Jikeua oleh Sekratane Daerah atou pojabat yang dtunjuik obah Bupatl.

Baglan Kodua
Pevaturan Bupati
Pasal 16

{1) Kepala SKPD momprakarsal panyusinan Peraturan  Bupati
sebagaimana’ dimaksod dalam Pasal 3 ayat {1} hbund b uniuk
mengatur masalah yang manyangkut bidang tugasmya

{2) Tanpa méngurangi prakarsa SKPD scbagaimana dimaksud dalam
ayal [1). Bagan Hukum dapat barinisiatf malakvkan paryusunan
Peraturan Bupati.

{3) Pengajuan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diampri dengan pokak-pokok plkdran yang medputic
a. tnaksud dan tujuean pangaturan;

b dasar hukum;
¢. maten yang akan diatur; dan
d. katerkaftan dengan ketenluan peralutan perundang-undangan.

106



107

Pazal 17

Konzep Peraturan Bupati sehagimana dimakoud dalam Passl 16 ayal
(1) dan ayat (2) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Sekretaris
Dgerah  malaiul Bagian Hukum untuk  dilakukan hammonisasi,
pambulalan dan pemantapan konsepsi Peraturan Bupati.

Pasgal 18

{1} Dalam rangka penyusunan Korsep Peraturan Bupali szbagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat {1) dan ayat (2) dapat dibanluk Tim
Antar BEKPD,

{2) Tim scbagaimana dimaksud pada ayal (1) diketuai olah Kepala
SKPD pemrakansa atau pejabal yang ddunjuk oloh Bupati dan
Bagiun Hukum berkedudukan sebagal Sekrataris,

Pasal 19

{1} Pombahasan Konsap Peraturan Bupab dilakukan dengan Bagian
Hukum dan SKPD lerail

(2} Perahasan sebagamana dimaksud pada ayal (1) menitkberalkan
pemasalahan yan] bersdal prnsip mengenai chjek yang diatyr,
Jangkauan, dan arah pergaturan

Pasal 20

Kewe Tim Antar SKPD sebagaimana dimeksud dalem Pasal 18 ayal
(1) meiaporkan perkembangan Konsep Peratwan Bupall danfatay
permasalahan kepada Sekretans Dagrah untuk mamperoleh arahan,

Pasal 1

(*) Pesaturan Bupatl yang telah dibahas haius mendapatkan paral
koordinas Kopala Bagian Hukum dan Kepala S3PD tarka2.

(2) Kapala SKPD atau pajabal yang ditunjuk menggukan Poaraturan
Bupatl yarg tolah mendspat paraf koordinas sabagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepacta Bupati melaki Sokietaris Doeraa,



Pagal 22

18} Sewrefarie Dasmh gapat melskukan  perdbahan daniatau
penyenpunaan lethadap Paraturan Bupal yang lelsh diparaf
keordmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (19,

i) Porabanan  danddtay penverrpumsan Peraturan Bupatl
sabagaimana dimaksud pada ayal (1) dikembalikan kepada Kepala
SKEYD pemrakarsa

(3] Hasil poryermpumesan Peraluran Bupsti sebagaimana  dimaksod
pada ayal (2) de=ampaikan kepada Sokretans Daerah gafelah
distkukan paraf koordiras okeh Kepaia Bagian Huokum dan Kepala
SHEPD rerkait

Bagian Ketiga
Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati
Pasal 23

i1} Kepala SKPD menyusur Keputu=an Bupat dar instruksi Bupab
sCsuAl cengan twgas dan lurgsl masing-masng.

(2} Konsep  Kepulusan Bupati dan  Imstruksi Bupati | sebogaimana
dimaksud pada ayal {1) dajukan oleh Kepala SKPD kopada
Sokretans  Dacrah melalul Bagian  Huokum  unuk dilacukan
harmonisan, pembulatan dan pemanlapan korgepsi.

{3) Fonsep Kepuiusan Bupab dan Instruks: Bupati yang talah dlakukan
harmonsas, pombulatan dan porantagan Konsops sabagamansa
dimaksed pada ayal (2), dikermbaikan kepada SKPD terail unluk
diakukan petbakan sasum dongan korks dan dipara? talah
diparikes cleh Kegaly Bagian Hukum,

Pasal 24

(1) Has? perbaikan dan kensep Kepulusan Bupali dan Instruked Bupati
dgaarmpalaan okh Kepala SKPD lerkat kepada Bupati malalui
Sakrotanis Dasrah selelbh mendapat paraf koarcnasi dan Kepala
Bagpian Hukum.

W) Keautusan Bupati dan Instruks: Bupali sebagamana dmaksud
dalar Pasal 23 ditardatangani oah Bupasi,




Pazal 25

Untuk pangiuan Konsep Kopulusan Bupati dan Instruksi Bupati
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 23 ayat (1) disertai dengan Kala
Pengamar dari Kepala SKPD.

BAB IV
FPENOMORAN AUTENTIFIKASI, PENGGANDAAN, PENDISTRIBUSIAN DAN
FENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAERAK

Pazal 26

(1) Panomaran produk hukum daerah dlakukan oleh Kepala Bagian
Hubkum Sekretariat Cagrah

(2) Peromoran produk husum  daerah yang bersifal pangaturan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan
fomae bulat,

(3 Penomaran  produk hukum  daorah yang  bersifat  penetapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mengggunakan
nomar kode klasficasi,

Pasal 27

{1) Paraturan Daerah yang tolah ditetapican dan diberkan nomor hans
diundangkan daam Lembaran Daerah,

{?) Patatwan Bupati yang teloh ditatapkan dan diberikan nomor hans
diurdangkan dajam Berita Dacrah,

Pasal 28

(1) Pergundangan  Persturan  Daersh  dan Peraluten  Bupati
sobagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal (1) dan ayat (2)
dilakuikan oleh Sekietaris Dacrah

(2) Pengurdangan  Paraturan  Dasrah  dan  Peratwan  Bupab
schagaimana dimakiud pada ayat (1) dapat digalegatikan kepada
Kepala Bagian Hukum,
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Paszal 23

(1) Produk hukum daerah sebagarmana dimaksud dalam Pesal 3
sebelun  disebarluaskan  hamus  terebhh  dehulu  dilekukan
autentiikasi,

2) Autantifikas sebagalmans dmaksud pads ayal (1) dilakukan cleh
Kaopala Bagian Hukum,

BAB Y
PEMBIAYAAN
Pasa 30

Pembiayasn berkailan denpan penyusunan produk hukum daerah
dibebarkan pada Anggaran Pendapstan dan Belanja Dasrah,

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Parggandaan, sendistibusian dan pendoiumentasian produk hukum
daarah dilakulan oleh Bagian Hukumn dan SKPD pemrakarsa.

Pasal 32

Sosialeas! produk hukum dilakukan gecara bersama-gama Bagan
Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Dengan bertakunya Peraturan Bupat ini, maka Keputusan Bupati Salok
Nomnar 39 Tahun 2002 tentang Teknlk Progedur Paryusunan Produik
Daaran (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2002 Namor 61)
gazabut dan dnyatakan tdak berlaku.
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Pasal 24

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar  seliap ocrang dapat mengetahivinya,  memerintahkan

#engundangan Peraturan Bupati i dengan penempatannys dalam
Berita Caerah Kabupaten Sclak.

Ditetapkan di Arosuka
.--'pada-;agggal 1 i{lﬂl 2008
* BURATI SOLOK,

¥

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 2 ﬂ?ﬂ.‘. 2008

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2008 NOMOR.IT..



B. REGULASI DI TINGKAT PROVINSI

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 500.05/66/2006
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN KUALITAS REGULASI DAERAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang: a. bahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penciptaan
daya saing dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, perlu dilakukan
peningkatan kualitas regulasi daerah yang mendukung iklim usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, dipandang
perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembetukan Tim
Peningkatan Kualitas Regulasi Daerah Di Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi
Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967
tentang Penanaman Modal Asing ((Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2943))

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1970 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1968 tentang Penanaman Modal




LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 500.05/66/2006

TANGGAL 15 SEPTEMBER 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENINGKATAN KUALITAS REGULASI
DAERAH DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO NAMA JABATAN / INSTANSI KEDUDUKAN
DALAMTIM

1 2 3 4

1 Drs. H. ALI MUFIZ MPA Wakil Gubernur Jawa Tengah Pengarah

2 | MARDIDONO Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Ketua

3 | Drs.PUDJO KISWANTORO | Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Wakil Ketua |
Provinsi Jawa Tengah

4 | SISWOLAKSONO, SH, MKn | Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Wakil Ketua Il
Jawa Tengah

5 | PRASETYO ARIBOWO, SH Kepala Bidang Ekonomi Badan Sekertaris |
Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah

6 | INDRAWASIH, SH Kepala Bagian Peraturan Perundang- Sekertaris Il
Undangan Biro Hukum SETDA Provinsi
Jawa Tengah

7 | SRIYANTO, SH Kepala Bidang Kerjasama Badan Anggota
Penanaman Model Provinsi Jawa
Tengah

8 | ABDUL HANID, SH Kepala Bagian Evaluasi dan Anggota
Pengawasan Produk Hukum Daerah
Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah

9 | SUHARTONGO, SH Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Anggota
Masyarakat dan Ortala Dinas
Perindustrian Provinsi Jawa Tengah

10 | SUDARYADI, SH Kepala Sub Bagian Hukum, Hubungan Anggota
Masyarakat dan Ortala Dinas
Pertambangan Provinsi Jawa Tengah

11 | SAFIT,SH Kepala Sub Bagian Rancangan Hukum Anggota
Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa
Tengah
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14 | Drs. SANCOYO HADI, Msi Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Anggota
Pemerintah dan Lembaga Swasta Luar
Negeri Biro Kerjasama SETDA Provinsi
Jawa Tengah
15 | Drs. DANANG CAHYA Kepala Sub Bagian Fasilitasi Anggota
PERMADI, MM Kelembagaan Biro Organisasi dan
Kepegawaian SETDA Provinsi Jawa
Tengah
16 | Drs. DANANG ISMAIL Kepala Sub Bagian Program, Analisa Anggota
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17 | ENDRO PRANOTO, Spt Kepala Sub Bagian Program BBMKP Anggota
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23 | SINGGIH JUNAIDI, SE Staf Sub Dinas Pspw Dinas Anggota
Perhubungan dan Telekomunikasi
Provinsi Jawa Tengah
24 | KADARYAMI, SE, MM Staf Biro Perekonomian Daerah SETDA Anggota
Provinsi Jawa Tengah
25 | Drs.HARIYONO BAMBANG | Staf Biro Pemerintahan SETDA Provinsi Anggota
SATRIYO, Msi Jawa Tengah
26 | HENKY SRIWAHYU Staf Sub Bidang Keuangan Daerah dan Anggota

PUTRANTO, SH

Pengembangan Dunia Usaha Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Jawa Tengah




VI. CONTOH ADVOKASI RIA MELALUI MEDIA

Advokasi RIA melalui media merupakan salah satu pendekatan yang dapat dilakukan
sebagai bagian dari pelaksanaan konsultasi kepada stakeholders terkait dengan regulasi
yang sedang direview. Berdasarkan pengalaman selama ini, advokasi melalui media
memainkan peran yang sangat penting dalam menyebarluaskan informasi terkait
kegiatan RIA, baik pada saat proses analisis setiap tahapan metode RIA maupun pada
saat menyebarkan informasi laporan RIA. Berikut ini adalah beberapa contoh advokasi
RIA melalui media yang dilakukan beberapa kabupaten/kota yang sudah menerapkan
metode RIA.

A. ADVOKASI MELALUI SURAT KABAR
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SEJAUH MANA FAKTOR REGULASI MENJADI HAMBATAN
BAGI DUNIA USAHA - UMKM?
Oleh: Juli Wantoro, SH. Mhum. & Ir. Anang Susanto

Hasil survey world Bank pada tahun 1997 di 69 negara OECD menyatakan bahwa faktor
regulasi menjadi salah satu faktor penghambat yang cukup penting bagi perkembangan
dunia usaha. Adapun variabel yang ada di dalamnya disebabkan oleh keberadaan
peraturan daerah, penegakan hukum dan pelayanan birokrasi. Hasil penelitian ini sudah
menjadi fakta dan perlu disikapi secara positif dalam rangka menumbuhkan iklim usaha
di daerah, termasuk di dalamnya adalah upaya Pemerintah Daerah Sragen. Pernyataan
berikut yang sesungguhnya perlu dikemukakan adalah sejauh mana dan seperti apa
regulasi itu menjadi faktor penghambat dunia usaha - UMKM?

Hal penting perlu dipahami bahwa fenomena otonomi daerah yang mendorong lahirnya
banyak perda, di lain sisi praktek otonomi daerah juga menyebabkan terjadinya sejumlah
kekosongan hukum dan berdampak kurang terjadinya penegakan hukum di daerah.
Oleh karenanya, sesungguhnya bahwa meningkatnya kuantitas atau jumlah produk
hukum daerah tidaklah semata-mata hanya untuk kepentingan PAD yang mengakibatkan
terbebaninya dunia usaha dan UMKM.




Tentu tidak dapat dipungkiri bahwa sektor usaha - UMKM merupakan komponen yang
menentukan dalam sebuah pembangunan ekonomi suatu daerah. Oleh karenanya
pembangunan ekonomi tentu menuntut adanya peluang-peluang dan dorongan yang
senantiasa harus diciptakan agar terwujud iklim usaha yang kondusif, bergairah yang
memungkinkan terjadinya multi efek kemakmuran dan kesejahteraan. Di sinilah peranan
pemerintah menjadi cukup penting sebagai pemegang kewenangan.

Pada ranah kebijakan, tentulah bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan berbagai
ragam regulasi yang hendak menempatkan dunia usaha - UMKM menjadi aktor-aktor
di bidangnya yang bakal mampu membawa dan menyumbang terciptanya kesejahteraan
— kemakmuran bagi daerah. Dalam konteks ini, seharusnyalah keterlibatan dunia usaha
— UMKM dalam proses penyusunan kebijakan berikut bentuk-bentuk kontrol terhadap
regulasi berkait dengan mereka menjadi perlu adanya. Dalam konteks Kabupaten
Sragen, pada titik inilah sebenarnya persoalan-persoalan dan fakta-fakta bahwa regulasi
menjadi faktor penghambat tumbuhnya iklim usaha perlu mulai kita perbincangkan.

Review Regulasi

Dalam rangka menangani regulasi yang tidak efisien dan tidak efektif, beberapa negara
terutama yang tergabung dalam negara-negara OECD memberikan contoh pada kita
yaitu menerapkan program reformasi regulasi dalam skala besar dengan tujuan
meningkatkan kualitas regulasi serta menghilangkan regulasi yang nyata-nyata tidak
diperlukan keberadaan dan pemberlakuanya. Review regulasi dimaksudkan untuk
mengetahui seberapa baik sarana (regulasi) yang diterapkan dapat membantu
tercapainya tujuan pengaturan, mengetahui dampak-dampak lain yang mungkin timbul
dari pemberlakukan regulasi, baik dari aspek manfaat, biaya, dampak sosial maupun
resiko bagi pemerintah sendiri, dengan metode penilaian dampak kebijakan atau
dikenal dengan Regulatory Impact Asessment (RIA).

Sejumlah praktek terbaik (best practices) dalam rangka review regulasi dengan metode
RIA, bisa di dapat dari pengalaman AS, Inggris, dan Kanada. RIA sebagai metodologi
telah mulai diterapkan di AS pada tahun 1974 dengan dimasukannya analisis dan biaya
dalam Inflation Impact Assesment. Komitmen politik terhadap RIA datang dari pimpinan
politik tertinggi, sehingga sejak tahun 1981 keharusan melakukan RIA telah disahkan
oleh eksekutif.

Di Inggris, pengembangan RIA yang telah digagas sejak tahun 1985, di antaranya
dengan mensyaratkan penilaian atas compliance cost yang ditanggung oleh pelaku
bisnis (Business Compliance Cost Assesment). Analisis dampak sosio-ekonomis secara
profesional bagi regulasi yang memiliki cakupan besar juga telah ditetapkan oleh
pemerintah Kanada pada tahun 1978, dan pada tahun 1986 RIA telah dijadikan sebuah
kewajiban bagi semua proposal regulasi di negara tersebut.




Upaya mereview regulasi dengan metode RIA mungkin mudah dan langsung bisa
dilakukan. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana kita bisa menyajikan masalah-
masalah terhadap penerapan regulasi yang nyata-nyata bermasalah bagi dunia usaha?
Dan sejauh mana komitmen pemerintah daerah menyikapi pilihan-pilihan tindakan
yang semestinya mereka lakukan dalam hal ini?

Implementasi RIA di Kabupaten Sragen

“Tanya...... kenapa”, kabupaten tetangga seperti Boyolali dan Karanganyar, hampir
setiap tahun berdiri perusahaan baru yang menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup
signifikan, namun di Bumi Sukowati satu perusahaan berdiri, tiga yang tutup? Pertanyaan
tersebut terbersit sejak 1998, dimana PT BATI tutup sementara, PT Mustika Bima Putra
tidak beroperasi lagi, PT Sukowati, PT Sumber Santoso dan PT Hasta Rikma Ayu relokasi
ke Purbalingga dan terakhir CV Panca Perkasa hengkang ke Karanganyar. Fakta di atas
tampaknya dapat menjadi dasar reformasi regulasi di Kabupaten Sragen layak dilakukan.

Review regulasi dengan metode RIA di Kabupaten Sragen, telah dilakukan oleh sebuah
tim yang diberi nama tim pelembagaan metode RIA yang telah dikukuhkan oleh Surat
Keputusan Bupati. Sejumlah regulasi yang direview meliputi: Peraturan Daerah Nomor
15 tahun 2000 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;, atau yang dikenal
derigan Perda SP3; Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin
Gangguan (HO); Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2004 tentang Retribusi Pengawasan
Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (NK3).

Dua kesimpulan penting yang didapat di antaranya: pertama, bahwa pemberlakukan
ketiga perda tersebut menimbulkan biaya besar dalam proses perijinan dan usaha
sehingga membebani dunia usaha dan UMKM; kedua, khususnya bagi usaha skala kecil
menengah tidak merasakan kemanfaatan yang berarti terhadap usahanya atas
pemberlakukan peraturan daerah tersebut sehingga tujuan pemberlakukannya kurang
efektif. Berpijak dari kenyataan tersebut, langkah mereview ketiga peraturan daerah
kiranya layak dilakukan. Tentu langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya
dunia usaha dan UMKM dalam proses perijinan dan usaha.

Gambaran ringkas manfaat yang akan diperoleh pemerintah daerah berupa peningkatan
jumlah pemohon ijin yang berarti adanya peningkatan pendapatan dari sektor retribusi
perijinan usaha. Di samping itu, dalam jangka panjang juga diikuti adanya peningkatan
pendapatan dari sektor pajak; meningkatnya iklim usaha yang diikuti berkembangnya
pebisnis khususnya pengusaha skala menengah-atas di daerah; meningkatnya
peluang/kesempatan kerja di daerah; citra/image pemerintah daerah lebih baik sebagai
pelayanan publik. Di sisi dunia usaha - UMKM, akan diperoleh penurunan biaya




usaha/pengurusan ijin; kemudahan akses kredit bagi UMKM karena memiliki legalitas
usaha dan usaha lokal (skala menengah - atas) lebih bisa berkembang. Sedangkan segi
biaya, dalam jangka pendek pemerintah akan kehilangan/terjadi penurunan PAD
khususnya dari sector perijinan.

Ibarat gading, pastilah kita akan menemukan retaknya. Demikian juga atas capaian
yang telah dihasilkan oleh tim pelembagaan metode Ria dalam upaya mereviw peraturan
daerah yang dianggap memiliki andil terhadap tingginya beban dunia usaha dan UMKM
yang mereka tanggung selama ini. Tentu sejumlah kegagalan akan kita temui di
dalamnya. Oleh sebab itu kritikan dan saran penting adanya.

Juli Wantoro, SH. Mhum dan Ir. Anang Susanto,
anggota tim pelembagaan Metode RIA Kabupaten Sragen.
Kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation dan Pemda Sragen
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MENGGAGAS UPAYA REFORMASI REGULASI DI KABUPATEN SRAGEN
“Upaya Mewujudkan Good Regulatory Governance”
Oleh: Suharto, SH

Pada awal reformasi terjadi perubahan luas dengan diterapkannya otonomi daerah,
yakni dengan terbitnya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti
UU No. 5/1974, dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya PP No 25/2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagal Daerah Otonom.

Penerapan Otonomi Daerah dengan adanya kewenangan yang diberikan pusat kepada
daerah, saat itu ada kecenderungan pemerintah kabupaten/kota untuk berusaha
mengembangkan potensi daerah dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan
PAD dengan membuat Perda-Perda yang terkait dengan Pajak dan Retribusi Daerah
berpedoman pada UU No 18/1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang
diperbarui dengan UU No 34/2000 tentang Perubahan Atas UU No 18/1997, yang
mengacu pada PP No 65/2001 tentang Pajak Daerah, dan PP No 66/2001 tentang
Retribusi Daerah.




Reformasi regulasi dalam rangka mendorong iklim investasi dan usaha di daerah bukan
persoalan mudah. Di samping butuh komitmen dari sekian stakeholder yang ada di
daerah, prasyarat penting yang mesti di lakukan adalah membangun pondasi sebuah
tata aturan penyusunan peraturan daerah. Oleh karena penting adanya sebuah strategi
dan metode penyusunan dan kajian produk hukum daeerah yang memenubhi kaidah-
kaidah yang sistematis, logis sekaligus aspiratif. Tentu, hal ini perlu juga di dukung oleh
strategi efektif dalam implementasinya di tingkat lapang.

Kondisi Produk-produk Hukum Kabupaten Sragen.

Data dan fakta yang ada pada tahun 1999 - 2005 menunjukan kategori peraturan
daerah di Kabupaten Sragen meliputi: 50% mengatur tentang retribusi, 30% mengautur
tentang tata pemerintahan dan 20% sisanya adalah peraturan-peraturan yang bersifat
umum. Data ini menunjukkan bahwa Perda Retribusi/ Pajak Daerah cukup dominan.
Di sisi lain pelibatan publik dalam proses penyusunan Raperda, konsultasi dan pelibatan
publik belum maksimal. Demikian juga sosialisasi terhadap Perda, dirasakan masih
minim. Di samping itu DPRD juga belum memanfaatkan hak inisiatifnya dalam
penyusunan Raperda.

Tentu kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya Perda yang responsif terhadap
aspirasi masyarakat, materi, arah, jangkauan dan implementasinya tidak membebani
masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan. Pelibatan publik perlu maksimal untuk
menghasilkan Perda yang aspiratif. Pelibatan ini dimulai dari awal penyusunan Perda
sampai dengan sosialisasi dan evaluasi setelah Perda dilaksanakan

Prosedur Penyusunan Prokumda

Acuan penyusunan prokumda adalah UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Sragen No 15/2005
tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah. Prosedur Penyusunan Perda
secara garis besar dapat disimak pada gambar berikut:




DINAS BADAN
KANTOR

BUPATI @

Jika diamati dari gambar tersebut terdapat peluang yang strategis untuk melakukan
analisa dampak kebijakan atau regulatory impact assessment (RIA) pada proses
penyusunan produk hukum yang selama ini dilakukan oleh eksekutif.

Pada tahapan proses kajian materi dan legal darfting yang dilakukan di tingkat bagian
hukum yang dilakukan bersama-sama tim penyusun, dapat dilakukan analisa dampak
kebijakan atau regulatory impact assessment (RIA) secara mendalam. Sehingga materi
draf atau rancangan peraturan daerah telah melalui proses RIA sehingga keputusan
Bupati dalam menentukan pengajuan rancangan perda ke dewan lebih memiliki dasar
yang kuat.

Dari titik mana dan siapa yang mesti berbenah terlebih dulu, adalah prasyarat penting
awal terlaksananya proses reformasi regulasi yang kita inginkan. Mungkin satu alternatif
sekaligus good wiil awal secara nyata bisa dirasakan dan diukur, jika saat ini pemerintah
daerah Sragen mau melakukan perbaikan terhadap tata cara penyusunan produk-
produk hukum di daerah dengan cara merevisi aturannya; dalam hal ini adalah Peraturan
Bupati Sragen Nomor 18 Th 2005 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum
Daerah. Meski langkah ini lebih bersifat perbaikan internal eksekutif, namun pada saat
sekarang cukup strategis dilakukan.

Sejumlah manfaat yang akan bisa dipetik dalam upaya perbaikan terhadap Peraturan
Bupati Sragen Nomor 18 Th 2005 tentang Mekanisme Penyusunan Produk Hukum
Daerah paling tidak berupa : Bupati akan lebih mudah melihat manfaat dan biaya yang
akan diakibatkan dalam penerbitan peraturan daerah; Arah, materi dan sasaran peraturan
daerah mendekati keinginan publik yang terikat dengan peraturan; Kepercayaan dan
legilitimasi keberadaan peraturan daerah meningkat; Kepercayaan publik kepada
pemerintah akan jauh meningkat; Publik secara langsung dapat memberikan masukan;
Tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah lebih meningkat. Sedangkan
biaya yang di timbulkan adalah sebagai berikut: Perintah daerah perlu mengeluarkan
biaya konsultasi publik; Proses penyusunan peraturan daerah lebih lama.




Strategi yang perlu dipersiapkan pula dalam hal ini adalah menyusun standart
pelaksanaan kajian dampak kebijakan serta memberikan cukup alokasi anggaran
terhadap pelaksanaan aktivitas ini. Tentu upaya ini tidaklah maksimal jika di kemudian
hari tidak ada dukungan dari pihak-pihak lain. Namun yang pasti terjadi adalah:
pemerintah dalam hal ini eksekutif sudah mau mengawali langkah reformasi regulasi.
Tak ada kata sampai jika tak ada langkah awal, begitu hukum alamnya.

Suharto, SH, Kepala Bagian Hukum dan Pertanahan Setda Kabupaten Sragen

Kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation dan Pemda Sragen
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PARTISIPASI, REGULASI DAN LOCAL GOOD GOVERNANCE
Oleh: Suryo Adi Pramono

Setelah diperkenalkan oleh lembaga-lembaga internasional pada era 1990-an konsep
Good Governance (GG) telah menjadi bagian integral pada pengelolaan pemerintahan
kita, yang pada perkembangannya bahkan telah diderivasikan implementasinya pada
tingkat lokal-- baik propinsi, kota maupun kabupaten--sehingga memunculkan
penyebutan Local Good Governance (LGG). Kini berbagai kerjasama domestik dan
internasional banyak mengangkat hal itu untuk dilembagakan ke dalam mekanisme
tata pemerintahan, baik secara teritorial maupun sektoral, secara berjenjang. Secara
umum program itu melibatkan tiga pihak utama : pemerintah (daerah), sektor
swasta/privat serta sektor publik/masyarakat. Undang-undang tentang pemerintahan
daerah pun telah mengkerangkai pembangunan daerah dengan pelibatan ketiga pihak
itu secara menyatu, meskipun mekanisme, sanksi dan kepastian hukumnya belum
tertuang dengan detil. Guna mewujudkan GG atau LGG tersebut, ketiga pihak itu bahu-
membahu didalam memperbaiki berbagai regulasi atau kebijakan dengan
mendasarkannya pada prinsip-prinsip GG, yang oleh Lembaga Administrasi Negara
(LAN) telah dikristalkan menjadi sembilan prinsip : transparansi, partisipasi, penegakan
hukum, responsif, orientasi pada kesepakatan, keadilan (dan kesetaraan), efektivitas
dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis. Dalam perkembangannya, dengan




menekankan dampak kebijakan yang diterima oleh publik (dan sektor privat/swasta),
salah satu analisis untuk menilai suatu kebijakan yang kini marak dipakai adalah
Regulatory Impact Assessment/Analysis (RIA). Dalam kaitan itu, tulisan ini akan membahas
hal-hal yang berkaitan dengan keterlibatan sektor privat dan publik dalam perbaikan
regulasi untuk mewujudkan LGG.

Perbaikan Regulasi dan Partisipasi

Perbaikan regulasi mensyaratkan prinsip umum dan proses tertentu (The Asia Foundation
- 2006: work shop papper). Prinsip umum ini terdiri dari beberapa hal berikut : setiap
intervensi pemerintah harus memiliki alasan, regulasi merupakan pilihan terbaik,
manfaat (benefit) harus melebihi biaya (cost), regulasi yang akan disahkan wajib melalui
konsultasi publik, dan penghilangan beban yang tidak perlu (unnecessary burden) bagi
masyarakat. Sedangkan proses pembuatan regulasi mengandalkan adanya evaluasi
terhadap regulasi yang ada dan atau membuat rancangan regulasi untuk disampaikan
ke DPRD dengan melakukan konsultasi publik sebagai mekanisme inheren.

Berkaitan dengan itu, RIA menjadi salah satu metode yang dapat dipakai untuk menilai
secara sistematis terhadap dampak kebijakan yang diambil pemerintah dan sekaligus
menginformasikannya kepada para pembuat kebijakan dan masyarakat (baik sektor
privat maupun publik). Berbeda dari proses pembuatan kebijakan atau regulasi pada
umumnya, RIA menekankan pada dampak kebijakan, yang menemukan urgensinya
berkenaan dengan banyaknya kebijakan yang bagus secara perumusan legal-formal
tetapi tidak menampakkan dampak positif pada kelompok sasaran dan masyarakat.

Bagaimanakah RIA dilakukan? Hal ini dilakukan dengan mengacu pada tahapan yang
dimiliki : (1) perumusan masalah; (2) identifikasi tujuan; (3) alternatif tindakan; (4) analisis
biaya dan manfaat; (5) pemilihan tindakan; (6) strategi implementasi (The Asia Foundation,
2006). Selanjutnya, proses melalui berbagai tahapan berjenjang itu didialogkan dengan
suatu konsultasi publik. Tentu muncul pertanyaan : siapakah publik itu, apakah sesuai
dengan jenis regulasinya ataukah kesesuaian dengan posisinya sebagai target sasaran
kebijakan? Apakah lingkupnya ditentukan pada tingkat mikro (kelurahan atau desa)
ataukah makro (kota/kabupaten)? Siapakah penyelenggaranya? Apakah peserta
dipersyaratkan dengan spesifikasi keahlian dan pengetahuan tertentu ataukah umum?
Bagaimanakah RIA seharusnya dilembagakan pada proses pemerintahan daerah? Daftar
pertanyaan ini masih dapat diperpanjang untuk lebih “membumikannya”.

Pada hemat saya, RIA akan menjadi efektif bila dilakukan pada lingkup mikro
(kelurahan/desa, atau RW dan pedukuhan). Pada wilayah ini, peserta yang terlibat
dikaitkan dengan kelompok/komunitas target sasaran kebijakan (key player), sehingga
merekalah yang akan lebih mengetahui dampak regulasi yang diterima. Pada cakupan




wilayah itu, peserta dapat pula berasal dari sektor publik (masyarakat/komunitas
setempat yang terkait dengan dampak regulasi) maupun sektor privat (wiraswasta,
usahawan, penyedia jasa, dan sebagainya). Kesemuanya peserta itulah yang terlibat
didalam “konsultasi publik”. Sedangkan pihak pengambil kebijakan atau regulator perlu
menghadirkan mereka yang memiliki kewenangan pengambilan kebijakan serta staf
yang terkait dengan jenis regulasi yang dianalisis.

RIA perlu disesuaikan dengan karakteristik geografis dan demografis dimana ia lakukan.
Maka analisis geografis dan demografis perlu dilakukan pula untuk menentukan
kelayakan RIA diterapkan. Metode ini dapat pula dikomparasikan dengan beberapa
jenis metode partisipasi yang lain, misalnya Audit Sosial, Penilaian Masyarakat dan
Penilaian Partisipatif (Gaventa, dkk., 2001) sebelum dimodifikasi sesuai dengan lokalitas.
Khusus penerapan RIA pada tingkat RT/RW, pendekatan ketetanggaan (neighborhood
approach) dapat pula dijadikan perbandingan. Sedangkan bertautan dengan regulasi
yang berkaitan dengan sektor privat/dunia usaha, beberapa penilaian terhadap
hambatan-hambatan dalam berusaha (misalnya : perda, penegakan hukum, pelayanan
birokrasi, kondisi social-politik, ekonomi daerah) perlu diberi penekanan agar
pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran warga tidak terhambat oleh regulasi.
Sebaliknya, dunia usaha pun perlu dinilai berkaitan dengan tanggungjawab sosial
mereka kepada masyarakat (corporate social responsibility) di dalam kerangka good
corporate governance (Prasetyantoko, 2004) melalui analisis terhadap regulasi tertentu
yang relevan.

Dengan demikian, RIA yang telah dilakukan di berbagai negara tersebut dapat
didomestikasi sesuai dengan kekhasan setiap daerah tanpa menguarangi substansi
yang hendak dicapai. Di dalam kerangka itulah interaksi antara pemda, sektor privat
dan sektor publik dalam memperbaiki regulasi untuk mewujudkan GG dapat diharapkan
buah karyanya bagi perbaikan demokrasi lokal, pelayanan publik dan kemakmuran
warga. Sebab itu, interaksi ketiganya melalui berbagai media (sosial) perlu dilakukan
untuk menghindari adanya swaksangka yang tidak perlu. Pemda perlu mengambil
inisiatif pertama sebelum interaksi natural terjadi diantara ketiganya secara terus-
menerus dan disesuaikan dengan urgensi dan perencanaan pembangunan daerah ke
depan. Untuk mengefektifkan partisipasi sektor publik dan privat itu terhadap kebijakan
dan LGG maka pemda perlu berani mengambil terobosan dengan memberikan landasan
legal terhadap partisipasi itu (Utomo, 2003) sehingga mengikat semua pihak.

Program Studi Sosiologi Fakultas llmu Sosial dan Iimu Politik
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kegiatan ini didukung oleh The Asia Foundation dan Pemda Sragen




Advokasi RIA regulasi nasional melalui Surat Kabar
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B. ADVOKASI MELALUI LEAFLET

Leaflet Hasil Pelaksanaan Metode RIA di Kabupaten Sragen

A Preeminent

&' N Sarana sosinlisasi dan honsultasi publik basil kajian Pecaturan Dactah  Mabupaies Sragen
-

Dalam ranghn mevumbuhkan iklim usaha gang hondusif

UMKM, untuk setiap ffin yang diurus di KPT
dan/atau ijin-1jin dan pelayanan non-1jin df satuan-satusn kerja




A, Masalah Utamy
+ Perusahaan UMKM mendaftarkan perkakasi/peralatan dan  mesin
produksi yang berpatenst merimbatkan bahaya ! resie kesel amatan dan
keschatan yang mereka gunakan.
B sazalah khisis
» Perusanaan menyadan manfaal peagawasan yang dilakukan oleh
pemenintah
* Pemicrintah dapal momakssmalkan @engawaian Srngan Lercukupinya
peralatan dan tenaga (tebnmll specialist pada badangnya dalam
riwelakukan Lugas permeriksaan
* MEMEErpAn]ang mass relrebus pengawatan berkala menjsdi 5 tahun

1. Alber natif tindakan

Permnalihan altornan tindakan, ¢ samgdng berpi jak dar rumusan masalah dan
TN Fang NgIn deapat dalam proses kajian erhadap pelaksanaan perda di
atas, di Lain sisi jugs memperlimbangkan keberadaan peraturan daerah
tersehut yang masih sangat relatil bar sehingga efektifitas pemberlakukan
pordaing pun belum culug bisa diberikan penilatan.

1. Tulak melakusan Apa-apa alay memdorkan pemberlakokan
peraturan daerah sebagatmana yang sckarang dilakukan

1. Sostalsasi dan penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang
sekarangada.

3. Rewii) Perda - “perubanan pasal 10 dengan meruibah mass Berkaa
merade 3 tahun™

¥, Analisa manfaat dan biays

g 1
Tidak melakikan apa-apa

Jika pemerintah dagrah tetap memberlabukasn peraturan daerah
wbagaimans yang berlaku pada saal saal sekarang, maka se)umian kondil
bateline vang ver jadi seperti tabel di bawabin,

Tabal Kondisi Baseline

MANFAAT | BIAYA

Pemanntah Jumiah 0 periunaan Alal-aat yars duatur dalam
HNE L waph fetr s
Dhufts usaha Bttt berhbia
" Dunss ussha T Baaya pengobatan untuk kecolakaan kina yang
Yura;akef'u dakohatian dehkeomlayaer .i.ﬂ-ﬂl!lpﬂlﬂl*y
Tt 2

Sosialisas can penegakan hukum terhadap peraturan daerah yang sekarang
ada

Jika ogan 7 dilakukan maks manfasl yang akan ditervma aleh pemerintah
befupa: kenaikan furmilah peialatan yang berijin yarg bedarli pula sdaipa
Eenatkan walih felnbust sebesar 53 peviahun Lerdapal kelenghapan
database sohingga memudatkan dalam melakukan  pembinasn dan
PENEAWALIN

D1 st dunta usaha- LW, axan mendapat manfaat berupa: menurunya Baya
pengobatan jika terjadi kecelabasn kevja yang diakibatkan oleh alat-alat
produll gang digurakan peagguriakn ALALALAL peoduiss letih tekontiol
Sedanghan teraga kerja mendapatkan manfaat berupa turunnya blaya
pengabatan karena lerjade perurunan tingkat kecelakaan kerja:
kenyamanan bekerja

Dar Segi biaya, perennlah skan menanggung biaya sodlalisas, sedangkan
AU AN LIMBM 181 AR Frenanggung hiayy fot b baekala 1 2akun wokali
warg besarnya rata-rata $5% dan retnbus pertama kall untuk setap iin
CENERUNAAN 31aT1-Alat produks! yang Berpotenst membahayakan keselamatan
el

Ol 3
Rirvig Perdia : *perubahan pasal 11 dengen merubab mash berka
Tahun” dan Sossalisast perubananya.

weripadi 5

Jika pemenntah melaksanakan opsi 1, maka manfaat yang akan diperaleh |

pemerintah daerah berupa: kenaikan jumlah peralatan yang berijin yarg

e arti pula sdaivya bena ke wajib ool s et 20 per Lahun, erdapal |

kelerngkapan databate sehirgga memudahkan dalam melakukan pembinaan
ar peNgawasan.

Oh sisi dunta wiaha - LUMKM, akan mendapar manfaat berupa: menuronya buaya
retribust bevkala) menirunya biaya pengobatan [ika terjadi kecelakaan kerla
yang ghaksbathan oleh alat: alat produksi yang digunakan; penggunaan alat.
alat produks (ebah terkontrol, B 5is tenaga kerja mendapat manfaat berupa
turunnya tinghat kecelakaan wedja dan menurunya biaya pengebatan jika
terjadi keoelakan kerja: meningkatnya kenyamanan bekerja

Barya boriaca raty-rata sebesar 55% dan baya gn

1 tahur Sl !

. penama

Dan segt baaya yang ahan timbul dan pelaksanaan apsh Nl hanys berupa
pemerintah akan menanggung biaya sasalisasi

V. Perbandingan antar Alternatif

Berpijak darl hasil analisa manfaar dan biaya pada oo I dan 3, kedua opsl
teriebul memilikl mantaal yang Lebin balk darl pada opst 1 paitu
memberiakisan perda sebagaimana keadaan sekarang, Antara opss §dan 3
sebenarmya memilik ragam kemanfaatan yarg relatif sama, naman pada ogs
1 terbshat manfaatl yang diperolen memiliki bobet @an ragam yang lebih
banyak sementara opsi 1 tetap memperlihatian biaya yang masih ditangung
Ot b A LMK

Dan analisa di atas maka layak jwa opsr 3 dilaksanakan dalam rangka
menumbuhkan tklim dunia wsahs yang kondusilf dengan cara mengurarg
beban dunia usaha yang diakibathan oleh pemberlabean regulas.

VIl Stratagi lmplementac

Untuk memaksimalkan sepwmian kemanfaatan yang akan diperolen pada o0
3, maka perly dirumyskan strategl sostalizasi tentang maniaat dan buaya
terhadap pemberlakukan perda yang telah dinevis secara tepat yaitu pada
masyarakat industri (pengusaha  UMKM yang mempergunakan peralatan
yaag remilikl potensi thbuliys babaya) pars tenagh kerfa. o safdaing
masyarahal SeCana wrum.

Karena pemberlakuman perds inl menimsulkan bentis Layanan penigawasan
kepada dunia uwaba yang berupa informasi hasil pengecekan standart pakai
terhadap alat-slal produbsl yang mereka digunakan, maka pernerintan
daerah periu melenghapt peralatan dan tenaga ahli di bidangrya secars
memadanl, agar layanan dapal makiimal dan menimbulkdn kepercayaan
il Usana Levhadap pemerintah.




Preeminent

Saraiva sosialisas: dos honsaltas: publik basil kajian Pecaturan Dadvah Pabipates Seages
- ¥ g
-

im usaha gang koodusif

Hasil Kajian Pelaksanaan Perda No
Keputusan Bupati Srag




¥I. Perbandingan antar Alternatif

Mengingat babwa sumbangan prhak keliga bisa padi diberikan oleh pihak
pihak Wertenty (yang Lidak berkalt dengan pengurusan penjinan dan dunka
wmaha mepada pemda bak berupa barang, vang atau bentukbentuk
bantuan (sembangan laimys, dan i Lain 14 pemda sebenarmya juga ah
meryelenggarakan permintaan bantuan dan pihak ketiga untuk ikut andsl
dalam pembaayaan pembarguian, oleh karenanya keberadaan perda 5P3
tentulah tetap dibutubkan. Namuen, supaya pemberiassan perda SP3 tetap
sesual tujuan awal SeTta tidak menjadian beban yang memberatkan
terhadap dunia usaha dalam proses penjinan, sesungguhings perda 5P harus
dislus oieh sebuah pelunjuk pelakesnsan yang benar gan tepat yang boa
merggambarkan semangat munculiya perda tersebut,

Berdasarkan analisa manfaat Biaya antara opal 1 dan 3, mesk kxdua opst
tidak menampakan selsih manfaal notto yang ¢ueup besar yaitu sebesar
Rp.7 928761 (opsi T lebih besarh namun demikian pada oos 3 tidak ada
Jarminan wecara pastt d kemudian hari, bahwa duma wiaba UWEM Ddak
terbebani 5P dalam pergurusan (in usaha. DI Lain 551 Recederungan kool
asan lebih tingg, Dant pertimbangan de atas, maka opsi I layak untuk
ditirdakianiits karena memiliki jends kemanfaatan yang jauh lebih banvak,

dalam arti penerima manfaat jauh Lebih beragam atau tidak terkoasentias
pada watu pihak saja sckaligus memberihan |amINan secara pastl Dafwa
thuri s usaha- LsEs tidak akan Lerbebant 593 dalam prescs pengurusan i|in, [
Lain 4151, pemilihan alternatif 2 tanga hars menghtlangkasn salah sate tujuan
yang ingsn dicapsi dalam pemberlakuan perda selama i yaity memberizan
weadah dan dasar hubum dalam mewiludkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan berupa sumbangan sukarelakepada pemerintah dacran, tetag
biza diwjudian.

Wil Strateqi implementast

Uniuk mengimplemtasiban ofdl 2, maka perly didubung dengan adanya
proses sosialisast tentang adanya perubahan kelijakan kefada din b,
UMEM D sarmping itu. ARar menjamin Lransparanst gan akuntabititas pubise
pengelolaan 5P3 maka perlu dibust lembar pengumunan kepada paras
peryuimbang entang kegunaan 5P3 dan Dagl sellap penerimaan 593 hans
itk bt Bukfi pembayaran.

Hasil Kajian Pelaksanaan Perda Mo.21 Th 2001 tentang Retribusi lzin Gangguan (HO)

I, Rumusan Masalak

Peratifan Dacrah No.21/2001 tentang Retnbusi dzn Gangguan (HO)
mergpakan reguelas yang mengihat kepada setiap jeniskegiatan wana yang
g han/ mensgikan lirgkungan, Filosafi yang tevkandung di dalam
Porda ini adalah bahwa setiap keglatan usaha  mempunyat  patensi
menganggu mencemart gan merugikan lingkungan, maka Pemerintah
mempuriyan kewajiban uniuk melindung: dan menjaga lingkungan werla
sumber daya slam agar fedak rmusak dan tetap lestan. D lan sl
pemberlakuan peraturan ini juga sebagal upaya penggall PUD yarg berasal
dard relfibusi ALas pengurisan i B0 tersebut.

Salah satu dasar pemikiran ugaya kajian atas Peraturan Deerah i berpjak
dar hasl penelitin awal dt sejumlah UMKM dan kdlangan duiea waha,
menyalakan babwa Daya dan porsyaratan mengurus 1fin ganguan HO
memberatkan dunih uiaha UMEM, Berikut detail hasit rumusan masalah
1ot hadap katian atas pemperlakuan pesda Ho. 2172001 tentang Retribusi Lzin
Gangguan (HO)

A MasalahUtama
Matalays tand dan banyaknygs perdyaratan yang hames dipenuht untuk
memperoleh loin MO, memberathan pelak usaba

B. Masalah Spesifik .

Indes gangguan terlalu banyak |71, dan terdapat beberapa duplikasi

Jeontoh: index 1arif dan shala usaha|

Nidas ada pengecualian terhadap UMKEM (yang tidak menimbuikan

gangguan).

- Petughs peiaksana kurang memahamioisl regulas dan/atau ukap
petugas yang kurang profesicnal

& Penolaban yang subyektil dari terangga memberatkan pelaku usaha
dalam pergunaanizin HO. .

.

1l, Tujuan / Sataran .

Tujizam ataw sasaran yang Ingn dicapat dalam proses kajian atas
pormberlakgan Perda ro 2102000 tentang Retrbasi lrin Gangguan (HOW
Bortitk tolak pada upaya mempermedan  dan memperingan  Daya
pergueusan (a0 O bage dunia usaha-UMEM, Detal tujuan sty $h3aran yang
tagendicapar sebagai berikut £

4 Tujuan Utama
Mengurus ifin HD murah dan mudah
B. Tujuan Khusus
o Menppderhanakan index retrbast HO
o Adanya pergecualian terhadap UMEM yang  Gidak menimbuikan
gangguan

= Pelugas memahan 5 regulast secara saksama
« Penolakan yang tubyekill dar telangga bdak menghambat proses
perigur L zin HO

, Arternatif Tindakan

Mergingat Wjuan pemberlakuan peraluran im yang harus telap dovujudkan
serla heryataan di lapangan bahwa pengurisan ijin MO menjadi masalar
yang difatakan memberathan dunis usaha-UMKM dalam proses naha, maka
penting adanya dilakukan upaya-upaya perbaikan, Banyak  altesnatd
lirdakan dapat dilakuksn unluk memperbaiki kandin int sepertt Revs
tevhadap point-point peniing Perda yang ada dalam rangks memperkesl
biaya dan ketudahan mengurus 10 dan merubah peraturan dacrab untes
dikembalikan pada losofi LU rotribust Lertentu, ARSD Lotapl setelah mealu
prtriet LT eI Atau pemalihan alternatif yang paling munghin dilakukas sleb
Pemida Sragen, dalam proses kajian it hanya akan membandingian dergan !
alterratif, yaitu:

t, Tetap memberlakukan Perda yang ada
1. RevisiPerdatentang
» Perubahan indeks imenjad 3 omdeks: lokast teongal viahal bingkat
gangiean: LAnT penggLAAN FEang Liha.
» empermudah pengurusan 1)in yang Lidak mengganggu ingkingan
= Persyaratan ifin teLangganetap diperlukan.
= Keberalan yang berssial subyektif dan tetangga dapat degants deags
analiss dampak lngkungan yang lebihrasional

analia manfaal dan bisya dalam proses Hajlan pelaksanaan peaiura
daerah i pun nantinya hanya berpijak dan kedua altematit i atas

. Analisa Manfaat dan Blaya

Opsi 1
Tetap membislakukan Perda yang ada

Jika pemeriniah dacrah  belap memberlabukan poraturan da J
sebagairany yang berlaku pada saal ssan sekararg maka sojumian kondis
baseline yang terjadi seperti babel di berikut ini.
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Tabeel Kondisi Baseline

PENERIMA MUANF, BIATA BASELIHE
Pernorreah Daerah penermaan PAD Gan SaKICr RTRNS I gg 207235585 | Ralaala ftal mtrbus MO setaptann
Permnarrish B s § waaahs palbusi 300 usaha $e|:-.audng dergan rath-rila pendapatan tatrbus parpnan KO = By
e ! | 207 236 558
Dunias s Berya ponGuLeusan permnan Ry 207 236 558 Senanding dengan bt rali-rald EnGapatan ety perpnan
R " [ " Mistasaon penyeles sy masalah-masalah i lapangan yang bérud
Crunug wsana | Wiakly pergunsan g | 45 bulan | chengan syaral pn 1etangga
LiktmMt Weakly pEnguilsan gen 12 kan Usaha yang biai Bestpotén & Ménieniluhan JangLan anghungan

Opsi 2
Revisi Lerfiadap paint-point Pedda

ik opas T odspalankan yatu mermast parnt-pont peraturan dacrah dalam
rangka mempenngan beban bayh dai kemodahan prosesur pengurasan 13im
0 maka sepurnlah mantaat dan biava yarg akan diperoleh sebagat berikut

Pernirintah akan mendapatkan manfaat berupa kenaikan jumlah gemohon
fyinSwagkt retnbuss 20 % atau scbesar 60 waha - Rp. 14.568.391:
meninghatigs pertumbunan dunia usaha sebesar S5 Pengawasan dan
pengedalian lingkungan bebih mudah; kemungkinan penyerapan Lenaga kerja
meningkal;  kepercayaan masyarakat terhadlap  pemerintah sebagal
pelayanan publi meningkat: daya saing investast di daerah menirgkar.

[ wist dhunia uiaha-UMEM, manfaat yang akan diterima berupa penurunan
biaya perijinan 40% sebesar Rp. 818946150 proses/waktu perijinan
khusunry bags uiaha yang tidak berpoterss menimbulkan gargguan imen jads
lebih pendek yaitu & hare; kendala-kendala pergunnan |fin yang berkan
dengan | jin tetangga yarg bersifat subyektif copat disele<atkan dengan rata.
rata wakiu 1 bulan, Manfaat Lasnya yang ditersma dunls uiahd Berups
kemudahian akses hredit dan kerjasama usaha; daya saing Mvestas i daesah
Lebth kompe i pungutan bar ditingkat masyarakat berkurang.

Dare tege blaya, dalam jangka pendek pemerintah akan menanggurg
e jadinya penurunan perobehan PAD dari sektor retribusi |fan HO sebesar 40%
atau sebetar Ap. B2, 894,615 biaya lain yang juga perle dikeluarkan dalam
jangka waktu panjang adalah pengadaan DLiayd safana analua dampak
Lingkungan

Maka tofal manfan? yang bra dikuatitaskan kurang lebih sebesar B
107. 761,026 sedangkan toral baya yang timbul sebesar Ap. B2.594.615
Sohurgga manfaal netto yang diperoleh sebesar Rp, 24 B68. 391

¥, Perbandingarn antar Alternatif

Berbijak dan raswe manfaal dan blaya yarg diembulean pka alternatel 2
dijalankan, maka layak opsi inl dilakukan. Pertembanghan im lain pemilikan
et i karena memitiel lebib bamyak ragam kemant aatan yang aan diternima
wleh soktor gunia usaha yang berarti sejalan dengan tujusn pemda Sragen
dalam rargka mendorong dan mewujudkar klim usaha yang kondunf ds
dacrah, Manfaat bertkutriya adalah tergalinya PAD tanpa harus memberikan
beban cukug ber A bagi Luembuinya duma usaha,

[ aidi Lasn, wpayd revisl porda yang ads menemukan nsevanseya kanena
40Cara kaplan yunis bahwa dalam peraturan ini terdapal sejumiah paswal-
oasal yang bidak wingkron alau kanlrs@ikLE misalnya pada pasal 29 dan pada
penjelasanya sehingga perlu adanya revis) Dar keseluruhan pertimbangan
inilah maka alternatif revisi perda menjadi layak urd s dilakukan.

VI, Strategi implementas

Untuk mengsmplementasskan oost 0, maka perlu didukung dengan adasya
peroses sasialisasi tentang adanys perubanan kebijakan kepada dunia usaha.
Usim sehingga mereka betul-betul memahami adanya perubahan. O
samping ilu, dAlam pangha pan)ang peoil ditunjang prasarana atau peralstan
analish damgak Lingkungan yarg boleh jadi perle disuapkan aloh pemerintab
dacrah. Hamwn demikian 3aa188 dampak Ginghungan in sebenas npa juga bisy
dilakukan cleh pihak-pihak independen atau phak penguiaha. Meskl blaga
analisa dampak [nghungan sebagar syarat penestitan jin HO )1k terpaksy
dilakukan) Bisa Mencapal angha cukue besas, namms mani aat yarg dypercieh
dalam rangsa memporcepal proses penerbitan i)in e pasti dan cepal
eakga harud meninggalian filosall dasarnya, yartu melindurg! dan menjaga
Lirgkungan serta sumber daya alam agar tsdak rusa® dan tetap lestan

Hasil Kajlan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2004 tentang Recribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

b, Rurmusan masalah

Pelaksanaan cloncmi dasrah di Lan st Derakibal menunannya swejumlah
penegakan husim khussnya aluan-aluwan yang duld langsung ditangant
aleh pisat dan para saal ini di serahkan pada daseah, Sementara di daerah
pelum Lerdapat aturan hukomnga. Salah satunya adalah pola pengaeasan
terhadap penggunaan alat-atat di linghungan perusahsan yang
BT operasicnal 41 daersh,

Hal int peating adanya kasend Danaya yarg sering ditsmbulkan cleh alat-alat
produkst dapal meagarcam  kesclamatan lenaga kerja. Sementara
pemerintan meem ik tugas untuk memberiean jaminan aias kesclamatan
seepn sebagatmana di amantkan Undanyg - urdlarg nomes 1 tanun 1970 Lentang
Lesclarn atan kora. Horpigak dan masalah Lerdebut Peraturan Dacrab tio
18/ 2004 tentang Retribust Pengawasan Morma Keselamatan gan Kesehatan
Kerja, atau yang dikenal dengan Perga Retnbus MK, diterbitkan oleh
Pemerntah Kabupalen S agen

Hamun demikian, berbagal ugayd momakiimalkan pengawasan g tidak
serta marta mendagatkan hasih yang maksimal. Pelaksanaan perda dv atas
sampal saat ini omasih banyak menemukan masalab g alaranys sebagal
berikul :

. Masalah Liama
- Masih Banyak prusanaan yang masth menggunakan perkakas) peralatan
dan mesin produksi yang berpotentd menimbalkan  babayafresko
keselamatan dan keschatan kerja.
EB. Masalah khisus
o Porysahaan kisang menysdain mantaal
oleh pemerintab
s Pemenntab kurang maksimal melakuan pengawasan karens belum
cukip fersedia pecalatan dan tenaga (tehnast) specialist pads Brdangrya
uint e mesd akukan Pugss pemeriEsaan
» Porutahasn UMKHM terbeban: blaya retribas pergawasan bersala

pengawasan yang dilakukan

1. TujuansSasaran

Tujsan alau sasaran yamg ingin diapal dalam peoses  Kajlan atay
pemibe i akan Peraturan Daeeah Ho. 11702004 tentang Retribos Pengawasan
PITA HeSeiamatan dan Kevehatan ferls Poda lebib Laegrjak pada upayas
mamaksimalkan upayd pergawatan Lanpy hans membeban) dunia usabia
sebagaimana rumusan masalaf. Adagun Buludn atau SASAran yang g
dsCapat sebagat benku ¢



PEWERIMA MUANF A

Penarmaan PAD dan sextor retribus o

BlAYA BASELIME

Femonrah Duerah WO Rp 07 236 588 Fiala-rata total mtrias: MO setap thun
Pemercish Prmohon pn @ wasts reinbusi 30 usaha Ee?:umng dergan ralivrala pandanatan tetrins parpnan O = B
| e | | 207 236,558
Dunia s Buya pangurusan peranan R 207 236 558 Senandng dervgan Lotal rali-fald pendapatan et perpnan
. . | " Miebasaan penypeksade Masalah-masalan i @pangan yang bert
Durea wsaha | Wakly pergurssin gn | | dongan syaral 11 teangga
LR Wakli PEregunIsan g 12 ki Usaha yang belak betpoten s maenDulnan gangg.an snglungan
Opsi 2 ¥, Perbandingan antar Alternatif

Revist Ler nadap paint-poind Perda

Jika opsd 7 dualankan yastu mervidt pami-gaint peraturan dacrah dalam
rangka mempernngan beban biaya dan kemadahan proseiur prngurisan i
M0 maka wepumlab manfaal dan haya yarg akandiperaleh sebagai berilut !

Pemerintah akan mendapatkan manfant berupa kenaikan jumlab pemonhon
A wagih fetnis 200 % atau sebesar &0 waha - Rpo 74,868,391
meningkatnya periumbuhan dunia wsaha swebetar 5% Pengawasan dan
pengedalian lingkl widah; 'l ga kerja
meninghal;  kepercayaadn  matyarakat terhadap pemerintab sebagal
pelayanan publis menirgkat, daya saing irvestas di daerah meningkat.

[ sist cdumaa ushha-UMEM, manfaat yarg akan diterima berupa penurunan
biaya perijinan 40% sebesar Rp. B2 8946150 proses/wakiu perifinan
khusarnya bags usala yang tidak Derpoterss menimbslkan gangguan menjads
lebih pendek yaitu & hary kendala-kendala perguisan 1fin yang berkait
dengan i3in tetangga yarg bersifat subyektif copat diselesatkan dengan rata-
rata wakiu 1 bulan, Maniaal lasiya yang diterwma dunlé usaha Defupd
Remedaan akses keedit dan kerjasama usaha; daya saing nvestas ) daerah
Letith kompetitif; pungutan biar difingkal maiyarkat befhurang.

Dari g Dlaya, dalam jangka pendck pemeriniah aRan menanggung
er padings penurunan perolehan PAD dari sektor retribusi ifsn HO sebesar 40%
atau sebesar Ao, B2 8946157 blaya lain yang jugh perle dikeluarkan dalam
jangka waktu panjang adalah pergadaan beaya sarana analua dampak
Linghungan,

Maka total manfaal yang bra Olkuatliaskan kurang lebih sebewsr Rp
107.763.024 wedanghkan rotal braya yang timbul scbesar Ap. 82,894,415
Sehingga manfast relte vang diperoleh sebesar Rp, 74 868,391,

Bortrijak dan rasie manfaal dan biaya yarg dibbmbulkan jika alternatd 2
dijalankan, maka |ayak opst inl dilakukan. Pertembangkan 1m lain pemiliban
el il kasena memilikl lebih bamyak ragam kemanfaatan yang akan ditenma
oleh aekio dunia usaha yang berart sejalan dengan tujuan pemda Sragen
dalam rargka mendorong dan mewujudkan klim usaha yang koaduwuf d
dacrah, Manfaat bertkutrya adalah weegalinga PAD tanpa hare memberikan
beban cukup ber at bagi tumbubnya duma usaha.

[ i Lan, wpaya revist porda yang ada ménemukan TEEVAGEYS Karena
secara kaplan yuridis bahwa dalam peraturan ini terdapal sejumiah paval-
pasal yang tudak singkron atau kanLra@iky! misalnya pada pasal 2% dan pada
penjelasanya sehirgga perle adanyd revisi Dar keselyruhan pertimbangan
inilah maka alternatif revis perda men)adi ey ak i ditakubkan.

Wi, Sufategh Fmplementast

Untuk mengimplemmentasikan opsi inl, maka periu didukung dengan adanya
proses sonialisasi tentang adanya perubanan kebijakan kepada dunia uisha.
UMKM sehingga mereka betul-betul memahami adarya perubahban, O
samping ilu, $alam jangha panjang periu ditunjarg pratarans atau peralatan
aralitn dasmgak Linghurgan yang boleh jadi perli dissapkan aloh pemerintab
dacrah. Hamun demikian analisa dampak linghungan ink sebena ipd Juga bisa
dilakukan pleh piak-pihak independen atau pihak pengusaha. Mesk biaya
analisa dampak nghungan sebagar syarat penerbitan ijin HO f[ika terpakia
dilakukan | bisa Mencapal angha cukup bewan, namun mantaat yarg dipercieh
calam rangea memperoepal prowes penerbitan |in el pastl dan cepal
rangd hard meninggalkan filasaly dasarnya, yastu melindurg dan menjaga
lirgkungan serta sumber daya alam agar hdak rusak dan tetaplestary

Hasil Kajlan Pelaksanaan Perda Mo. 11 Tahun 2004 tentang Recribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan

Kesehatan Kerja

I, Rurmarian matalah

Pelaksanaan cloncmi dacrah di lain s Berakibal menunennya sejumlab
penegakan hukum khususnya Alufan-aludn yarg duld langsung ditangani
aleh Disat dan pada waal ind di serahkan pada daerah, Sementara di daerah
telum terdapat aturan hukuifivga. Salah satunya adalah pola pengawasan
terhadap penggunaan alat-alat di lnghungan perusahaan pang
beroperasional di daer sh.

Hal inb peniting adarys karna Bahaya yarg sering ditvmbulian oleh alac-alal
produksl dapal mengancam  keselamatan tenaga kerja. Sementara
pemeriniah memilk tugas untuk memberikan j[aMINa 31as kesclamatan
seesa sebagaimana di amantkan Undany undang nomes 1 tahun 1970 tentang
weselarnatan kerja Berpiak dan masalah teriebul Peraturat Dacrah No
100 2004 tentang Retnbust Pengawasan Horma Keselamatan dan Kesehatan
Kerja, otau yang dikeral dengan Perda Retribus NED, ditertitkan cled
Pomermtah Kabupaten Sragen

Hamun demikian, berbagai ugayd Meaksimalkan pengawasan s tidak
serta maerta mendapatkan hasil yang maksimal, Pelaksanaan perds di atas
samgal saal inomasih banyak menemukan masalah o staranys sebagal
Beriket

A, Masalah Utama
= fasth banyak perusahasn yang masth menggunakan perkakas) peralatan
dan mesin produkst yang berpolensi memmbulkan babayalreako
kerselamatan dan keschatan ker ja
E. Masalah khisus
o Perusahaan kurang menysdan mantaal poagawasan yang dilakukan
wleh pemerintah
Pemenntah kurang maksimal melakusan pragawasan karens belum
cukup terwedia peralatan dan tenaga (tehnis) specialist pada bidangrya
und i mel akukasn Lugas pEmeTisaan
Perusabaan UMKMterbebant biaya retribus pergawaian berala

11, TujuansSasaran

Tujuan atau sasaran yang ingin dicapal dalam proses kaplan ata
premiberiakiian Peraturan Daedah Mo, 110 2004 tentarg Retriban Pengawasan
FoeTa Keselamatan dan Kesehatan Beila Peoda lebil baetgrgak. prida dpdaya
emaksmalkan upaya pengawasan tanpa hans membebani dunia waha
sebagaimana rumusan masalafh. AJafun Lujuan AtaL SARAFAN yang wgm
AP sehaga berkut
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Aamat: Bagian Hukum Setda

Kabupaten Srogen,
Toip 0271891075 pow 220239,
omaol infoZwogen go id

Sekilas Tim Pelembagaan Metode RIA Kabupaten Sragen

Dibentuknya tim pe
Kabupaten Srage
pemerintah d
reformasl negulal, Ke
dalam SK Bupati nomor 1881/ ‘l:r [}
um adalah Dri. Eddy Sasongho, MW sedanghsn
penaschal dan pembina adalah Bupati, wakil
Bupati dan Seloretarss daersh
Sejumia ang berada dal
antaranys:  Suhaito, SH; b
Widya Budi Mudita, 5%, 6.5

1:;[!,‘]11.!;’1 Amw‘lilﬂll
Fonkaiy

m-n!_‘ll;lu'!m

Catur Ed"?w ;lrln-
SH: Drs. Derwia, SH.
SH; Didik Rohadi, 5H

Froses kajian terhadap pelaksanaan ketiga Peraturan daerah yang dilakukan oleh tim pelembagaan metode RIA
Kabupatien Sragen telah melalul prosed kociullash publik berups rafgk Mol grou diakisl dergan Stakeholder
ynity Dinas-dinas terkail, LW dan dumis vaha-UNBM. Di samping ity jugs d dergan penalitian awsl ke
séjumbih dunia uiaha-UMKM scbanyak &0 unit isaha di ) kecamatan yailu Kecamatan Seagen, Gondang dan Sukodond

Di samping itu, proses korsultasi publik dalam rangka mendukong kajkan damgak regulasi terhadap pelaksanaan
hertiga penda ind juga dilakukan dialog interaktif melslul radic RSPD =Sragen FM"

" e |

Catatan Maki

+  Data dispenda B perbup ro 40 th T005: Total reatisasi 5P3 tahun 2004 sebesar ftp. 538.757.631: Total
realizasi tahun 2005 Rp, 355.064.315 dan istimasl'target total 5P3 tahun 2006 608,720,000, 5P3 yang
dikenakan sangat bervartas dan tercatst dar hasil penetitian awal tim motode RIA dari Rp,
18,000 - 10.000.000. Variasl besarmya 573 difenahoan setial jends (in dan shals ussha, Rata-rata besarnya
5P 10-50% dar| bnya pokok per seting 1jin wnaha.

*  Jurnish pengusaha tals begar yang beroperasional di Sragen sebanyak 23 pengusaha: data KPT fhantor
Pelayanan Terpadu)

= TPT(tingkat Partisipas! teviaga kerja) tabun 2005 sebesar 3,51% = 15,587 arang

*  Rata-rata permahon §jin HO tabam 2003 - mmnmlm data KPT

= Haall fietd sty tim alak {]n HO yarny divasakan vleh akal: T4 blaya,
12,5% ifin tetangga: 12,5,masslah lainya seperti prasyarat dakumen imb, Syarat-syasat ¢ tivghat Deta
kecamatan,

= Analisa dampak lingkungan adalah sebush penelitian [miab yong bisa membuktikan batrea keberadaan
tuaty waha (termasuk di dalameys standar alat-alat produbsi dan limbah| tersebut tidak mengganggu

il BN,
. berkala ) selama 1 tahun sekall kurang efektil karena pada masa tersebut
mmmmw:mmmmmmmw D sampaing (tw blays
pengecekan membebarni dunis uiaha,

retribusi
+  Masa pengawasan berkala dalam perda NKJ selama 5 tabun berpijak bahwa pengguniaan atat-slat produksl
pada kurun wakiu tersebot sudah mencapal tingkat keauan dan menyebabkan standar kebiyakan pakal

Jauh berkurang.
+ Jenis perifinan yang diatur dalam perda MO terdin dar tin penggunaan pesawat uap, penggunaan bejans
\ PENgRuNAAN

, penggunaan nlti'
- mmmlhmmmmmumswwmmms
tahun kedua dan seterusmya.



C. ADVOKASI MELALUI POSTER

Poster Pelaksanaan Metode RIA di Kota Pekalongan

LIBATKAN MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN PERDA

Stratep Implamentan
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